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ABSTRAK

Nama : SIGIT NUGROHO
Program Studi  : MAGISTER ILMU HUKUM

Judul : Proposal Special Products dalam Negosiasi Doha Development
Agenda (DDA) dan Implikasinya Terhadap Perdagangan Pertenian
Indonesia Sebagai negara Berkembang

Tesis ini membshas mengenai Proposal Speciol Producis bagh produk pertanian
dalam Negosiasi Doha Development dgenda (DDA) oleh negara berkembang, dalam
rangka menciptakan keadilan dalam perdagangan internasional dalam konteks WTO.
Penelitian ini dilakukan untuk melibat sejauhmana perkembangan negosiasi konsep
Special Products, serta peranan dan kesiapan Indonesia sebagai negara berkembang
unfuk mempersiapkan sckior pertaniannya sesuai konsep Special Products sehingga
dapat efektif di Indonesia. Hasi] penelitian menunjukkan bahwa negosiasi proposal
Special Produwcts sudaly sangat berkembang walupun masih terdapat beberapa
hambatan dalam negosiasi, Indonesia sebagal koordinator kelompok G-33
menunjukkan peranan vang sigonifikan dalam neposiasi, dan Pemeriwah {2lzh
melakukan upaya vang cukup menunjang dalare rangka menyiapkan sekior pertanian
Indenesia agar dapat efektif memarnifastkan hasil negosiast proposal Special Producis.

Katas kunct:

Pertanian, perdaganpan mternastonal bidang pertanian, Specie! Products, WTO,
Doha Developmeni Agenda, Spectul Safeyuards Mechanism.
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ABSTRACT

Name : ST NUGROHO
Study Program : MAGISTER ILMU HUKUM

Title . Special Products Proposal Under the Doba Development Agenda
{DDDA) and Its Implications to Indonesia as A Developing Country

The focus of this study is concerning negotiations on Special Products for agricultural
products proposal by developing countries under the Doha Development Agenda, in
order to create a balance in intemnationsl trade in a frame of WTQO. The study is
focusing on the development of the proposal negotiation, the role of Indonesia in the
negotiation and the preparation and algo the readiness of Indonesia as a developing
gouniry to adiust effectively Indonesian agricultural sectors with the Special Froducts
Proposal. The result of the study shown that the negotiation of the proposal is
moreased but there are still many obstacle in the negotiation, Indonesia play a good
role in the negotiation as a coordinztor of G-33 Groups, and the Government has
made several policy in agriculture ip order 1o develop Indonesian agriculiural sectors
in order to prepare the agrcuiture sectors e take the benefit of the special products
praposal negotiation.

Key words:

Agriculture, iniernational trade in agriculture, Special Products, WTO, Doha
Development Agenda, Special Safegnards Mechanism,
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BAB {
PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

Worid Trade Organization (WTO)} atau Organisasi Perdagangan Dunia
merupakan satu-satunyz badan internssional yang secara khusus mengatur
masalah perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur
melalui  sualy  persetujusn  yang berisi  sturan-aturan dasar  perdagangan
internasional sebagal hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-
acgara anggoln. Persctujuan tersebul merupakan perjaniian antarnegara anggota
yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan

perdagangannya.’

Sejak berdirinya WO pada tanggal 1 Januari 1993, berbagai perundingan
dan negosiasi lelal dilsksanakan untak menciplakan regulasi dalam suaty sistem
perdagangan liberal oleh para anggotanya, termasul Indonesia, Aktifiva WTO
dalam menciptakan atusan perdagangan multilateral tercemin dengan Jahirnya
perundingan Pembangunan Doha yang febih lanjue dijabarkan dalam Paket luli,
vang disepakati pada langgal § Apgustus 2004, Paket Juli bertsikan berbagai
kerangka kesepakatan sebagal tindak lamjut perundingan Deha Devclopmient
Agenda, untuk su-isu Pertanian, Akses Pasar untuk produk Nos Perfanian, Jasa,
st pembangunan dan wnplementast Doha  Development Agenda, fasilitasi

perdagangar, serta penganan lebih lanjut Strgapore fssues®

fopihac Thn Pemvisse Direlroral Pordaganpan, Perindusision. ncesiasi dun HKID Direklora
Jenderal Mulifiatesal Deparlemen Loar Negeri, Sekilas #7700 (World Trede Orgavizationy, iidisi
Kevmpat, Jakaria Dircktoral Perdagangon. Perindustrivn. Invesiasi dus HKY Girckloral Jendersd
Meitilateral Dieparienses Luse Megeni. hal, L

P s balli

Universitas Indonesia
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Liberalisasi perdagangan smembuka pasar di Juar negeri, meningkatkan
permintaan unfuk perusahaan barang domestic dan membuat mercka uniuk
melayani pasar yang lebih besar dan mendapatkan keuntungan dari skala
vkononmi.Perdagangan bebas dapat menyediakan input dengan harga yang murah,
yang dapat menurunkan biaya produksi. Liberalisasi juga dapst menambah
kompetisi dari perusabaan asing kepads perusahaan domestik, yang dapat
meningkatkan ¢fisiensi produksi lokal, Terakhir, liberalisasi perdagangan melalui
berbagai saluran, dapat memberikan pengarch kepada tingkat pertumbuhan

. ¥
ekonomi.”

Penurunan hambatan-hambatan perdagangan adalah salah satu hal yang
paling jelas dalam rangka meningkatkan perdagangan. Hambatan — hambatan
dimaksud fermasuk bea kepsbeanan {tarif} dan tindekan-tindakan seperti
pelarangan atau kuota dalam Impor vang membatasi Kuantitas secars sciekitif.
Pembukzan pasar dapal imenjadi sebush keuntungan, tetapt hal inl jugs
membutubkan penvesualan, Perjaniian W0 memperbolehkan negara gniuk
meiakukan perubahan secara bertabap, melalui liberalisasi yang progresif, negara
berkembang biasanya diberikan jangka wakin yvang lebih lama  ustuk

menyesuaikan.*

Perdagangan  wnternasiona!  dalam  kerangke WTO  (World  Frade
Organization) berupaya umluk mengurangi distorsi perdagangan antar negara
anggota WL, Hal ini agar tidak terjadi perdagangan yang tidak adil datas

kerangka WTO. sesuai dengan prinsip-prinsip dasar WTG;

a. Most Favenwed Notions (MFN} atan perlakean vang sama terhadap

sefnua mitea dagang
b, Nutional freatment (perlokoan nasional)

¢. Travsparency (rangparansi)

P Lihad Joseph £, Stghtz dan Andrew Chatlton, Fair Frade Por 4l How Trade Can Promoe
Hzvelopment, New Vark: Oxford University Press, 2007, hal. 25,

* Lihat anikel {darsianding The Wi0: Basies, diaksesdurt b Avwarasieorg/saglishithewts_e

Universitas Indonesia
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Perdagangan yang adil {(Fair Trade} adalah kentitraan dalam perdagangan
yang berdasarkan atas dialog, transparansi dan saling menghormat, yang mencari
kesamaan dalam perdapangan internasional’ Jadi di dalam fair srade harus
terdapat sehuah kesamasn Kondist dan pusisi tawar vang membuat perdagangan
antar negara menjadi berimbang, sehinpga terjadi sebuah hubungan perdagangas

yang saling menguntungkan.

Liberalisasi perdagangan mencipiakan blaya penyesuzian bagl negara
berkembang akibat pepurunan tarif membuat mereka kehilangan penghastlan,
masuknya barang impor dapat mengurang: produksi domestik  yang
mengakibatkan  dirumahkannya pekerja yang membuat pemerintah  harus
membisyai pembinaan bag) pengangsuran, Selain itu dalam rangka menarik
investasi maka negara berkembang barus membangun infrastrukiur guna menarik
investor asing vang mengakibatkan ada blaya yang harus dikeluarkan oleh

negara®

Mosyadari  perlunyn dessmn osalm yang  posiG! untuk  menjamin
termtegerasinys negara berkembang, dan Khususnya negara terbelakang & antars
mereka  kodalam  sistem perdagangan  multilateral.  Aturan dalam WTO
memhorikan banyak pengaturan {entang pembenan fingkatan perlakuan Khusus
dan bherbeda (Special ond Differential Treatment) untuk negara berkembang.
Aluran #y dimaksudkan untuk ssembante kebutuhan kbusus dari Negara
berkembang. Dalam banyak bidasz, aturan ini menyediakan kewaitban yang lebils
sedikit atau pembedaas stiran untuk segara berkembang dan jupa pemberian

bantusn leknis.’

Hasil Putaran Usuguay yang terkast dengan sekioc peranian ielah

dituangkan dalam Perjanjian Pertanian {(dgresmnent on Agriculture). Reformasi

* Terjemuahan betas dari: foir ivady is u irading paroerstip, bused on diagogue, ronsparency and
respiect, thet seeks greater equily in fnernetionad trade, Shao wetikel, Fair Traede:  definition,
diakses  dort luipdieswvasdketeadddairconvensaden plypile= 2582002 1 U im&ents
dfsuboat= [&yeluel=5, tangast 3 Lesember 2007,

® ot ihay Josepl . Stighisz dan Andrew Chaslom, Op. Cir, hall 171-172

* Lihal Peter Van den Bossche, Fhe Law aud Policy of the Werld frade Organizarion: ¥exs,
Crses, ael Materialy, How York: Combridge Unbeersity Press, 2087, hal. 43,

Universitas Indonesia
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perdagangan tersebut harus dilaksanakan oleh semua pegara anggota WTO sgiak
Janunari 1993, Dalam pelaksanaan sclama ini ternyata, Agreement an Agriculture
{A0A) telab berdampak negatif terhadap banyak Negara berkembang. Serbuan
fmpor dan pemirunan harga impor terutama untuk produk pangan terjadi meluas,
sehingga telah berdampak buruk terhadap ketahanan pangan, pengentasan

kemiskinan, dan pembangunan pedesaan

Negara-negara maju betkeinginan untuk melanjutkan ambisi smercka agar
terdapat pemotongan tarif kebih lanjt bagi produk pertanian, sementera di sis
fain, negara-negara maju tetap bertahan untuk tidak memotong subsidi® vang
mereka berikan bags sektor pertanken mereka. Amerika Serikat (AS) dan Usi- ‘
Eropa (UE) wtap menolak untuk memberikan konsesi dalam hal pemotongan atau
penghapusan dukungan domesttk bagi sektor pertanian mereka, Amerika Serikat
{AS) bahkasn tetap berkeinginan untuk memperluas kategori Kotak Biru (Blue

Hoxy'® untuk menampung pembayaran subsidi mereka,

Paket Juli 2004 mergyatakan kesepakatan untuk mengurangi tarif pertanian
lewat formula bertingkat (fered formuia), dimana tanif yang tinggi dipotong leih
banvak kelimbang tarif vang rendah. Perundingan selolah itu berkutat soal
seberapa bamyak tingkatan tarifnva, ukuran tentang tarif mana yang masuk
lingkatan mana, serte formula apa vang dipakal di sefiap tingkatan. AS dan
ketompok Cairns'' mendukuog formula yang akan memotong larif paling banyak,

yaita formuda Swiss. Sementara o, UE, india, dan negara maju lalpnya Jebih

ikt Anton Aprivanioni {Meatert Perianion RI}. Kepentingan Peetasian Indonesic Datom
Perdagarngan nierngsional, dimun dafam Jyraal Hukum Intermasisonl Yolume 4 Nomor 3
April 2087, Depok: lLembogs Pengkefian Hukom Istwrensional Fakultes Hukem Umiversiss
Iikanesia, i 453-454.

* Subsidi berdasarkan Agreement on Suisidies ond Cemervailing Mpesures adainh bentuk
kontribusi Kewangan pemerintah vang diberikon kepada dunin usahe dalmn witavah teritosialnys
yang memberikon kourtunpan bapi usuhs Resehu,

¥ Blue Box sdalaf subsidi doroestih berupa pembavarae Bogsung suas segars ke peiand dan
diznggap kuring mendistiorst perdagangan. kerentian ini o dintwr datam anikel 6.3 Agreoment
er Agricufture, kaegor! pengpoeaan saces dijadikon snddogi defane WTO antull menjelaskan
mengenai kebileban dukenpar domestik {Subsidi} susus nogara,

Y¥clompok Calrns (Cuiens Growp) merupsken elompoX negara-negara pengekspar hasil
peranian yung fterbenluk schelum Polaran Ummyoay {Urnguay Rownd) dimulal, dan dikoordini
olel Austeativ,

Universitas ndonesia
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menginginkan formula yang memotong secara moderat melafui persentase rata-
rata, yang disebut formula Uruguay. I3 lain pihak, kebanyakan negera maju juga
akan memanfaatkan kategort produk semsitif untuk mengamankan produk

pertanian mercka.

Misalnya, Amerika Serikai memberikan USD 17 miliar per {zhun untuk
submidi perianiannya yvang dikukuhkan delam Farm Security and Rural Imvestment
Act atau sering discbut sebagal FermBil Hal yang serupa jugas dilskukan
Masyaeakat Eropa {(Burope Unior), seliap sapi di negara anggots Masyarakat
Eropa (Purape Union) menerima subsidi lebik dari USD 2 per hari,dan jurniah ini

lebih besar daripada pendapatan penduduk miskin di dunia.'

Banyak negara maju melakukan subsidi untuk petani kapas dan korporasi
yang terkait dengannya. Di seluruh dunia, subsidi ito mencapai USD 6 milyar per
tahun, Negars-negara Masyarakal Bropa (Burope Diion) segertl Spanyoel dan
Yunani melakakan hal vang sama, dengan subsidi sebesar USD 4,7 milyar per
taliun. Amerika Serikat menyubsidi petant kapasnya sekitar USD 3,7 milyar per
tabun. Hal ini menyebabkan petant kapas di negara-negara Afrika Tengah seperti
Mali, Burkina Paso, Benin, dan Chad menderita luar biass karena 90% hasil
kapasnya untuk tujuan ekspor. Bkspor kapas dari negara Afrika Tengah erhambat
akibal subsidi negars majy, terutanmia Amerika Serikat. Hal ini menvebabkan
sejuniah penduditk di Afriks terpurek dalam kemdsldnan karces negara maju

telah merampas sumber kehidupan mercka dari penjualan kapas,“

Negara maju seperii Amerika Serikat pada tahun 2000 memberikan subsidi
sebesar USD 10 milyar untuk petani jagung, serta memberikan subsidi ekspor

vang ditaksir meoncapai USD 105.145 iuta, Tindakan ini lah membuat petani

12 Lihat Bonnie Setiawan & Herjuno Ndavu K (Direktur Eksekutif dan Peneliti Institure for Global
Justic),  Mewipericdunskan  Proposal  Speeial Producrs,  Impc o globaliust org: nois
detoif. phpfemgrari=diid 92, diakses wnggal 4 Nopamber 2007,

U Likat M, Huseln Sawh. Liberalisasi Pangan Ambisi don Reatsi dalomr Putaran Doba T,
Jskarma: Lembaeys Peperhi FRUL 2067l 76,
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jagung di Meksiko tidak mampu bersaing karena harga jagung impor dari

Amerika Serikat yang masuk ke pasar Meksiko menjadi terlatu murah."

Subsidi Amexika Serikal juga dilaRuken ontuk komoditas beras, guls,
kedelal, dan gandum. Petoni Indocesia ieniy telah merasakan dampak subsidi davi
Amerika Serikat dan negara mejv lainoya, Rrutama sejak Hberalisasi dilakukan

pemerintah mulai 1997."°

Ketidak adilan karena perbedasn kemampuzn dapat juga kita libat dalam
kasus perang dagang antara Philipina dan Australia. Asustralia melarang pisang
dari Philipina karena dianggap membahayakan bagt fanaman dan hewan di
Austratia. Kemudian Philipina membalas dengan melarang daging dari Ausirabia
dalam Administrative Order 25. Ketika Philipina menunda pelaksanaan

Administrative Order 25, Australia tetap melarang impor pisang dari Philipina.'®

Hampir semua negara anggote WTO ielabh menilsl sovara komprehensif
stau parsial \eatang dempak refoimast perdagangan di sektor pertanian. Hal ini
seswal dengan ketentuaw dalam pasad 20 WTO Agreement on Agricrdture. Secana
wnum ferpvata dampak reformasi perdagangan amat buruk bagr negara
berkembang. Dalam Putazan Doha siegars berkembang mengusung sejumlah

proposal untuk mengoreksi kelomahan itu”?

Perbedaan  tersebut  hacus  dinegosiasi  olely  anggota WTO  untuk
memberikan perlindungan  kepentingan ekonomi ncgara berkembang. Scbab
selama ini pegara maju (clah berhasil mesmasukan produk unggulan mereka ke
dalam WTO Adgrevmen, seperti HMak Atas Kekavaan Inlelekiual, Oleh karena i,
produk perianian schagai unggulan negara berkembang horus dilindungi guns

menycimbangkan perdagangan internastonal,

IRk bal, T
B thid

it 1, Darry Lo Ronge, Fhe Phitipphes and the T Survey of Curvent Proctices With
emphasiv on AutkEumping, Countervailing Dutes and Sufegoord Meosures, Asian Jaumgl of
WO & Intermtionel |ealth Law and Poliey, (March 2006).

7 ¢ihat M. Husein Suswit, Op. Cir, hal. 103,
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Negara-negara berkembang dalam rangka memberiken perlindungan bagi
kepentingan negaranya dalam sekeor pertanian mengharapkan Produk Spesial
(Special  Product) mampu memberikan  kontribusi  positif dalam  rangka
melindungi kepentingan  pertanian negara berkembang dalam  perdagangan
internagional. Namunp hal ini masih harus menghadap] tantangan dari negara-

negara inaju dalam perundingan-perundingan WTQ.

Perundingan dalam sekior pertanian berjalan alot karena peran negara
berkembang yang semakin meningkat daleme rangka memperjvangkan posisinya
dalam Putaran Doha. Indonesia sebagai negara berkembang turut mengharapkan
perumnusan aturan perdagangan i bidang pertanian yang scimbang yang juga
dapat  melindungi  kepentingan pertanian  Indonesia  dalam  perdagangan
internasional. Oleh karena itu konsep Produk Spesial {Special Product) penting
untuk terus diusung untuk melindungt petand Indonesia dari prakiik perdagangan

yang tidak adif oleh nepara maju.

Proposal Special Products (SPy dapat memberikan perlindungan bagt
kepenlingen perdagangan  pertanian  negara  berkembang khususnya  bagi

Indonesia, schingga negosiasi terhadap proposal ini harus terus difakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebuf maka penulis akan membahas mengenal
“Propossl Special Products dalsm Regosiasi Dedg Development Agenda {DDA)
dan ImphRasinva Terhadap Perdagangan Pertanian Indonesin Sebagal negara

Berkembang.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalshan di atas, yang mmeniadi pokok-pokok
permasalahan dari Produk Spesial (Spectd Prouducty dalam seklor pertanian

adalah schapai berikun

i, Apakah vang dimaksud dengan konsep Special Products (5P} dalam

negosiast Agreement on Agriculture (AoAY?

2. Bagaimanakah mekanigme pemberian status hukum bag proposal Speciad

Products (SP) dalam negosiast Agreement on Agricudiure {AoA)?
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3. Apakah mekanisme perlindungan vang dapat digunakan untuk melindungi

produk pertaran dalam perdagangan internasional?

4. Bagaimana seyogyanya konsep Special Preducts {8P) yang mampu

melindungi kepentingan nasional?

L3} Kerangka Teori dun Konsep

Frank J Garcia dalam Globalization and The Theory of Interniational Law

menyatakan bahwa:

Tthere are two fundamental gaps: the absence of effeciive mecharisms for
global wealth transfers at the scale necessary to suppert the global basic
packgge, and the absence of effective politicel representation or voice af the
glabal level, This change from international law to global public ey will require
a profound re-examination gf core international Iagal doctrines and institutions
such us bowndaries, sovereignty, legithuacy, citizenship, and the 1ervitorial
control of resowrces.”™

Hal i sejalan dengan pemikirannya mengenal Theory of Jusiice, Darl tiga
kategori teart liberal tentang Justice; Litiditarion, libertorion, dan egaliterian,
Gareia menarik bensng merah yang menghubungkan ketipanya, bahwa ketiga
kategori “Themy of Justice " hberal di bidang perdagangan inigrnasional memiliki
ciri-ciri sehagai bortkut:

1. Hukum perdagangan internasional vang adil harus dirmmuskan sedemikian
rupa uniuk melindungi kesctaraan moral selurul individu yang terpengarub

olehnya, Hal ini melputi kemitmen terhadap free trade scbagai prinsip

exonomi. gund meapertahankan prasyarat Hberal bagi keadilan:

b

Teors tiberal lentang perdagangan vang adil mempersyaratkan bahwa hukum

perdagangan  inlernasional  harus  beroperasi  sedemikiag rupa  untuk

il Frask 3 Garcle, Glohatizazion and The Theory of Intwrnationof Leaw, American Sacicty of
[meraatinal Low Interest Oroup on the Theory of Infernational Lave, {Fxli 2003), hal 23.23.
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kepentingan negara-negara yang paling fidak diuntunpkan, dengan demikian
digarishawahi pentingnya prinsip “special amd differential treatment”
sebagail justifikasi bagi hukum perdagangan internasioanal sehingga setiap

pihak mendapatkan the same playing fleld,

3. “Hberal justice” mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional
tidak mengorbankan hak-hak asast manusia dan perlindungan yang efeksif

terhadap hak-hak asasi manusia, dalam rangka pencapaian keuntungan.'”

Hunter MNottage dan Thomas Scbastian dalam tulisannya yang dimuat dalam
Jowrndl of International Economic Low *Giving Legal Effect To The Results Of
WTO Trade Negetintios: An Analysis OF The Methods Of (Changing W10 Law”,

menyatakan:

“The replacement of the WIQ Agreement would invelve nol just ¢ change
in the irade policy rudes contained in the muliilateral trade agreements bt also
the replacement of the WTQ with a new Imternational organization. Although the
replacement of treaties seiting out policy rides is not Infrequent. international
organizations have only rarely been replaced.™

Selanjutnyza Hunler Nottage dan Thomas Schastian juga menyatakan:

"Dy the context of the Dol Rownd, sehich is likely to require amendoenis
to sowe W10 agreemenis, the likely goap between the end of the Round and the
entry imo jorce of the amendments vonld possibly be bridged with a piurilaieral
agreemeni, That pleritateral agreement could vifige the Mewbers that have

P Liket Ringkasan Disertasi Agus Browswsile. Globalisasi EXesomi dan Perdegmgn

foreranytonal. St Temang Kesiopom {hdum tedomvesio Melindungd Produlst Dofoum Negori
Melalwt Undnag-dang Anti Dumpiig don Safeguard, Program Doktor-Fakaliss Hukem UL
206 hal. 9.

* Lihat Hunter Notage, Thomas Sebastian., Giving Legaf Effect To The Results OF WIQ Trade
Negotietios: An duafysis Uf The Methods Of Chonging WTQ Law Jowrsal af Inlersationad
Fconmaie Law {Decembur 256}, Hal, 1016.
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accepted it o implement the resuits of the Round pending the formal acceptance
of the amendment by hoo-thirds or ali Members”™

Teori-deori ini akan menjadi dasar bagi penulis untuk melkukan
penelitian, karena penulis akan melihat upaya negara berkembang terutama
Indonesia defam menciptakan keseimbangan dalam sektor perdagangan hasi
pertanian vang menjadi produk unggulan Indonesia dan negara berkembang
lainnya. Sehingga dapat fercapal suatu perdagangan internssional yang adil di

bidang pertanian,

Diefinisi - definisi konsep vang akan digunakan dalam penclitian fHimiah

ini antara fam:

World Trade Orgenization (WTO) adalah  saw-satunya badan

internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antamegara*n

Perdagangan Intermasional adalah perdagangan yang mengandung unsur
asing. Dalam hal ini, unsur asing mungkin saja ada pada subyek hukumnya, obyek
yang diperdagangkan, maupun forum penyelesaian sengketa dan/atau hukum yang

dipilih untuk berlaku dalam suatu transaksi perdagangan.”

Agreement on Agricultre adalah Agrcement yang difokuskan pada
peningkatan akses pasar dan penpurangan dukungan domestik dan subsidi ekspor

yang mengganggu perdagangan di bidang pertanion.®

Special and Differentic! Treatmen! adatah awmran vang menyediakan
kewajiban vang lebil: sedikit atau pembedaan atwran unluk negara berkembang

) ; (o 23
dan juga pemborian bantuan teknis.™

ki

= Likat Tim Penyesun Dircktorst Perdngengen, Perindustian. Inveswst das 1KI Dircltont
Jesderal Mubiilaters! Deportemen Lowr Negert, Op Ciroball L

i Ages Brotsusile. Op Cin, hul 10,
“ Uihat Joseph £, 36Ggiz den Andrew Charlton, Op. Oir, kb, xvil,

** Lihat Peter Vaa den Bossche, Jp. Cie, hal 43
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Special Products adalah bentuk lain dari Special and Differentiol
Treamient (SDT) dalam pilar akses pasar untuk sektor pertanian  yang

diperjuangkan oleh negara berkembang,?®

Developing Cownry is 2 country that is not cconomicatly or politically

advanced as the main industrial powers.”

Subsidi adalah bentuk kontribusi kevanpan pemerintah yang diberikan
kepada dunia usaha dalam wilayah teritorisinya vang memberikan keuntungan

bagi usaha terscbut,?

14 Tujuas dan Manfast Penelitian

Fenelitian ilmiak ind secara umuorm bertujuan untuk membetikan gambaran
teoritis dan normatif mengenal Produk Spesial {(Spesial Product) dalam sektur
pertanian dan perlindungamnva kepada sekior pertanian Indonesia, Sedangkao

tujuan khtwus darf peoulisan miah ini adalab untok:

1. Untuk mengetabut konsep Special Products (SP) dalarn  negosiast
Agreement on Agriculture {AoA}L

2. Untuk mengetehui mokanisme pemberian status hukum bagl proposal

Speciad Products {SP) dalam negosiasi dgreement on Agricidtme (AvAd.

3. Urtuk mengetahui meckanisme perlindungan vang dapatl digunakan antuk

melindungi prodak pertanian dalam perdagangan internasionzl.

4. Untuk mengetalud bagatnana seyogyanya konsep Special Products (SP)

yang mampu melindungi kepentingan nasional.

Sedangkan manfast dari penelitian Imial adalab ontuk  menambah
pengelahuan yang konsprehensil mengenal konsep Special Products (S9) dan juga

mekanisme pemberiav perlivdungan terbadap pasar dalant negert dari serbuan

% Lihat M. Hoseln Sawit, (g O3, hal. 108,

¥ Likat Bryun A, Gamen, Blaek's Law Dictonary Eight Bdiion, St Paeh West Publishisg On.,
1599, hal 482,

= Lihat WTO sgreement on Subsifios svd Conntervailing Measwres, pasad 1,
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impor praduk pertanian yang diusulkan oleh negara berkembang dan posisi serfa

kepentingan Indonesia dalam negosiast proposal konsep Special Fraducts (SP).

15 Metodologi Peneliting

Metodologl penslitian yang akan dipergunakan adalah metodologi
penelitian yuridis normatif. Penelitian inl berusaba untuk menjelaskan tindakan
vang dapat dilakukan untuk menegosiasikan proposal Special Products oleh
nepara berkembang kedalam Agreewent on Agriculture {AoA), serta untuk
menjefaskan pemberien perlindungan terhadap kepentingan perianian Indonesia

melalut konsep Special Producis.

Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adaiah

melakui

1, Bahan Hukwm Primer, yaitu bahan-bahan yang merupakan
peraturan  perundang-undangan. Dalam penelitian ini tentunya
hanya dipergunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
erat dengan topik penelitian serta beberapa putusan pengadilan

yang juga berkaitan dengan topik penelitian.

' Bahan Hukum Sekwnder, ysitu bahan-bahan hukum vang herisi
penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, boreps buky,
maialat, artikel, makalah dalam seminar vany berkailen dengan

ionik penelitian

i Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukem vang berisi
peniclasan terhadap bahan hukem primer dan bahan bukum

sekundor. Misalnya kamus dan ensiklopedi hukum *°

18 Sistemutiks Pembahasan

Penufisan ini akan disusun menjadi 5 bab yang secara komprehensif saling

terkait dan saling menjelaskan, dengan sistematika pembahiasan sebagai berikut:

# Lihat Soerjono Soekame, Pengeantar Penglitian Hikunt, Jakana: Ul-Press, 2005, hal. 56,
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BAB 1, Pendahuluan, Bab ini akan membahas mengenai permasalahan
dalam perdagangan pertanian serta isu hukum yang timbul, ialar balakang,
permasalshan, (ujuan penelitian, landasan teori dan konsepsional, dar metodelogi

peneldian,

BAB 1, Tinjavan Umut Mengenat Agreement an Agricufiure {(AcA), Bab
ini akan menganalisa Kelentuen dalam Adgreemenr on Agriculiure, seria
mekanisme dalam Agreement on Agriculivre yang dapat membantu pelaksanasn

perfindungan terhadap produk perfanian ferientu,

BAB III, Negosiasi Proposal Special Products dibawah  Doha
Developmeni Agenda (DDA), Bab ini akan membahas mengenai mekanisme
pengambilan keputusan di WTQO, bagaimana proposal special product dapat
diberikan status hukum dalam negosiasi teks perjanjian pertanian, serta peranan

Indonesia dalam proses negosiast.

BAB IV, Implikasi Konsep Special Producis (SP) Terhadap Perdagangan
Pertanian Indnnesia, Bab ind akan berigl mengenai konsep Special Products (SP),
Speciced  Safegucrd  Mechonism  (55M), dan  kesiapan  Indonesia pntuk

mengaphkasikan konsep Special Products (5P}

BABR YV, Penutup, RBab ind akan berisi kesimpulan dan saran yang diperolch

dari penulisan.
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BAB I
TINJAUAN UMUM
MENGENAL AGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA)

IL1  Sejarah

Pada konsensus awal sektor pertanian tidak dimasukkan di dalam General
Agreement on Toriff and Trade [GATT). Sekior ini dianggap sebagal sektor unik,
sehingga tidak boieh diperfakukan seperti sektor manufakivr, Unik bukan saja
karena sebagai penghasil barang dan jasa, tetapi juga menghasilkan sejumiah jasa
non-pertanian, sepertt lingkungan hidup, pemandangan, air dan udars bersih,
kehudayaan dan sebagainya.m

Putaran Uruguay adalah segosiast muitilateral periama dalam kebiiakan
perianian. dgreemeni On Agriculnwe {AoA) yang dihasitkan dalam Putaran
Uruguay menerapkan aturan dap pembatasan kuantitatil pada perdapangan dan
juga instrumen kebiakan domestik. Perjanjian ini juga menyediakan kerangks
negosiasi bagi penyelesaian konflik serta untuk menghindarkan bukuman dakam
hal terjadi permasalaban dalaoy kebijakan produk pertanian dan juga kebijakan

pertanian domestik.”

Perundingan Pularan Urugeay memakan wakie perundingan hampic 8
tahun, perundingan mencekup hampir semua bidang perdagsngan, tidak lagi
terbaias pada perdagangan batang saja, Putaran ini juga membahas perdagangan
terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual, perdogangan juss, dan juga investasi. Jika
dilthat dari sisi praduk yaug dirundingkan, meka dalan Petaran Uruguay diibahas

mulai darl produk yang murah seperti sabun piandi, sampai dengan produk yang

" Lihat M. Huseln Suwit. Liberalisasi Pangan: Ambidd dan Reaksi dalem Putaran Dolo WG,

Op i, hal 2
M Uikt T Josling, “dn Overview af The B0 dgricultorad Negorigtions”, dolam “Reforming
Agricultural Trade For Duvelpping Counries”, Fdivs Alex F. MeCalla dan John Nash,
Washingion DX The World Baak, 2007 hal. 21,

4
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memiliki teknologi tinggi seperti telekomunikasi, perbankan, dan obat. Putaran
Uroguay pada akhirnya menghasilkan GATT (General Agreement on Tarifls and
Trade) 1994 yang menggantican GATT (General Agresment on Tariffs and
Tradey 1947, dan menjadi awal bagi pembentukan World Trade Orzanization
{(WTO.

Perundingan di bidang pertanian merupakan perundingan yang penuhb
denpan kontroversi karena melibatkan dua pusat kekuatan ckonomi utama yaitu
Amcrika Serikat dan Magyarzkat Eropa. Dalam perundingan i juga muncul
kelompok baro yaite Caimns Group yang merupakan kelompek Negara eksportir
hasil pertanian, dimana anggotanya merupakan gabungan antara Negarza maju
{Australia, Kanada, dan Sclandia Bam), Nepara Amerika Latin {Argentina, Brazil,
Chile, Colombia, dan Uruguay), Negars ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filiping,

dan Thailand), dan Eropa Tengah (ﬁozzgaria(}32

Perundingan di bidang pertanian merupakan penghambat diselesaikannya
putaran Uruguay pada perundingan tingkat menteri di Brassel bulan desemnber
1990, Hal ini dikarenakan adanya perbedaann yang cukup tajam antars Amerika
Serikat dan Masyarakat Eropa. Walaupun telah dislapkan paper inforinal begjudal
Helistrom Faper vntuk membanty proses segosiasi vang disiapkan oleh Menteri
Swedia Matts Helistrom selaku Ketua Negotiating Group untuk periemuan tingkat

menteri di Jenewa,””

Salab satu aspek penting yang dimasukkan dalom negosiasi Putaran
Uruguay adalsh produk pertanian. Sebelumnya produk iai dikeluarkan dari
negosiast, Ada tiga alasas ekonomi mengapa produk pertaniat perlu dimasukkan
dalam apgenda Putzran Uruguoy. Pertama, elasan  keunggulan  kemparatif
(comparative advantage). Kedua, Ketidakstabilan harga produk pertanian di pasar
duonia. Dan ketiga, dampak dari protekst ito telal mengaucam para petani di

negara berkembang, ™'

FOM S Kanadjowena, GATE WO dan Hasit Uraguay Round, Jakarta: Peverhit Universitas
indonesia (Ul-Press), 1997, hal, 108
¥ thid, hal 138

AL Husedn Sawil, Op, Ci bal. 5,
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Agreement on Agricuiture {AcA) pada prinsipnyz memiliki tujuan untuk
membangun sistem perdagangan vang fuir dan berorientasi pasar. Tujuan ini akan
tercapal melalul proses perubahan  vang dilakukan melali negosiasi komitmen
dukungan domestik dan proteksi , serta melaul pembangunan aturan-aturan dan

disiplin dalam GATT yang lebib kuat dan efektif secara operasional.”

L2 Tiga Pllar Dalam dgreement on Agricaiture {AoA)

Agreemert on Agriculture (AOA) pada prinsipnys mengatur 3 pilar utama
yang saling terkalt dalam perdagangan perianian dupia yadu akses pasar,
dukungan domestik dan subsidi ekspor. 3 pilar ini merupakan faktor penting yang
menjadi fokus utama World Trade Orgemization (WTO) puna memperlancar

perdagangan di sekior pertanian,

i1.2.1 AkLses Pazar

Akses pasar adalah konsep dasar dalam perdagangan internasional yang
menjadi fokus utama aturan WTQ kepada anggotanya. Peter Van den Bossche
dalam bukunya The law and Policy of The World Trade Orgonization; Text,

Cases, and Moterizds, meayatakan:

Fhere van be no imernational trade withour access (o the dowestic marker
of other couniries. It is of the highest Importance for couniries, traders,
service suppliers to have predictable and grewing access to market of
offiey corwrgries Jor their gouds and seivice. Rules on market access are
therefore, ot the core of 10 few 3

kS

Lihal pembukann W IO Agreement on dgricuiture:

“Recafling hai their fong-termy olijective as gpreed ar the Mid-Term Review of the
Irngray Besnd is 1o exrablish a Joir aod murket-orienied agriculmiral tradiug sysvem wnd
thert 6 roform process yhould be initimied fhrough the negotiviion of commifments on
suppart and prefeciion ond through the esrablishment of strengthemed ond wore
aptrvitiontly gifective GATT rides and disciplings.”
% Lihat Poicr Vun den Bossche, The Law and Policy of the Worid Trade Organization: Text,
O, aned Meterials, OF. Cit, hal. 316,
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Akses uniuk barang dan jasa dari negara lain seringkali dibambat stau
dibatasi  dengan berbagat macam cara. Pembatasan akses pasar di bidang
perdagangan ke suatu negaera biasanya dikategotikan dengan 2 jenis hambutan

ytama, yaity:

s. Hambatan taril Qariff borriers), vang termasuk dalam ketegori in

adalah tarif kepabeanan seperti bea masuk barang.

b. Hambatan bukan tarif (non-terilf barriers), yong termasuk dalam
kategort ini adalah pembatasan kuantitatif' seperti kuota, hambatan
teknis di bidang perdagsngan seperti penentvan slandarisasi yang
tinggi, proses kepabeanan yang nunit, tidak transparannya aturan

perdagangan.®’

Dalam pembukaan Agreement Establishing ihe World Trade OGrgavization
dijelaskan bahwa angpota WTO berusaha untuk mencapai tujuan standar hidup
yang lebih baik, fidak ada pengangguran, pembangunan skonomi yanpg fumbuh
berkelanjutan. Tujvan ini dapat dicapai dengan cara yang juga dinyatakan dalam

pembukaan Agreement Establishing the World Trade Drganization:

Being desirous of comributing o these objectives by emering inio
reciprocad and mutuedly advantageons oreangements directed 1o the
substantial reduction of tariffs and other barviers o rade wid to the
etimvination of discriminaiory veatment in internationdl rade relations.™

Oeh karena Itu dalam kebijakan WTO diarahkan agar akses passr dapat
diprediksi schingga icbih transparan, serta dirancang menjadi lfebih liberal vaitu
dengan tingkat tarif yang lebih rendah bubkan diharapkan sampai kepada suatu
kondisi perdagaugan dengan tarif 0 (nol) tanpa dikenakan tarif sama sekalt
Pengurangan secara substansial hambatan anf (parllf barrivrs) dan hambatan

bukan faril (wen-tariff barrivrsy dalam rangka pemberian akses pasar, sorta

Vo kg

®  Lihat Marakesh Agrecment Estabiishing the ¥ orld Frade Orgapization. perbukaan,

tirdversitas Indonesia
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penghapusan  diskriminasi merupakan instroment utama bagi WTO untuk

mencapai tujuannya.

Bea kepabeanan atau tarif adalzh biaya finansial dalam bentirk pajak yang
dikenakan kepada produk terkait dengan proses impor, Akses pasar imenjadi suatu

hal yang tergantung dengan pembayaran tariff atau bea kapabeanan.”

Peningkatan akses pasar dalam perdagangan di bidang pertanian ditujukan
untuk meningkatkan transaksi skonomi di bidang perdagangan perianian antar
negara anggola WTO. Akses pasar dalam perdagangan pertanian diatur dalam

pasal 4 Agreement on Agriculture, yang menyatakan:

V. Markat access concessions contained in Schedules refote to bindings and
roductinns of tariffs, and o ather market access comniionens as specified
therein*

Ketentuan pasal 4 ayat (1) Agreement on Agriculnee ini mengatur dengan
jelas bahwa konsesi akses pasar terdapat dalam skedul / jadawal yang terkait
dengan pengikatan dan pengurangae lardf, dan komitmen akses pasar lainnya
termasuk yang dijelaskan didalamnya. ladi market skses dalam perdagangan
perianian diatur dalam sebuah skedui oleh masing-masing anggota WTO, dan hal

ini harus dipenubi cleh anggota WT'O yang membuat komitmen,

Selanjuinya datam pasal ayat (2) Agreement on Agricultnre dinyatakan

bahwa;

2. Members shall niot maintain, rasore @. or revert to any measures of the
kind whicl have been required to be comverted o ardinary cusioms
duties', except as othervise provided for in Ariicte 5§ and Arrex 3.7

I

Lib Feler YVan deo Bossche, Op, (3, hal, 377

345

Liit WTO Agreement on dgricwiture, passl 4 ayat {15

Y

iEid,, vasal 4 mear (2],
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Ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) Agreement on Agriculture menyatakan
bahwa setiap negara anggota WTO tidaek diperbolehkan untuk mempertahankan,
terpaksa atau kembali kepada berbagal jents kebijaksanaan yang diwajibkan untuk
dikonversikan kepada tarif kecuall untuk beberapa hal vang sesval dengan Pasal 3
dan Lampiran 3 W70 Agreement on Agriculture. Berdasarkan ketentuan ini maka
semug hambatan non tarif di dalem perdagangan pertanian yeng dibuat oleh

angpota WTO harus diubah menjadi tartfl

Selanjutnya dalam catatan kaki pasal 4 ayat (2) Agreement on Agriculture,

dijelaskan mengenai kebljakan apa saje yang termasuk harus dinbah menjadi tarif.

! These measures include guantiiative import restriciions, variahle import
fevigs, minimum import prices, discretionary import licensing, non-igriff
mgasnres mainioined through state-trading erverprises, vwoluntary export
resirainis, and similar border measures other than crdivgry cnsfoms
dutiey, whether or not the measures are mainteined ander country-speeific
dervgations from the provisions of GATT 1947, but not measures
maintained under balance-of-payments provisions or under other general,
non-agriculture-specific  provisions of GATT 1994 or of the other
Multilateral Trade Agreements in Ammex 1A to the Wi Agreement. -

CUatatan kaki pasal 4 ayst (2) Agreement on Agriculture wenyatakan
tentang jenis kebijaksanaan yang haros diubab menjadi taril, sediputi pelarangan
tmpor, tarif impor variable, harga mmpor minimum, diskresi perizinan tmpor, serta
kebijaksanaan non-tarif melalui perusahaan dagang negara, hambatan ckspor
secars gukarela, dan kebijaksapaan pembatasan lainnya selsin tavil, baik itu
kebijaksanaan vang dipertahankan dibawah aturan yong dikelvarkan secara
spsesiftk dari ketentuan dalam GATT 1947, wiap! bukan untuk kebijaksanaan
vang dikelola sesual ketentuan bulwre of poyments alau kehijaksanaan umum
lainaya., atau ketentuan khusuz pon-pecanian GATT 1994 atau Persctujuan

Perdagangan Multitateral fainnya pada lampiran 1A I Agreemend.

2 thid, pasal 4 avai {2} foorare 1.
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Secara garis besar berdasarkan pasal 4 Adgreemenst on Agriculture

hambatan non-tarif yang perlu disbab menjadi tarif adalah:®
(i) Semua pembatasan kuantitatif (all of the guatitative regirictions)
{1y Tarif variabel {variable levies)
(iii) Pelarsugarn impor (aport bans), dan
{ivy Non-tarif lainnya (orhers non- tariff measures).

Untuk peayeragaman pengenaan tarif maka telzh disusun sebuah sistem
daftar tarif vang dikenal sebagai Harmonized System (HS) atav The Harmorized
Commaodity Description and Ceding Spstem. Sistem ind telah dijadiken sebagai
Pedoman Kepabeanan (Customs) sgjak januari 1988, HS dapat dikelompokkan
dalam 2 digit sampai dengan 9 digit. Semakin banyak jumiah dipitnya maka

semakin terperinct dan jelas jenis produk yang dimaksud.

Komitmen untuk pengurangan hambatan akses bagi negara maju adalah
36% {simple average) dan minimal 15% untuk sctiap mata ftanf dalam kurun
wakiu 6 tabun, sedangkan untuk segara berkembang adalah 2/3 dari komitmen
negara maju atau sebesar 24% dalam 10 fshun, dan negara anggota WTQ juga
harus memberikan sininnem access opporiunities mintmal 3% dari konsumsi

domestic dan meningkal menjadi 5% pada tabun 1999.*

indonesia dadam komitmennya mengikatican 1.341 «riff fine dengan HS 9
digit. Dalan perkembangannya tingkat tanf Indonesia dimulai dart 74.2% lale
menjadi 48,05% ataw turun sehesar 26,5% melebihi kewajiban Indonesia sebagai
negara berkembang yaeg scharugsnyva cukep menurunkan tarif rata-rata sebesar
24%. Komoditas indonesta yang tarifnya diikat cukup tinggi adaiah beras sebesar
160%, gula sebesar 93%, minuman beratkoho! sebesar 130%.,dan susu sehesar
210%. Pemerintal Indonesia mengeangeap somua komodilas terselua strategls

dan penting sehingga harus dilindungi dengan tingkat tariff vang tnggl. dengan

£

Lifut M. Huseln Sewit. £ €32 bad, 16,

54

Likat M. 5. Kavadivemens, Op Cir, bal, 831
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pengecualian bagi alkchol pemberian tarifl tinggi dilakukan karena alasan

NE
keagamaan."

11.2.2 Dukungan Domestik

Dukungan domestik (Domesaie Support) merupakan bentuk dukungan atan
subsidi dari pemerintah swatu negara terhadap petani produsen di negaranya.
WTO Agreement on Agriculmpe berussha mendisiplinkan dulungan domestik
negara anggola WTQ terhadap para petaninya agar dapat dihilangkan sehingpa
tidak mendistorsl perdagangan di bidang pertanian. Namus jika dukungan
domestik fetap ada, dibarspkan dukungan domestik tersebut memberikan

pengaruh yang keeil terhadap perdagangan di bidang pertanian.
Tipe dukungan domestik ada 3 yaitw:™®

a. Urgen Box valtu jenis dukungan yvang tdak berpengaruh, atau kalupun
herpengaruh amat keeil pengacubava terhadap distorsi perdagangan,
schingga jenis dukungan ini tidak perlu dikurangi.

b, Amber Box yaitu semua dukungan yang digolengkan bisz mendistorsi

perdagangan schingga harus barus dikurangi sesual komitmen,

€. Biue Box yattu yang bewsls dalam awmber box namun dengan

persyaratan tertentu sehingga dapat mengurangi distorsi perdagangan.

Dukungan domestik yang masuk dalam kategori Green Box diatur dalam

Annex 2 WTO Agroement an Agricuitre:

1. Domestic support measures for which exemption from the reduction
conmitments Js clained shall veet the fundamental requirement that
they have 5o, or at most minimal, trade-distoring effects or effects on

¥ ihid hal. 12,
* Lihal M. Huscin Sewit, Gp. Cit, hal. 20.
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production. Accordingly, all measures for which exemption is claimed
shall conform 1o the following basic criteria:

{a] the support in guestion shall be provided through o publicty-
Junded government programme (nciuding govermuent revenue
Joregone} nat involving transfers from consumers; i,

hi  the support in guesiion shadl not have the effect of providing price
support to pmdacers;&

Serta. dengan tambaban keiteria dan kondisi kebijakan spesifik, yaitu

Kebijaksanaan Program Pelayanan Pemerintah, seperti:

a.

b.

{feneral services {pelayanan umum)

Public stockholding for food security purpeses (Stok penyangga
pangan untuk ketahanan pangan)

Damestic food aid {bantuen makanan domestik}

Direct paymenis to producers (pembayaran langsung kepada produsen
yvang mana komitmen pengecualian penguranganuya chituntut barus

memenuhi kriteria dasar)

Decoupled income support {Bantuan pendapatan pada pelani vang

tidak mempengaruhi produksi)

Crovermment financial partivipation i incasie insmrance and dioome
safety-net  progranvnzs  (Partsipasi  Pemerintab  dalam  masalah
kewangan pada pragram-programi asuransi pendapatan dan program

Jjaminan pendapatan}

Payments (made elilgr directly or by way of guvernment financial
pardcipation in crop imssrance schewies) for relief from natural
disustcrs {Pembayaran (dibavarkun baik langsung stay melnlu
partisipasi pemerintal dalam pendanaan pada shema asuransi tanaman)

untuk pertolongan bencana alam)

4F

Lihat WTO Agrecment on Agricufnre, Annex 2.
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W Structwral  adinstment  ossistace provided  through  producer
retirement progrommes {Bantuan penyesuaian  struktural  yang

diberikan melalui program-program pensiunan produsen)

I, Strucrural adjustment assistance provided through resonrce retivement
programmes (Bantuan penyesuaian struktural yang disajikan melalui

program-program pensiunan sumber daya)

5 Structural adjustment gssistonce provided through investment aids
{Bantuan penvesuaian shruktural yang didasarkan melalsi bantuan
investasi)

k. Fayments under  environmentol — prograwunes  (Pembayaran

Pragram-program lingkungan)

L Pavments wnder regionad  assistance progremumes {Pembayaran

Program-program bantuan regional)

Dukungan domestik vang masuk dalam kategori dimber Box diatur dalam

pasal 6 ayat (V) WTO Agreement on Agricutture, vang menyatakan:

f. The domestic suppert reduction commiiments of eoch Member
vontained in Part I¥ of its Beledule shall apply 1o afl of Uz domestic
suppor measures in Jovouwr of agricualtwral producers with the
gxcepiion of domestic meczures which are not subjout (o veduction in
rermys of ihe crileria sel ot i rhis drticle and in Annes 2 o this
Agreement.  The comwnivwents are expressed in terms of Total
Aggregate Measurement of Support and "Annual and Fival Bownd

. ey 3
Conmmitmen Levels®®

Anggots WTO ielah sepakat unhuk mengurangt tingkat dukungan domestic
mereka di bidang pertanian. Berdasarkan ketentuan dalam WTQ dgreement on
Agricahure, negara maju telah sewnu unluk mengurangi Aggregate Measurement

of Support {AMRS) sebesar 20% dalam kurun waktu 1993 sampai dengan tahun

e, pasal 6 syat (1)
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2000, Bedangkan Negara berkembang sctuju untuk mengurangi Aggregase
Measurement of Suppert (AMS) mereka menjadi 13,3% dalam pericde wakiu
1995 sampai dengan tahun 2000. Komitmen anggotz WTQ untuk mengurangi
dukungan domestik mereka terdapat dalam bagian IV dari Skedul konsensi GATT
1994,

Bentuk dukungan domestik yang masuk dalam kategori Amber Box harus
dintlal setiap tahun yang dijumlabkan menjadi Total Aggregate Measwrement of
Support (AMS). AMS adalah bantuan tahunan yang dapat dinilai dalam bentuk
vang, diberikan kepada produsen penghasil produk terenty, atau produden

pertanian umuminya.”

Anggota WTO tidak diperbolehkan memberikan dukungan domestik
melebihi tingkat komitmen dalam skedul mercka, sesuai dengan ketentiian pasal 3

ayat (2) WO Agreement on Agricuiture, yang menyatakan:

2. Subject 1o the provisions of Article 6, a Member shall not provide
support in favour of demestic prodicers in excess of the commitient
levels specified in Section [ of Part I¥ of its Schedule.™

Sedangkan dokungan domestik yang masuk dalam kategori Afe Box

diatur dalam pasal & ayat (3} WTO dgrecment on Agricultine, yang menyatakan:

3. €a) Direct paymrerits under productionliniting pragramnies shall ot be
subjeet to the commitiment 1o reduce domesiic suppore it
(i} sueh payments are hased op fixed area und yields; or
(i such payments are made on 83 per cent or less of the base
fevel of procfuction; or
(iit) livestock paymenrs are sade on a fived sumber of head,

A4

Libae Peler Van den Bossche, Op. €. hal, 583,
2 Lihat M. Husein Sawit, Op. CF, bl 21,

3 Thid., pasal 3 eyl (2).
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(b) The exemption from the reduction commitment for direct payments
meeting the above criteria shall be reflected by the exchision of the
value of those direct payinenis In a Member's coloudation of iis
Current Total AMS

Bentuk dukungan domestik yang masuk dalam kategori int terkaif deagan
program  pembatasan produksi suatu komaoditas, atau bantuan langsung ke
produsen. Pada prinsiprya bentuk dukungan domestik ini dilarang sepert bentuk
dukungan kategori dmber Box, namun karena bentuk dukungen domestik ini

memenuhi persyaratan terienty, maka dianggap tdak mendistorsi perdagangan,

IL.2.3 Subsidi Ekspor

Definisi subsidi difthat dart ketentuan bagian umum Definition of a
Snbsidy yang diatur dalam pasal [ ayal (1) WTO Adgreement on Subsidies and

Countervailing Measures, adalah:

For the purpose of this Agreement, a subsidy shall be deemed to exise i

i) there is a finapeicd conmibuian by 6 government or any public
body within the jwvitory of a Membey fGreferred 1w in s
Agreemeit as "government™), fe where:

1) a goversmment praciice involves a divect transfer of funds (e.g.
grants, loans, and equity infusion), potential divect transfers of
Junds ar ffabiliies fe.p. loan guararnirees);

{11} government revenue that is otherwise due is foregone or nor
collected (e.g. fiscal incentives sych as tux credits)’;

{iija govermment provides goods or services other thun penerdal
Gfrastractog, or purchoses goods,

fivia govermmem makes peymenis jo a funding mechanism, o
enlrusts or divects o private body (e curey out one or more of

L

Thidd., pasal 6 ayal (3},

L WTO A greement an Subsidigs ond Counrervailing Measnres, pasal {aym (1),
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the type of functions illustrated in (1) to (i) above which would
normally be vesied in the government and the practice, in no
real sense, differs from practices wsormally followed by

goversments;
or
()2} there is any form of income ar price support in ihe sense of
Article XVI of GATT 1994,
and

(B}« bengfit is thereby conferred

Footnnie,

" In accordance with the provisions of Article XVI of GATT 1994 (Note to
Article XVI and the provisions of Annexes | through I of this
Agrecmend, the exemption of an exported product from duties or taxes
borne Ly the ke product when destined jor domestic consumption, or
the remission of such duties or taxes in gmounts not in excess of those
which have accrued, shall not be deemed to be a subsidy.

Berdasarkan pasal di atas inaka dapat disimpulkan definisi subsidi adalah
pentuk kantribusi kevangan oleh pemerinmah atau badan wnum vany memberikan
keuntungan. Tennasuk di dalamnya adalah pendapatan pemerintsh yang yang

dillangkan atau tidzsk dipungut seperti insentif keuangan.

Carangan untuk pemberian subsidi ekspor dalam WTO Agreement on
Subsies and Comntervailing Mepsuras, artikel Vi dan XV GATT (Geaeral
Agreemem on Iarilf and Trade) 1994 juge bedaky bagi perdagangan bidang
pertanian dan hanva dikecualiken jike diatwr secars berbeda dalam WTO
Agreement on Agricuftnure. Subsidi ekspor dilarang uniuk diberikan bagi barang
yang bukan produk pertanian, totapi bagi produk pertanian terdapat pemibedaan

untuk subsidi ckspor bagi:

a. Produk perianian vang dimasckan dalam bagian IV seksi [T dari GATT

Schedule of Concessions, dan

Undversilas indonesia
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b. Produk pertanian vang tidak dimasukan dalam seksi dimaksud diatas.”*

Terkait dengan produk pertanian yang masuk dalam  Schedule of

Concessions, subsidi ekspor merupakan subyek komitmen untuk dikurangs sesuai

ketentuan pasal 9 avat {1} buruf (3} sampai denpan (Y WTO Agreement on

Agriculture, yang menyatakan:

1. The following export subsidies are subject (o reduction commitments

(@)

(b)

(c)

(d)

fej

@

under this Agreement:

the provision by governments or their agencies of direct subsidies,
including payments-in-kind, 10 a firm, 10 an industry, (0 producers
of an agricxiural product, e a cooperalive or olher asseciciion of
such producers, or to ¢ markeiing board, contingent on export
performance;

the sule or disposal for export by governments or their agencies of
non-commercial stocks of agrieultural products ar a price lewer
than the cemparable price charged for the like product to buyvers in
the domestic market;

pevmienis on the expars of an agriculiwral product that e
Sfinameed by virtve af governmental action, whether or not a charge
on the public acconnt is invelved including payments that are
Jfinanced from the proceeds of a levy imposed on the agriewdinral
product concerned or on an agriciitieal product fron which the
exported product is derived;

the provision of subsidies to reduce the vosts of markeling exporis
af agricwlivral products {(other then widely available cxport
promutie: and advisory seryices) including handling, wpegracding
and other pracessing cosis, and the costs of inernational transport
and frefght;

imernal  pransport and freight charges on export yhipmess,
provided or mandated by governments, on icrms more fovourable
than for domestic shipments;

substdics  on  agricwtunal  producis centingent on o their
incorporation i experted producrs.”’

Anggota WTO tdsk diperbolebkan untuk memberikan subsidi ekspor

melebii subsidi ekspor sebagaimana terdaliar pada atinca | Pasol 2 datam

b5

35

Liha Praer Van den Bossche, O O Tal 384,

Libiat W1 Agrecmant on Agricatture, pasal § ayat {1).
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kaitannya dengan produk pertanian atau sekelompok produk yang dispesifikasikan
pada Bab Il dari Bagian [V masing-masing skedu, vang melebiht pengeluaran
anggaran dan tingkat komitmen jumlah sebagaimana spesifikasinya, dan tidak
akan menyediakan subsidi demikian untuk produk pertanian manapun vang tidak
dispesifikasikan pada skedulnya, schagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) WTO

Agreement on Agriculture, yang menyatakan:

3. Subject i the provisions of paragraphy 206} and 4 of Avticle 9 a Member
shall not provide export subsidies listed in paragraph § of Article 9 in
respect of the agrieultural products or groups of products specified in
Section I of Fart I¥ of its Schedide in excess of the budgetary outtay and
guantity commitmen! levels specified therein and shall not provide such
subsidies in respect of any agriculturdl product not specified in that
Section aof its Schedule

Selain ity anggota WO Juga tidak tidak diperbolehkan untuk memberikan
subsidi ekspor jika tidak sesuai dengan ketentuan WTO Agreenwent an Agriculiure
dan dengan komitmen vang dijelaskan dalam skedul anggota WTO, hal int sesuai

dengan ketentuan pasal 8 WTO dgresment on Agricufuure, yanp menyatakan:

Each Member wndertakes not to provide export subsidies otherwise than in
conformin with this Agreement wrd with the commitsents as specified in
that Member's Schedule

Komitmen unfuk menerapkan ketentuan mengenai penrurunan subsidi
ckspor dalami perdagangao pertanian bagi segarn berkembang dan negara yang
crbelakang verbeda dengan negara maju. Penurunan subsidi ckspor bagi negara
maju yaifu sebesar 36% dari nifai pengeluaran anggaran subsidi ekspor yang

seinula dibertkan dan 24% dart kesclurshan koantias komoditi ckspor vang

# fbid, pasal 3 ayal (3},
" fhid, pusal &,

iniversitas indonasia

Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH Ul, 2008



29

disubsidi dalam kurun wakiu € tahun. Penuronan subsidic ekspor bagi nepara
berkembang yaitu sebesar 2/3 dari komitmen Negara maju atau sebesar sebesar
20% dari nilai pengeluaran anggaran subsidi ekspor yang semuia diberikan dan
16% dari keseluruhan kuantitas komoditi ckspor yang disubsidi dalam kurun
wakiu 10 tahun. Sedangkan negara yang terbelakang tidak diharuskan untuk
melakukan pengurangan *®

Hal ini sejalan dengan prinsip Special and Differential Treatment dalam
Agreement  on  Agricaloure, yang memberikan  kemwudahan  bagi  Negara

berkembang dan Negara yang terbelakany, sesuai dengan ketentuan pasal 15
WTO Agreement on Agricultyre, vang menyatzkan:

I In keeping with the recognition tnat differenticl and maore favoyrable
treatmest for developing country Members is an integraf part of the
negotiation, specidl  and differemtial wreatment in respect of
commitments shall be provided as set oul in the relevast provisions of
this Agreemont and embodied in the Schedules of concessions and
conuminments,

2. Developing country Members shail have the flexibility to implement
reduction compitments pver a perivd of up to 10 yems. Least-
developed vountry Members shall not be required 1o underiake
reduction commiiments.™

WTQ Agreemem on Agriculferg mengatur mengenal masalah  subsidi
secara khusus, Hal int dikarenakan pectanian merupakan hal yanp bersifat sgnsitif
sehingea WTQ dgreement on Subsidies and Cowstervailing Measnres tidak dapai
diberlakukan sccara penvh dalam subsidi di bidang pertanian. Mamun jika teqjadi
konflik ketentuan dalam WTO Agreement on Subsidies and Cownervailing
Measures dapat digunakan dan berlaku diatas ketentuan khusius mengenat subsidi

vang distur dalam WTO Adereemsni on Agrieniture, Hal ini sesuai dengan

¥ Ll H. 8. Kartadioemena, Op. T, Hal. 131

¥ Likal WO dgreement on Agricuiture, pasal 15.
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ketentuan dalam passi 21 ayat {1} WTO Agreement on Agri{:aimm,éa yang

meayatokan:

L. The provisions of GATT 1994 and of other Multilateral Trade
Agreements in Annex 14 to the WTQ Agreement shall apply subfect 10
the provisions of this Agreement.™

IL3  Special Safeguards (88G) dalam Agreement on Agricaiture (AsA}

Special Safeguards (SS5G) merupakan upays periindungan khusos bagi
perdagangan di sekior pertanian guna mengantisipasi Ionjakan impor produk
pertanian di wilayah suatu negara anggota World Trade Organization (WTO).
Aturan sefeeuards dalam Agreement on Agricnlture (AoA) mengalur secara
tersendiri safeguards wntuk perdagangan bidang pertanian terlepas dari aturan
safeguards dalam WTO Agresment on Safepvard, hal ini dikarcnakan sifat
perdagangan di bidang perianisn yang lebih sensitif bapi negara-negara anggota
WTO.

Hak untuk menerapkan safeguards hagl negara anggola WTO untuk
membatasi impor di bidang pertanian ini lebib luas daripada yang berlaku secara
wnum dalam pasal XIX GATT 1994 %

Pengaturan mengenst Speciad Safegnords {5SQG) terdapat dalam pasal 3

r £
Agreement on Agriculties e

f. Notwithgonding the provisions of paragraph 1(b) of Article Il of
GATT 1994, any Member may ioke recourse fo the provisions of
paragraphs 4 wd 3 below in comection with the importation of an
apricudinrgl product, in respeci of which measwres referved w in

M {ihat Peter Van den Bessche, Op. Cir, hal, 384

¥ Libt WTO Agreement on Agriceliure, pasal 21 ayat (1),
¥ 1. 8, Kartadioemena, Op. Cft., hal, 125,

®  Lihat WG Apreenent on Agricuinwe, Pasud 5.
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paragraph 2 of Article 4 of this Agreement have been convarted into
an ordinary customs duly and whick is designated in its Schedule with
the symbol "SSG" as being the subject of a concession 1 rexpect of
which the provisions of thiz Artivle may be imvoked, if

fa} the vohune of imports of that product entering the customs tervitory of
the Member granting the coneession during any year exceeds a trigger
level which relates to the existing wirket access opporiunity as set out
in paragraph 4, or, but rot corcurrenly:

(b} the price at which imporis of that produci may enler the customs
tervitory of the Member granting the concession, as derermined on the
basis of the ¢.if import price of the shipment concerned vxpressed in
ferus of its domestic curvency, falls below a trigger price equal fo the
average 1986 10 1988 reference price’ for the product concerned

2. Imports under curvent and minimum access commitmenis established
as part of a concession referred to in paragraph | above shall be
counted for the purpose of determining the volume of imports required
Jor invoring the provisions of subparagraph i () ond paragraph 4, but
fmports wrder such commitments sholl net be affecied by any
additiongl  duty  mposed wmder either subparagrapk o) ond
paragraph 4 or subparagraph Hbj aad paragraph ¥ befow.

3. Any supplics of the product in question whick were en route ox the
bayis of a contract seliled before the additional duty is imposed under
subparayraph 1{e) and paragraph 4 shall be exempred from any such
additionad duty, provided that they may be counted in the volume of
imports of the product in question during the following yeor jor the
prrposes of tiggering the provisions of subparograph fg) in thai
yedar.

4. Any additional dury imposed wnder subparagraph [{) shall only he
matniained aatil the end of the year i whicl if bas been imiposed, and
may ouly be levied at a fevel which shall not exceed one third of the
lavel of the ordinary customs duty in gffect in fhe year in which the
getion is raken.  The tigger level shall be set according to the
Follwing schedule based o murkel access opporturities defined as
hnports us a percentage of the corresponding dowestic consumption”
during the three preceding years for which data are available:

fep where such morker necess opportanities for o prixfuct are fess than or
equud to 10 per cent, the basy trigger level shall equad 125 per cent;

(b} where such moyket aocess opportunities for o product are greater than
£ per cont bul lfess than or aguad 160 30 per ceni, the base irvigger level
shedl eqreal 110G per cent;

(c) where such marker access opportunities for a praduct are greafter than
30 per cem, the base wigger level shall equal 103 per cend.

Universilas indonesia

Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH Ul, 2008



(@

(7

fcl

(d

tel

32

In all cases the additional duty may be imposed in any year where the
absolute volume of imports of the product concerned entering the
customs rerritory of the Member granting the concession exceeds the
sum of (g the base trigger level set guwr above mudtiplied by the
gverage quantily of imporés during the three preceding years for which
data are available and () the abselute volume charge in domestic
consuniption of the product concerned in the most recent year for
which data are available compared to the preceding year, provided
that the wrigger level shall not be less thun 105 per cent of the guerage
guantity of mports in {x} above.

The additional duty lmposed under subpuragraph 1(8) shail he set
acenrding to the following schedle:

if the difference between the c.if. import price of the shipment
expressed in terms of the domestic currency (hereinafler referred to as
the "import price’} and the trigger price as defined under that
subparagraph is less than or egual to 18 per cent of the irigger price,
#o additional duty shalf be imposed:

if the difference between the import price ond the trigger price
thereinafier referred 10 os the “difference™) iv greater than H} per cent
bt less than or equal (o 40 per eent of the (riggar price, tne additional
duty shall equal 30 per cent of the amaunt by which the difference
gxceads 10 per cent;

if the difference iz grecter thon 40 per cent but fess than or equal 1o
a0 per cort of the wigger price, the addivtonad duly shall egnai
38 per cent of the amooit By which the difference exceeds 40 per com,
pius the additional dily citowed under (5);

if the difference is greater than 60 per cenr but fesy thart or equal (0 75
per cent, the additional duty shall equal 70 per cemt of the amount by
which the difference exceeds 60 per cont of the wigger price, plus the
adtdirional duties allowed under (b} and {c);

if the difference is grealer tian 75 percent of the trigger price, the
addfitiondd duty sholl sgual 90 per cemt of the amount by which ihe
difference exceeds 73 percenl, plus the odditiona! duties allowed
undder (B), (¢} and ().

For perishable and seasonal products, the conditions set out above
skl be applied i such a manser as o take account of the specific
characteristics of sieh products.  In partionlar, shorter time periods
wrider subporograph Heg and paragrapli 4 may be used in veferenve 1o
the corresponding perivds in the base period aed different reference
prives for different periods may be used nnder subparagraph 1),

The operation of the speciad safeguard shall be carried oul in a
ransparerd  manner, Any  Member taking  action  under
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subparagraph I{a) above shall give notice in writing, including
relevant data, fo the Commitice on Agricudiure as jfar in advance o
mity be pracifcable ond in any everr within 10 doys of the
implemeniation of such action.  In cases where chonges in
eonsmmption volmes must be dlocared to individual tariff Hnes
subject to action under paragraph 4, relevant data shall inchude the
information and methods used to allocate these changes. A Member
taking action under paragraph 4 shall afford any interested Members
the opportunity to consult with it in respect of the conditions of
application of such action.  Any Member ioking action under
subparagraph 1} obove shall give notive in writing, including
releveny data, to the Lommittee on Agricudture within 10 days of the
implementation of the firsé such action or, for perishable and seasonal
preducts, the first aotion in any period, Members undertake, as far as
praciicable, not tv  lake recourse to the provisions of
subparagraph 1) where the volume of imports aof the products
concerned are declining.  In either case @ Member taking such action
skl afford any interesied Members the oppariunily to consult with it
in raspect of the conditions of application of such action.

8. Where measures are token in conformily with paragrophs | through 7
above, Membars underioke not to have recowrse, in respect af such
measures, 1o the provisions of paragraphs 1(a) and 3 of Article XIX of
GATT 1994 or parvagraph 2 of Article 8 of the Agrecment on
Safesards.

9. The provisions of thix Ariicle shall remain in foree for the duration of
the reforin process ay determined wider Article 20,

Footnofe:

U The reference prive uved i invoke the provisioms of this subparagraph

shall, in general, be the average ¢.if. unit value of the product concerned.

or otherwise shall be an appropriaie price in lerms of the quality of the
product and its stage of processing. 7 shall, following frx inttial nse, be
publicly specified and available 10 the extent wecessary (o ollev other

Members 10 assess the additional duty that may be fevied

* Where domestic consumption is not taken infe acconnt, the base irigger

fevel under subparagraph 4(a) shall apply:

Rerdasarkan ketemuan ersebut, neskipun terdapat ketentuan ayar | hurnf
b Pasal H GATT 1994, suatu negara dapat mengambil ialan laln, dalamn hal ind
kebijakan-kebijakan fmeasnres) vang telah dikonversikan kepadua bentuk tarif, dan
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hal it ditunjukan pada skedulnya dengan simbol "SS5G"  (Special Safeguard)
sebagai subyek suaty konsensi yang mana ketentuan dari SSG ini dapat diajukan,

apabila:

{ay Vohune impor produk yang bersangkutan memasuki wilayah pabean
suatu negara anggols ysng mengakui ketentuan, selems beberapa
tahun melebihi tingkat hatas tertentu {triggers levels) sehubungan
dengan pshrang akses pasar yang berlaku sebagaimana ditetapkan

pada alinie 4; atau tetapi tidak bersamaan;

(h) Harga produk impor vang masuk wilayah pabean suatu negara
anggota yang mengakui ketentvan, berdasarkan harga import CIF
dari pengapalan yang dinyatakan dalam mafa wang dalam neperi
yang bersangketan, bewmda dibawah frigger price yallu mta-ata
harga selama periode 1986-1988 dari produk vang bersangkutan.
Harga yang direferensikan vang biass digunakan uniuk meminta
ketentuan pada hurif b ini, pada dasarieya akan berupe rata-rata CIF
(Cost Insurance Freight) nilai unit produk yang bersangkutan, atau
sehalikiva akar berupa harga vang cocok dengan kualitas produk

dan fingkat pengolabanny4.

Operasionalisasi perlindungan klwsus (speciaf sefeguard) perly dilakukan
dengsn c¢ara yang transparan.  Sualu negara angpota yang meangambil
kebijaksanaan sesuai ayat | horal a dialas perlu memberikan Japoran tertalis,
termastk dat yang selevan kepada Komdsi Pertanian secepat mungkin dan
dilaksanakan pada setiap kesempatan dalam 10 hari dari mulai diterapkannya
perlindungan tersebul. Apabila dimana perubahan volume konswiisi harus
dialokasikan kepada beatuk tarif individu scbagat subjek tindakan sesual aturan
passl 3 avat (4} WTO Ageement on Agriculivre. dals yeng relevan harus
mencakup  informasi dan metode yang  digunakan untul mengalokasikan
perubahan terscbut.  Svate nmegara anpgola yang mengambil kebijaksanaan
wrsebut harus memberi kesempatan kepada negara lain yang berkepentingan

pntuk berkonsultasi sehubungan dengan implementasinya pencrapan fial Llersebut.
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Negara anggota WTO yang mengambil kebijaksanaan sesuai pasal 5 ayat
(1) huruf b WTO Agreement on Agriculture harus memberikan laporan tertulis,
termasuk data yang relevan, kepada Commitree on Agriculture (Komisi Pertanian)
dalam 10 hari setelah penerapan langkah tersebut atau, untuk produk yang mudah
rusak dan musiman, pada kesempatan pertama setiap periode pelaksanaan.
Negara anggota yang melakukan, sejauh dapat dipraktekan, tidak mengambil jalan
lain dari ketentuan pada ayat (1) huruf b apabila volume impor produk vang
bersangkutan menurun. Dalam kasus suatu negara anggota mengambil
kebijaksanaan tersebut, perlu memberikan kesempatan berkonsultasi kepada
negara anggota lain yang berkepentingan sehubungan dengan penerapan

kebijaksanaannya.

Special Safeguards (SSG) ini hanya dapat diterapkan untuk produk
pertanian yang telah tercatat dalam skedul masing-masing negara {schedules of
commitment) dengan tanda SSG pada seliap produk yang mendapatkannya. Di
luar produk yang telah dicatat dalam skedul masing-masing ncgara (schediles of
commitment), ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam pasal XIX GATT

1994 dan Agreement on Safeguard®’

Il.4 Mandat untuk Melakukan Negosiasi Agreement on Agriculture (AovA)

WTO Agreement on Agriculinre (AoA) dalam pasal 20 mengatur
mengenai pentberian mandat bagi anggota WTO untuk melakukan negosiast
lanjutan di bidang pertanian di penghujung tahun 1999.%° WTO Agrecment on
Agriculture bagian XII pasal 20 tentang Continuation of the Reform Process,

menyatakan:

Recognizing thar the long-term objective of subsiantial progressive
reductions in support and protection resulting in fundamental reform is an
ongoing process, Members agree that negotiations for contimuing the

“ Lihat M. Husein Sawit, Op. Cir. hal. 180.

®  Lihat Tim Josling, Op. Cit.. hal. 20.
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process will be initiated one year before the end of the implemeniotion
period, taking into account:

{a)
b}

)

(&

the experience (o that dote from implementing the reduction
commitments;

the effects of the reduction commitmenis on world trade in
agriculture;

sion-trade concerns, special and differentiaf reatment to developing
couritry Mambers, and the objective to establish a fair and warket.
oriented agricultural trading system, and the other objectives and
converny mentioned i the preamible 1o this Agreement; and

whot further commilments are recessary io ackieve the vbove
mentioned long-term ohjectives®

Di dalam pasal 20 WTO dgreement on Agriculture dijelaskan bahwa

Megara-pegara anggola WTO menyadann  bahwa tujuan jsnpke pamjang dari

pengurangan secara progresif terhadap perlindungen dow dukungan untuk

menighasitkan perbaikan yang  fundamental adalabh  sebuah  proses  yang

berkesinambungan, Oleh karena ity negara-negara anggota WTO menyetujul

perundingan untuk melanjutkan proses perubahan akan dilaksanakan dalam kurun

wakiy | tahun sebelumn periode akhir inplementasi, dengan momporhitungkan:

{a)

(b)

{c}

{d)

pengalaman  sampal  saal e darl  implementast  komitimen

PEpgUrangan;

pengaruh komitmen pengurangan terhadap perdaganzan pertanian

dunia:

sehubungan  dengan non-perdagengan, perlakuan khusus dan
berbeda kepada negara anggota yang sudab berkembang dan tujuan
uniuk membentuk suaty sistem perdapangan pertanian yang adil
dan beroricntasi pasar, dan (yuan lainnya yang bersangkulan

sebagaimana dischuthan dalam pembukasgn Persetujuan ini; dan

komitmen lebiby lanjur diperlokan untuk mencapai fujuan jangka

panjang sebagaimana terscbut di atas.

]

Likat WO Agrovment on Agricwdinee, tosal 20
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Ketentuan pasal 20 WTOQ Agrement on Agriculnere menjadi dasar utama
bagi perundingan untuk melskukan perubahan ketentuan perdagangan di bidang
pertanian yang ada di WTO agar sesual dengan perkembangan perdagangan
internasional dan untuk menciptakan perdagangan di bidang pertanian vang lebih
adil bagi negars angrota WTO. Hal inl dikarenakan distorst negars maju terhadap
perdagangan di bidang pertanian sangat besar hingga membual petani di negara
berkembang dak dapat berkompetisi dengan petani negara maju sccara adil

dulam bidang perdagangan pertanian,

Berdasarkan mandat pasal 20 WTO Agrement on Agriculivre tersebut
maka dilakukan negosiasi lanjutae untuk perbaikan substansi WTO Agrement on
Agriculiure (AoA) pada akhir tahun 1999, Negosiasi ini kemudian dilanjutkan di
Gencva karena kegagalan perternuan tingkat menteri anggota WTO di Seattle
{(The Seattle Ministerial Meeting) pada tahen 1999, Negosiasi  dibidang
oerdagangan perfanian mendapatkan keputusan yang signifikan dalam Deha
Ministerial Meeting pada bulan nopember 2001 untuk mengadakan putaran umum

baru dalam pembicaraan pﬁ:rdagangan.m

S Lilal T Josling. Op. Ciz, hal. 20,
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BaB I
NEGOSTASI PROPOSAL SPECIAL PRODUCTS (87

L1 Proses Pengambilan Keputusan di World Trade Organization (WTOj

Prases pengambilan keputusan vang berlaku secara normal di World Trade
Organization (WTO) diatur dalam pasal IX ayat {1} Marakesh Agreement
Establishing The Worlid Trade Ovganization, yang mmyatakan:ﬁs

V. The WIQ shall continug the practice of decision-making by consensus
follpwed under GATT 1947 Except as orherwise provided, swhere o
decision cannot be arrvived i by consensus, the niatier at issue shall be
decided by voting. Al weetings of the Ministerial Conference mid the
General Council, each Member of the WIQ shall have ane vote.
Where the Ewropean Communities exercise their right io voie, they
shall have a number of votes equal to the number of thely member
States’ which are Mewbers of the WTG. Decisions of the Midsterial
Conference and the General Council shadl be taken by o mgjorily of
the votes cast, wniess vtherwise provided in this Agrecwmeni or in the
relevant Mudiiloterad Trade Agreement”

Footnote:

"The body concerned shall be deemed to lave decided by consensis on a wnnter
submitted for is consideration, if no Meadber, present af the mweding when the decision is
taken, formatly ahicets to the proposed decision,

“The rumber of vores of the Ewropean Conunizies and their wemder Stctes sholl i ne
erse gxoeed the mnmbur of Hie member States of he Europer Conpmupiities,

*Decisions by the Ceneral Comuil when comvened as Hip Dispuwte Sottfenest Budy sholi
Be taken ouly fn aocordemer with Hie provisions of prragrapft 4 of Article 7 of the Dispate
Senfenent Undersianding

N Libat Marakesh Adgreement Establishing the World Trade Organization, pasal 1% ayat (1},

38
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Berdasarkan ketentuan pasal 1X ayal | Marakesh dgreemen Establishing
The World Trade Organizarion, Anggowa World Trade Organization {WTO) harus
pada awalnya dalam mengambil schuah keputusan harus melanjutkan prakiek
pengambilan keputusan secara konserisus yang berlaku menurut GATT 1947
sebagai pilihan pertama. Keputusan WTQ harus dianggap telah dilakukan secars
konsensus mengenai suatu masalzh yang disampaikan untuk diperiimbangkan,
jika tidak ada anggota, yang hadir dalam pertemuan ketika keputusan diambil

secara resmi batkeberatan terhadap keputusan yang diajukan. #

Pengambilan keputusan dengen konsensus di W1O memberikan selureh
angpota WTO hak suara (vofe power). Namun dalam prakteknya konsensus
melibatkan rasa hormal kepada kekuatan ekonomi suatu negara. Negara anggota
WTO akan menghalangi konsensus hanya jika kepentingan ekonomi nasional atau

kepentingan lain negara mereka terancam. -

Kecuali disebutkan lain, dimana svatu keputusan tidak dapat tercapai
dengan konsensus, masalah yang dibahas dapat diputuskan dengan pemungutan
suara (voling). Pada pertemvan-pertemuan  Konferensi  Tingkat Menteri
{Ministerial Conference) dan Dewan Umum {General Council), seilap anggota
Wortd Trade Organization {WTQ) memiliki satu hak suarn. Apabils Masyarakat
Eropa {Ewope Usicr) melaksanakan haknya dolam pemungutan suara, mereka
harus mwmpunyat sejumiahl susra yang sclara dengan jumiah negara-negara
anggola mercka, dalam hal inl suara Masyarakal Eropa (Erope Union) dan
negara-negara anggolanya harus tidak boleh melebihi jumiah negara-negara
anggota Masyarakal Eropa {Exrope Union) vang menjadi anggota Werld Trade

Organization (W0

Menurut Raj Bhala, berdasarkan ketentuan dalam Generad dgreament on

Tengff and Trade (GATT) penvasalshan dalan WTO dapac dipaduskan deogan

%7 Lihat Feter Van den Bossche, The Lene and Policy of the World Traude Crganization: Teu,
Cases, and Matevials. Qp. Cit._hal, 141,

* Linul john M. lfackson. The Yueki Frade Grgawizasion: Constisarion and Jurispradesce,

Lowdors: Boved fustitute of intioriaticondd Affeirs. 1998, hal. 46,

YLt Rai Bhelu, haernationa! Frade Lone: Theory wwd Practive, Second Editton, Vobhwme 1,
New York: Lexis Publishing, hal, 24,
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pemunguian suare {voting) jika tidak dapat dicapai suatu konsensus. Nagwun
wataupun dalam ketentuan GATT 1947 menyediakan pomungulan suara sebagat
sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahas, tidak pernah WTO menggunakan
pemungutan suara unluk permasalahan kebijakan, kecuali untuk pemberian

palepasan kewajiban (wgiver) atau aksesi anggota baru.”

Keputusan-keputusan dalam Konferenst Tingkat Mentert {Ministerial
Conferencey dan Dewsn Umum {(Generel Council} harus diambi] berdasarkan
mavoritas perhitungan suars, Kegwsli ditentukan lain & dalam  Marakesh
Agreement Establishing the World Trade Organizaiion, stavpun di dalam
Persetujuan Perdagangan Muitilateral yang terkait. Keputusan-keputusan Dewar
Umum {General Council) yang diamhil saat Dewan Umum {General Council)
berfungsi sebagai Badan Peoyelesaian Sengketa (Dispuse Semiement Bady) harus
diambil hanya sesuat dengan ketentuan-ketentuan pasal 2 ayat (8) Understanding
on rules and Procedures Coverning The Settlement of Disputes (Bisputs

Settleent Understanding).

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan Badan Penyelesaian
Sengketa (Dispure Settlemert Body) distur dalam pasal 2 ayat (8) Understanding
on rules and Frocedures CGoverning The Settlement of Disputes {Dispute

Sztrloment Understanding, vang menyatakan:™

Where the rules and procedures of this Understending provide for the DSB8
to 1eake a decision, it shall do so by consensus.”’

Footaare

‘The DSB shail be deemed to hove decided by consensus on o matier
submitted for its consideration, if no Member, present at the meating of e
DSE when the decistor is taken, formdliy objecis i te proposed decision,

i

T Libat Understanding on rufes and Frocedures Governing The Sewleman; of Disputes, possl 2

aval (4%
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Berdasarkan ketentuan pasal terschut, maka terlibat dengan jelas bahwa
proses pengambilan keputusan dalam Badan Penyelesalan Sengketa (Dispure

Settiement Body) di WTQ dilakukan dengan cara konsensus.

Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference) dan Dewan Unum
{General Councily memiliki kewenangan eksklusif untuk mengadopsi interpretasi
{renafsivan} terhadap ketentgan dalam WTO dgreement. Interpretasi ini disebut
sebagal “athorilative interpretation”, interpretasi ini mengikat seluruh aaggota

WTO dan dapat mempenparuhi hak dan kewajibsn anggota WT0.™

Konferensi Tingkat Menteri {Ministerial Conference) dan Dewan Umum
{General Council) merupakan satu-sadunya badan WTO yang diberi kewenangan
untuk  melakukan kewenangan interprelasi yang mengikat terhadap WTO

Agreement dan juga Madtiloterel Trade Agerement 8§ WTO,”

Ketentuan mengenai interpretasi dalam pasal IX ayat (2) Marakesh

Agrecmeny Esiablishing The World Trade Organization, menyatakan’®

2. The Ministeyviol Conference and the Geneval Cowncil shall have the
exclusive authuwrity 10 adopt interpretations of this Agreement and of
the Mulrifatereal Trade dgreements. In the case of an interpretation of
o Mudiitateral Trade dgreement in Annex 1, they shall exercise their
authority on the basis of a recommendation by the Cowneil oversecing
the functioning of that Agreement. The decision o adopt an
interprefation shail be taken by a theeo-fowrihs majorite of the
Members. This paragraph shall not he wsed in g manner that would
wnelermine the aniendment prowigions in Article X,

Kefentuan dalam pasal X ayat (2} Marakesh Agreesenr Esiablishing The
World Trade Qrganization ¥ meagatur mengenai kewenangan yang dimiliki

uleh Konferensi Tingkat Memeri (Ministeria! Conference) dan Dewan Umum

™ Lihat Peter Van den Bassche, Op, Cir hal. 145
S Lihat Raj Bhala, Op Cir. hal, 204,

1 that Marakesh Agreament Exiabiishing the World Trade Organizeation, passl 1X avat (2).
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(General Council} untuk melakukan interpretasi (peiafsiran) terhadap aturan-
atursn dalam World Trade Organization Agreement vang terdapat di dalam dnnex
17 Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization, Interpretasi
yang dilakukan harus berdasarkan rekomendasi badan (Councif) yang berwenang
mengurusl  Agreement tersebut, interpretasi inl membutuhkan persctujvan
sebanyak ¥ suara darl seluruh keasggotaan WTO. Selain itu interpretasi ini tidek
dapat digunakan meruntuhkan ketentuan mengenai prosedur amandemen WTO
Agreemert yang diatur dajarn pasal X Marakesh Agreament Establishing The
World Trade Orgarization.”

Sebagar contoh  interpretasi harus  berdasarkan rekomendasi  badan
{(Councily vang berwenang mengurusi Agreement yang relevan, Dewan Umum
(General Councily dapat mengeluarkan interpretasi terhadap WTO dgregment on
Safeguards, hanya jika didassrkan atas rekomendasi darl Comnes! on Trade in

. 26
{oads.

* Annex | Marakesh £grecment Establishing the World Trade Organizaion werdisi daric
ANNEX i4: Audiilateral Agreceanis on Trade in Goods
General Agrecment on Torifls and Frade 1994
Agroeewes on Agricidre
Agreesent o fhe dpolivetion of Sanitory ard Plytoseuliary Measwres
Agreement on Teatiles ond Clathing
Agregment vn Techuical Barriers 16 Trade
Agreement vt Trade-Refuted Investmes Measures
Agrevwene v Implamentation of Asticle VI of the General Agreeumient on
Tarifis sl Trade 1994
dgresmend on lnplementation of Ariicle ¥4 of the Gencral Agreemom on
Farifly awd Trode 1994
Agreement of Freshipmant inspection
Agreement on Bules of Ovigin
Agreement or fmport Licensing Procedhires
Agroement o Subsidies and Canafervailing Moosures
Agreemend on Snfeguneds
ANNEX 18 Getreral Agraement o Trade in Services and Armexes
ANNEX 3 Agrecment on Frade-Related Aspects of Iiellectaal Progerey Rights
B Likat John 1), Jacksen, Williom J. dovey. dan Alan Q. Sykes. Ir. Legal Profless of
imarnational Brosonmic Relations: Cases, Maforinly o The National and fasragiional
Hegmiation af Tremenationg! Econpmic Reletion, Fourth Ediden. ST, Paul, Mina: West Croup.
1002, hal. 224225,

¥ Libat Re Bhala, Op. Cir, hal, 264,
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Konterens: Tingkat Menteri (Ministerial Conference) dapat mengambil
keputusan untok memberiken pelepasan kewajtban (waivers) bagl anggota WTO
dalam rangka memenuhi kewajibannya scbagai anggota WTO berdasarkan charter
WTO dan Amnex | Marakesh Agreement Establishing The World Trode

o ¥ 8
Orgamization ?

Ketentpan mengenai pelepasan kewajiban (waivers) vang harus dipenuhi
oleh anggota WTO sesval dengan aturan WTO Agreement diatur dalam pasal IX
ayat {3} dan (4} Marakesh Jdgreement Esiablishing The World Trade

Organization, yang menyatakan:®

3. In exceptional circmstances, the Ministerial Conference may decide
to waive an obligation imposed on ¢ 3ember by this Agreement or any
of the Multilateral Trade Agreements, provided thet any such decision
shall be taken by dwee fowrths of the Members unless othorwise
provided for in this paragreph,

(8) A request for a waiver concerring this Agrecwent shail be
submitied 1o the Ministerial Conference for consideration pursuavt
o the practice of decivion-making by consensus. The Ministerial
Conference shedt establish a thme-pariad, which shall not exceed
90 days, o consider he regues:.  If comsensus s no! reached
during the rime-period, any decision to gravit a waiver shall be
taken by three fonrtisd of the Members.

(by A reguest for a waiver coscersing the Multilateral Trade
Agrecments in mexes 1A or (8 or 10 and their annexes shafl be
submirtled initially to the Council jor Trade in Goods, the Cowneil
Jor Trade in Sevvices or the Councl for FRIPS, respectively, for
eoastderation during o tinte-peviod swhich shall nor exceed 90 days.
At the end of the tume-period, the refevart Cowncil shall submit a
report 10 the Ministeriad Conference.

Fotnole
‘A decision fo grant @ waiver In respect of any obligation sulject o
a tansition peried vr o period for stuged impleentation that the

M thid. biad, 223,

¥ Lihsi Marakesh Agreement Estobtishing the Warld Trade Qrgonization, pasal 1X ayat {3} don
(43
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requesting Member has nol performed by the end of the relevaw
period shall be tukerr only by consensus.

4. A decision by the Ministerial Conference graming a waiver shall stafe
the exveptional clircumstarces justifying the decision, the terms and
conditions governing the application of the waiver, and the date on
which the walver shaif terminate. Any waiver grantzd for a period of
more than one year shall be reviewed by the Miristerial Conference
n1at later than one year gffer it is granted, und thereafter annuelly until
the waiver terminates.  In gach review, the Ministerial Conference
shall examine whether the exceptional circumstances justifying the
waiver stitl exist and whether the serms and conditions attached to the
watver have been met. The Ministerial Confarence, on the bayis of the
arnual review, may extend, modify or terminaie the waiver.

Anggeta WTO yang ingin mendapatkan pelopasan kewaitban (waivers),
pertama kali harus melakukan permohonan kepada badan {comncil) yang
berwenang terhadap WTO Agreement yang ngin dikecualiikan kewajtbannya
Gwaivers), Badan {cowneil) memiliki waktu sampai dengan 90 hari untuk
mempertimbangkan permohosan pelepasan kewaiiban {waivers) dan memberikan

laporan kepada Dewan (Umum (General Couneif) ¥

Pelepasan kewajiban Hwgivers) diberikan melslul konsensus, namur jika
konsensus tidak tercapai maka pelepasan kewajiban {wodvers) hams isendapatkan
persetujuan suarg sebanyak % dart sclurubh anggot wTO* Sedangkan unuk
pelepasan kewaiban (weiverss) bagl masa Iransist atau pennndaan implementasi

suatu WTO Agreement barus dilakukan hanya dengan cara konsensus, ™

4 Lo 5 ] « - .
A decision to grant a waiver in respect of any oliligation subject to
transition period or a period for staged implewentation that de

¢ il Kaj Bhala, Op, i, hat. 204,
S Labat John H. Jacksen, Willim J. davey, das Adan O. Svkes. Jr, Op O, hul, 223,

Uil Muorakesh Adgreomen Estabfishing the World Frode Organizetion, passt IX ayat (33
Sfootnoie 4.
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requesting Member has not performed by the end of the relevant
period shall be suken only by consensus.

Pemberian keputusan pelepssan kewaiiban (waivers) oleh Konferensi
Tingkat Meaterl (Ministeria! Conference} kepada anggota WTO harus
menyatakan keadaan tertentu yang merupakan alasan pembenaran keputusan
pelepasan Kewajiban {wofvers), mass berlaku, syarat-syarat yang mengatur
pencrapan, dan ianggal berakhimya pelepasan kewajiban (eoivers). Seliap
pelepasan kewajpiban (weivers) yang uniuk janpgka wakw lebih dari pada satu
tahupy  baras dikaji wlang oleh Konferensi Tingkat Meaterl (Ministerial
Conference) selambat-lambatiys sate  tahun  setelsh  pelepasan  kewajiban
{warivers) tersebut diberikan, dan sclanjutnys sctiap tahun sesucdahaya sampai

masa pelepasan kewajiban {waivers) berakhir.

Konferensi Tingkat Menteri (Minisierial Conjerence) di dalam setiap
pengkajian pelepasan kewajiban {vaivers) vang didapatkan oleh anggota WTO
havus memeriksa apakah keadasn kekecuvalian vang menjadi dasar pembenaran
pelepasan kewajiban (wafversy masil ada, dan apakal istilah-istilah dan syarat-
syarat yang melekat pada pelepasan kewajiban {saivars) sudah terpenubi.
Konferensi Tingkat Menteri {Mbrsterial Conference) berdusarkan pengkajian
tahunan, dapat memperpaniang,  memadifikast  atau  meagakhind  pelepasan

kewaliban Dwaivers).

Ketentuan pasal pasal 1X avat {5) Marakesh dgrecment Establishing the
World Trude Orgenmization, mengalur meszeoai  pengambilan  keputusan-
keputmas WTO Agreemens, lenmasuk setiap keputusan atas penafsiran dan
pelepasan kewajiban Grafvers) diatur dalam ketentuan-ketentnan WO Agreament

A3
yaag refevan,

¥ pasal 1X ayul (3) Morskesh Adgreement Exgablishing the Werld Trude OQrgavizoiion,
menyataxan:

Yhecitiony wwlpr a PhuHloered Trade Agresment, including wny dovisions en
imerpretasions andd waivers, shall be governed by the provisions of thaet dgreemerd.”
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Walaupun secara eksplisit diatur dengan jelas pemberian pelepasan
kewajiban (waivers) bagi anggota WTO dapat dilakukan dengan pepemungutan
suara sebanyak % anggota WTO, dalam praktek hal ini tidak dilakukan. Anggota
WTO pada tahun 1995 mengadopsi keputusan Decision-Making Procedures
under Article IX and XII of The WTO Agreement nomor WT/L/93, tertanggal 24
November 1995, memutuskan untuk tidak menggunakan ketentuan mengenai
pemungutan suara untuk pelepasan kewajiban (waivers), tetapi melanjutkan
keputusan untuk memberikan pelepasan kewajiban (waivers) melalui mekanisie

konsensus.®

III.2 Mekanisme Pengamandemenan WTO Agreements

Proses pengambilan keputusan khusus yang paling kompleks di WTO
adalah prosedur pengamandemenan WTO Agreements. Ketentuan mengenai
amandemen WTO Agreement diatur dalam Pasal X Marakesk Agreement

Establishing The World Trade Organization®’

Ketentuan dalam pasal X ayat (1) Marakesh Agreement Establishing The

World Trade Organization enyatakan:®®

1. Any Mewmber of the WTQ may initiate a proposal to amend the
provisions of this Agreement or the Multilateral Trade Agreements in
Annex I by submitting such propoxal (o the Minisieria! Conference.
The Councils listed in paragraph 5 of Article 1V may also submit to the
Ministerial Conference proposals to amend the provisions of the
corresponding Multilateral Trade Agreements in Annex 1 the
Junctioning of which they aversee. Unless the Ministerial Conference
decides on a longer period, for a period of 90 days after the proposal
has been tabled formally at the Ministeriat Conference any decision by
the Ministerial Conference to submit the propased amendment o the
Members for accepiance shall be taken by consensus. Unless the

" Lihat Peter Van den Bossche. Op. Cir. hal. 146.
¥ Ibid

* Lihat Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization, pasal X ayat (1).
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provisions of paragraphs 2, 5 or & apply, that decision shall specify
whether the provisions of paragraphs 3 or 4 shall apply. If consensus
is reached, the Ministerial Conference shadl forthwith subpiit the
proposed anendment (o the Members for acceptance. [f consensus is
a0t reached at g meeting of ihe Ministerial Conference within the
established period, the Ministerial Conference shall decide by o bwo-
thirds majority of the Members whether to submit the proposed
amendment io the Members for acceptance. Except a3 provided in
paragraphs 2, 5 and 6, the provisions of paragraph 3 shall apply to the
proposed amendment, unless the Ministerial Conference decides by a
three-fourths majority of the Members that the provisions of paragraph
4 shall apply. .

Setiap anggota WTO dapat memprakarsai usul perubshan ketetapan-
ketetapan darl Agreement Ini alan Persetujuan Perdagangan Multilateral yang
terdapal dalam Amsex 1 dengas menyerahkan usulan tersebut ke Konferensi
Tingkat Menteri (Ministerial Conference), Dewan-dewan {conncils)® yang
tercantim Jdalam dari pasal [V ayat (3) Marakesh Agreement Establishing The
World Trade Organization dapat juga menyampaikan kepada Konferensi Tingkat
Memteri  (Minivierial  Confevence}  usulan  uwnwk  mengubabe  Perseiujuan
Peedagangen Multilateral vang sama pada dssex 1, yang menjadi tanggung jawab

dari Dewan terscbut,™

Kecuali jika Konferenst Tinokat Menteri {(Ministerial Confererce)
wenutnskan dengan wakin yang lebib lama, wntok mase 90 han setelah
pengusulan diajukan secara resmi pada Koenferensi Tingkat Menteri (Ministerial

Conference). setiap keputusan oleb Konferensi Tingkat Mentert (Mindsterial

# enons vasal 1V avat {3} Mardkesh dgrosmann Esioblisiing The World Trade Crgonization
wridugmt § cpanciy 8L WTO, vt

L Coanci for Trade In Goods yaoy burugas meagawasi ings perdagangan barong

Z. U'ouncH for Trade in Servipes yeng bentupns menpawust lunpst pordagangan jasa

3. Usuuc for Trode-Refared dspects of hntellecival Properiy Nights (conncil for TRIPS}
yang bertugas mengawasi fungsi perdagongon terkaii dengan buk wias kekayaan
imelekiugl,

M Lihat Jobn [, Jucksor, Willism 1. davey, dan Akin O. Sykes, Jr., Op. Cit., hal, 225.
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Conference) untuk menyampaikan usulan amandemen untuk penerimaan para
anggota harus diambil secara konsensus. Kecuali ketenluan-ketentuan dari ayat
(2}, (5) atau (6} berlaku, keputusan tersebut harus menjelaskan apakah ketetapan-
ketetapan dari ayat (3) atau (4) harus berlaku. Bila konsensus telah dicapai,
Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference) harus dengan segera

menyerahkan usulan amandemen tersebut kepada para anggota untuk ditertma.

Bila konsensus tidak dicapai dalam suatu Konferensi Tingkat Menteri
(Ministerial Conference) dalam waktu yang ditentukan, Konferensi Tingkat
Menteri (Ministerial Conference) harus memutuskan dengan mayoritas dua
pertiga anggota-anggota, apakah menyerahkan usulan amandemen tersebut
kepada para anggota untuk diterima. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat
2, 5 dan 6, ketentuan dalam ayat 3 harus berlaku untuk usulan amandemen
tersebut, kecuali Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conference)
memutuskan dengan mayoritas tiga perempat anggota bahwa ketentuan dalam

ayat 4 harus berlaku.”’

Terdapat beberapa aturan fundamental WTO yang mendapatkan
pertakuan khusus dalam pengamandemenan sesuai ketentuan pasal X ayat (2)
Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization. yang

»
menyatakan:*>

2. Amendments to the provisions of this Article and to the provisions of
the following Articles shall take effect only npon acceptance by afl
Members:

Article IX of this Agreement;
Articles 1 and Il of GATT 1994;
Article [I:1 of GATS;

Article 4 of the Agreement on TRIPS.

?! Lihat Raj Bhala. Op. Cit.. hal. 205.

% Lihat Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization, pasal X ayat (2).
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Pasal tersebut mengatur mengenai daftar aturan fundamental dalam WTGO
yvang harus mendapatkan persetujuan seluruh anggola WTQ sebelum hasil
amandemen dapat diberlakukan. Aturan fundamental WTO tersebut adalah aturan
mengenal pengambiian keputusan dan penpamandemenan (pasal TX dan X
Muarakesh Agreement Establishing The World Trade Qrgowmization), aluran
mengenai Mos? Favowred Nation (MFN) yang diatur dalam pasal 1 GATT 1994,
aturan mengenai Tariff Schedules yang diatur dalam pesal 11 GATT 1994, aturan
mengenat Most Favoured Nution (MFN} dalam bidang perdagangan jasa yang
diatar dalam pasal I ayat (1) General Agreement on Trade in Services (GATS),
aturan inengenai Most Favoured Nation (MEN) dalam perdapaagan yang terkait
dengan hak kekayaan intelektual yang diatur dalam pasal 4 Trade Related Aspects
of Inteliectual Property Rights (TRIPS)®

Pasal X ayat (3) Marakesh Agreement Establishing The World Trade

Organization, menyatakan;%

3. Amendments (o provisions of this Agreemeni, or of the Multilateral
Trawte Aprecments in Awaexes 14 and 10, other than those listed in
paragraphs 2 and 8, of a varwe that would wier the riglts end
obligarions of the Members, siull take effect for the Members that
have accepied them upon acceptance by hvo thivds of the Membury
and therzafter for pach ather Member upan acceptance iy #. The
Mirisieriad Conference may deeide by o three-fourths majority of the
Members thex oy cmendment made effective wnder this paragraph is
of sich a netave that any Member swhich has not aocepted i within a
perivd specified by the Ministerial Conference It each case shall be
Jree io withdraw from the WT0 or te remain a Mewmber with the
consent of the Ministerial Conference.

Amandemen terhadap ketenluan-ketentuan dari Persctujuan ini atau dari

Persenjuany Perdagangan Muliilateral dalam Lampiran TA dan IC sclain yang

#2 Lihat Jola H. fackson, Willine £ duvey. dan Alan 0, Sykes, Jr, Op. i, b, 225,

* Lihat Marakesh Agreemens Establishing The Werld Frade Organization., Pasat X ayat {3}
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tercantom dalam ayat 2 dan 6, sesuai dengan sifatnya yang dapat merubah hak dan
kewajthan pars anggota, aken berlske ustuk para anggots vang iclsh
mencrimanya deagan dua pertiga susta dan selanjuinys upfuk setiap anggola
lainnya yang telah menerimanya. Konferensi Tingkat Meotert {(Mimisteriof
Conference) dapat memutuskan dengan mayoritas tiga perempat suara anggota
bahwa sefiap amandemen vang diberlakukan berdasarkan paragrap ini sesuai
denpan sifatnya memperbolehkan setiap angpota yang tidak menerimanya dalam
periode vang suddah ditentukan oleh Konferensi Tingkat Menter! (Ministerial
Conferenceyuntuk sctiap saat bebas menarik dint dari WTO, atau tetap scbagai
anggota dengan  persetypan  Konferensi  Tingkat Menteri  (Ministerial

Conference).

Ketentuan mengenai pengamandemenan yang sifatnva tidak merubah hak
dan kewsjiban angpota diatwr dalam pasal X ayat {(4) Morakesh Agreement
Establishing The World Trade Organization, menyatakan:”

4. Amendvients to provisions of this Agreement or of the Multilateral
Trade Agreements in Annexes 1A and 1C, other than those Hsted in
paragraphs 2 and 8, of 6 natere that would wot alter the rights end
vbligations of the Members, shall lake effect for all Members upon
gecepiance by two thirds of the Members,

Amandemen terhadap keleotuan-ketentuan dari Persctujuan int atau dari
Persetujuan Perdaganpan Multilateral dalam Anveves 1A dan 10, selain vang
tercanturn dalam ayat 2 dan 6, sesuai dengan sifatnyva yang tidak akan merubah
hak dan kewaiiban anggota-anggots, htarus berlaku untuk semua anggola

berdasarkan pencrimaan oleh dug peitiga dasi anggota,

Ketentuan mengenai pengaturan khusus untuk General Agreement on

Trade in Services (GATS) dan Annexes diatur dalam pasal X ayat {3) Marakesh

* Lihal Marakesh 4 greement Ectablishing The Workd Trade Qrganizarion, pasal X ayat {4}
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Agreement Establishing The World Trade Organization, dalam pasal in
diyatakan:*

3. Excepr ay provided in paragraph 2 above, amendmeris to Parts 7, 1
and HI of GATS und the respective arnexes shall take effect for the
Members that have aceepted them upon accepiance by two thirds of
the Mumbers and theregfer for each Mewher upon acceptance by it.
The Ministerial Conference may decide by a three-fourths mujority of
the Members that any amendment made effective under the preceding
provision is of such a nature thot any Member which has not aceepted
it within o period spectficd by the Ministerial Conference in each cose
shall be free o withdraw from the WTQ or 1o remain a Member with
the consent of the Ministeriad Conference. Amendments io Parts IV, V
and VI of GATS and the respective wmexes shall take effect for il
Memibers upon aeceptorce by two thivds of the Members.

Kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam ayal 2 di atas, amandemen-
amandemen terhadap Bagian L, 1 dan 1] dari General Agreement on Trade in
Serviczs {GATS) dan Asmexes harus berlaku bagl paras anggofa yang ielah
menerimanya berdasarkan dua pertiga suara anggota dan sclanjutnya bagi sstiap
angeola vang meonernimanya. Konferenst Tingkat Menteri {AMinisierial Conference)
dapat memutuskan dengan mayeritas tiga perempat suara anggota bahwa sctiap
amandemen yang berfaku sesuai dengan ketentuan-ketentoan sebelumnaya yang
sesuai dengan sifatnya membolehkan setisp anggota yang belum meserimanya
dalam suatu periode yang ditentukan oleh Konfereasi Tiagkat Menteri
{Ministericl Conference) setiap saat bebas untuk menarik dinl dani WTO atau tetap
sebapal anggota dengan perseitguan Konferensi Tingkal Menteri (Ministeria]
Conferevce). Amandemen terhadap Bagian 1V, V dan V1 dan Goneral Agreeneny
on Frade i Services {GATS) dan Annexes harus berlaku untuk semua anggols

berdasarkan penerimaan dua pertiga suara anggota WG,

" ihid, pasal X ayat (51

{iniversitas indonesis

Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH Ul, 2008



&2

Ketentuan mengenai pernbaban WTO Agreement on Trade Related
Aspects of Imellectual Property Rights TRIPS yang memenubi ketentuan pasal 71
ayat (2} WIQ dgreement on Trade Related Aspects of Intellectual Preperiy
Rights (TRIPS), diatur berdasarkan pasal X ayat (6) Marakesh Agreement
Establishing The World Trade Organization, yang menyatakan:™

6. Notwithstanding the other provisions of this Article, amendments to
the Agreement on TRIPS meeting the requirements of pavagraph 2 of
Article 71 thereaf may be adopied by the Ministerial Conference
without further formal occeptance process.

Pengamandemenan WTO Agreement on Trode Related Aspects of
frueliectual Property Rights (TRIPS) dapat diadopsi oleh Konferenst Tingkat
Menterl (Ministerial Conference) tanpa proses penerimaan formal lebih, jika telah
memenulii ketentuan pasal 71 ayat (2) WTO dgreement on Trade Related Aspects

of Intelfectual Property Rights (TRIPSY®.

Ketentuan mengenai keharusan untuk memberikan instrumcen penerimaan
bagi anggoia WTO terhadap hasil amandemen diatur delam pasal X ayat (7)
Morakesh Agreement Establishing The World Trade Orgonizaiion, wenyatakan™

¥ ihid., pasal X ayat (8).

® Ketemtmn  pasal 7E Ayat {2} WD Agreement g Trady Related sspeotz of freflectnal
Froperty Kights mengator mengoemsd armondemen penvesoaizn untek peningkatan perliadungan
terhadags hak atas Rekayaen intoleltual, Keotontusn pasal 71 ayat (2] WTO dgresnont on Trade
Related Aspects of freeliceinal Property Rights, menyaiakan:

Amendwents merely serving the purpose of adiusting 1o higher fovels of proiection of
Imtellectund prapersy rigits actieved, and in force, in orber mnivilateral agreements amd
aeeepted wiler Hiose agreemenis by all Members of the WTO muy be voferred fo the
Mhvdsierid Conferencs for aciion in arcordance with peragroph 6 of Article X af the
T Agreesar on the busls of o vonsenses proposal frem the Councif for TRIPS.

# Liha Marakesh Agreemend Eetablishing Thy Workd Trade Organization, pasal X ayvat {71
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7. Any Member accepting an amendment fo this Agreement or to a
Multilareral Trade Agreement in Annex 1 shall deposit an instrument
of acceptance with the Director-General of the WTO within the
period of acceprance specified by the Ministerial Conference.

Setiap anggota yang menerima satu amandemen terhadap Persetujuan ini
atau terhadap suatu Persetujuan Perdapangan Multilateral pada Annex | harus
menyampaikan suatu instrumen penerimaan kepada Direktur Jenderal WTO

dalam masa penerimaan yang telah ditentukan oleh Pertemuan Tingkat Menteri.

Ketentuan mengenai amandemen Understanding on Rules and Procedures
Governing the Settlement of Disputes dan Trade Policy Review Mechanism diatur

dalam pasal X ayat (8) Marakesh Agreement Establishing The World Trade

¥ 100
Organization, menyatakan:

8. Any Member of the WIO may initiate a proposal to _amend the
provisions of the Multilareral Trade Agreements in Annexes 2 and 3
by submitting such proposal to the Ministerial Conference. The
decision (o approve amendments to the Multilateral Trade Agreement
in Annex 2 shall be mude by consensus and these amendments shall
take effect for all Members upon approval by the Ministerial
Conference. Decisions to approve amendmenis o the Multilateral
Trade Agreement in Annex 3 shall take effect for all Members upon
approval by the Ministerial Conference,

Setiap anggota WTQO dapat memprakarsai suatu usul untuk merubah
ketentuan-ketentuan Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam Amiex 2 dan 3t

dengan menvampaikan usulan tersebut pada Konferensi Tingkat Menteri

YO 1bid., Pasal X avat (8).

YU dpmex 2 dan 3 Marakesh Agreement Establishing The World Trade Organization terdiri

dari:
Annex 2 Understanding on Rules and Procedures Governing the Setitement of Disputes

Annex 3 Trade Policy Review Mechanism
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{Ministerial Conference). Kepulusan unfuk menerime amandemen terhadap
Persetujuan Perdagangan Multilateral dalam Amrex 2 harus dilakukan dengan
konsensus dan amandemen ind harus berlaku untuk semua anggola berdasarkan
persetujuan Konferensi Tingkat Menteri {Ministerial Conference). Keputusan
untuk menerima amandemen {erbadap Persetujuan Pardagangan Multilateral
dalam Annex 3 harus berlaku untuk semua anggota berdasarkan persetujuan

Konfersnsi Tingkat Menteri (Ministerial Conference}.

Ketentuan mengenal penambahan atas genghapusan agreement dalam
Arnex 4 diatur dalom pasal X ayat (9) Maorakesh Agreement Establishing The

World Trade Organization, menyatakan:'*

9. The Ministerial Conference, upon the request of the Members parties
ig a trade agregment, may decide exclusively by consensus to add thor
ggreement to Annex 4. The Ministerial Conference, upon the reguest
of the Membery parties t6 a Pluritaieroe! Trade Agreement, may
deelds 1o delote that Agreepent from Annex 4.

Konferensi Tingkat Menterl (Ministerial Confereyce), atas permintaan dari
anggota-snggota  vang  merupakan pihak-pthak ferhadap suvatu  perseijuan
perdagangan dapat memuwiuskan secara tersendiei melafui konsensus untuk
menambnh persetujuan pada dmnex 4.1 Konferensi Tingkal Menteri (Ministeriaf
Conference), atas permintaan dari anggota-anggota yang merupakan pihak-pihak
darl Persetujuan Perdagasgan Plurilatoral dapat memutuskas untuk menghapus

Persetuiuan ity dart 4psex 4

I g Thal Marakesh Agresment Establishing The Worid Trade Organizovion. pasal X gyot (9),

W dmex | Marskesh Agreement Rstoblisiing The Workd Trade Urgendcation mepgater
mengeruni Pluritaleral Trade Agreements, yvang terdivt dori

Agrepment on Trade in vl Airerafi
Agrecient on Government Procivemest
frternarionnd Boiry Agreement

Imternationaf Bovine Meat Agreement
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P@vﬁgamaaéemcnan plurilateral Agreement harus dilskukan sesuat dengan
ketentuan yang terdapat dalam plurilateral Agreement itu sendiri, Hal ini sesual
dengan Ketentuan pasal X ayat (10} Marakesh Agreement Estoblishing The Warld

Trade Organization yang menyatakan:'®

10. Amendments to a Plurdeteral Trade Agreemens shall be governed by
the provisions af that Agreement.

Menurut Hunter Noitage den Thomas Secbastian dalam tulisannya yang
dimuat dalam Jowrnal of Infernationul Economic Law, “Giving Legal Effect To
The Resuwhts Of WIO Trade Negodimtios: An Analpsis Of The Methods Of
Changing WIT Law™:

However, the procedures for amending the WIO agreements are
extremely cumbersome and have significant limitations. The most
significant procedural ebstacle s the requirement that an amendment only
tokes legal effect after pwo-thivds of Members feurremly 100 Members),

and in specified instunees all Members, have depusiied formal instrumenis

af aeceptance with the Director-CGesneral'™

Pengamandemenan WTO Agreement menurut Bunter Nottage dan Thomas
Sebastian memiliki keterbatasan yang signifikan karenas ketentuan mengenal
efekiivilitas pelaksanaan hasil amandemen uatuk mendapatkan pengakuan secara
hukum. Hal ini dikarenakan hasil amandemen harus terlebibh dabuln disepakati
oleh 275 anggota WTO dan untuk bal tertentu semua anggote harus memberikasn

instrupnen formal persetujuan dengan Direklur Jeaderal WG,  Hal ini terfihat

W Lihat Marakesh Agreesienr Establishing The Workd Trade Orgonization., pasal X ayay {300,

Y Lihat Huonter Notiage, Thomas Sebastian,, Giviyg Zeged Effect To The Results OF WTO Trade
Negatiatios: An Analysis OF The Methady Of Changing W0 Law, Op, Cir, hal. 591
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Jelas dalam ketentuan WTO tentang amandemen pasal X Marakesh Agreement
Establishing The World Trade Organizetion, sehingga digerivkan  sebuah
negosiasi yang intensif sntuk dapat menghasitkan amandemen WTO Adgreement
yang dapat disetujui oleh minimal 273 angpota WTO untuk keberiakuvan hasil

amandemen sebagai schuah atyran WTO vang memitiki efek hukum.

I3 Proses Negosiasi Proposal Special Products (SF}

Perdagangan internasional yang didasarkan pada prinsip perdagangan
bebas selalu menggunaken indikator-indikator ekanomi yang berorientasi kepada
efisiensi, transparansi, dan persaingan terbuka antarpeiake usaha yang bersifal
lintas negara. Institusi yany dianggap valid tidak lain adalah pasar untuk
mengendalikan supply and demerd dan bagatmana agar tidak tegjadi distorsi
pasar. Bahkan intervensi pemerintah dianggap sebagai swatu yang fidak
ekonginikal. Intervensi pemerintah daiom perdagangan melalyi tarif dan vontaril
benar-benar nuelanggar prinsip keadilan liberal karena mengurangl kebebasan

ekonomi individu, '™

Negosiasi WO dgreemeni on Agricufture meropaken manday dari pasal
20 WTO Agreement on Agriculisre, yang dalam perkembangan perdagangan
mternasional perlu unwk dilakuken. Hal ini dikaresakan negara berkembang
merasakan ketidak-adilan dalans perdagangan inlgenasional di bidang perlanian.
Sckror pertanian merupakan produk unggulan bagi negara berkembang, namun
dalam perdagangan internasional negara berkembang tidak dapat bersaing dengan
petani dari negara maju karena perlakuan khusus vang dilakukarn oleh negara maju

kepada petaninya dengan memberikan banyak kerudahan dan peclindungan,

Pengalaman negara berkembang dalam perdagangan internasional selama
decade erakhiv menunjukkan balwa subsidi doo proteksi secara besar-besaran di

bidang pertanian di negara maju tidak berhasil wimuk dinbah. Distorsi dan

W3 ik Ade Maman Subennan, Perdagengan Bebas (Free Trxle) Dalam Perspekif Keadilan
Iternavionad, dimaat dalam Jurnel Hukum Intermasional, Yelume 5 Nomor 2 Iasgnd 2008,
Depok: Lembaga Pengkujian Hukem internasional Fabkultes Hukom Univershas Indonesia, hal.
231 don 263,
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ketidakseimbangan dalam perdagangan pertanian telah mekenan harga produk
pertanian, yang mempengarchi terhadap penghasilen dan taraf hidup pelani kegil

di negara berkembang.'”

Setelah periangian pertanian tersebud dilmplementasikan {angka waktu 6
tahun untuk negara majy, dan 10 tahun untuk negara berketnbang), perundingan
baru pun kembali dilakukan dengan maksud untuk mencapal reformasi yang kebih
fundaental.  Perundingan perdegangan pertanian  dilekukan kerenz negara
berkembang merasa perlu untuk melakukan perubahan di bidang perdagangan

pertanian, agar tercipta perdagangan yang adil dalam bidang pertanian.

I11L.3.1 Dola Development Agenda {IFDA)

Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial  Conference} ke-4  vang
herlangsung di Doba, Qatar, pada tanggal 9 — 14 November 2007 dihadidi oleb
42 anggota WTO. Perternuan lerschut menghasilkan dokumen utama berupa
Deklarast Menteri {Deklarasy Doha} yang menandai diluncurkannya puteran
perundingan baru mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industr,
lingkungan bidup, Hak Aiss Kekayaan Infelekiual (HAKH, penyelesaian sengksta
dan peraturan WTG'%

Negosiasi sektor pertanian diskomuodiy dalam pasal 13 dan 14 Doha
Ministertal Declaration, Nomor WT/MIN@NYDEC/, ertanggal 20 November
2041, Pasal 3 Daka Ministeriai Declaration, Namor WT/MERGTYDEC/ ],

wrianggal 20 November, menyaiakan:'’

157

Liknt Asianto Sieambeia, Doha Developmens HAgesda Negoficiens e« Agriculiral Sector.
divnsst edilam Jurnal o Inwermusiongl, Volunw § Nomor 3. Al 2007, Depok: fembaga
Penghajian | lukum inlerasional Fakudtas Hulum Universitas Indancsia, hal 468

B2 pihat T Pesyustsy Dircktorad Perdagangan. Perindustrim, Investas din HKI Direkiors
Jendaral dMeltiiateral Depastemen Luur Neged, Sedifos BT0O (Wardd Trade Organization.
Lslisi Keempat, Op, £, bal, H

B hat Sekretarial WO, Doho Ministeria? Heclaraiion. Nomor WTMIN{0L YDECH. ertanggal
28 Movember 2801, pasal 13,
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13, We recognize the work already undertaken in the negotiations initiated
in early 2000 under Article 20 of the Agreenment on Agriculture,
inciuding the large number of regoticting proposuds submitted on
beholf of a total of 121 Members. We recall the long-term objective
veferred to in the Agreement 1o establish g foiv and market-oriented
trading system through a programme of fundamental reform
encompazsing strengthened rules and specific commitments an support
and prefection in order o correct and prevenmt restrictions and
distartions in world agricultural markets.  We reconfirm ow
commitment jo this programme. Building on the work carvied ot 1o
date and without prejndging the outcome of the negotiutions we
commii ourselves to comprehensive vegoniations aimed ai: substontial
improvements in markef access; reductions of, with a view w phasing
out, all forms of export subsidies; end substantici reductions in trade-
distorting domestic suppori. We agree thot special and differential
treatimest for developing cauntrics shadl be an imegral part of all
elements of the negetiations and sheil be embodied in the Schedules of
concessions and commilments and as appropriaie in the rules und
diseiplines 1o be negoticted, so a3 to be operatonally effecrive and to
enable developing countries 1o effectively ke account of their
development needs, tnchuding food scourity and rural development.
We take note of the non-trade cosceras reflecied in the negotiating
praposals submiited by Mewmbers end confivm thot nor-frade concerns
will be taken into accowont In the negotintions s provided for in the
Agreemant aon Agriculiure.

Pasal ol mengptur mengenal negosiasi fanjutan dalam WTCO) untuk bidang
pertanian, yang dimaksudkan untuk menciptakan perdagangan pertanian ¢ WTO
vang lebih adil dan berorientast pasar. Ketentuan dalam pasal inl menjadi salah
satu dasar bagi anggota WTO untuk melakukan perubaban dalany perdagangan

bidang pertanian.

Sedangkan  pasal |4 Doha  Mbdisterial  Decloyarion,  Nomor
WT/MINIOTYDEC/], (ertanggal 20 November 2001 mengatw jJangka wakio
penyerahan medalitas untuk komitmen Janjutan di bidang pertanian scrta special

and differentil treatment. Pasal ini menyatakan:''

N0 gbid, pasal 14,
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W4 Modealities for the further commitments, including provisions for
special and differential treatment, shail be established o later thun 31
March 2003, Partivipants shall swbmit their comprehensive draft
Schedules based on these modalities no fater than the dote of the Fifth
Session of the Ministerial Conference.  The negotiations, including
with respect to rules and disciplines and reluted legal 1exts, shall be
concluded s part and of the date of conclusion of the negotiaiing
agenda oz a whele,

Doka Ministeriad Declaration, Nomor WTMINGTWDEC/], tertanggal 20
November 2001 menjadi landasan untwk dimulainya suatu putaran (reund) baru

untuk melakukan negosiast dalam ketentuan perdagangan yang telsh diterapkan
oleh WTO.

Doha Ministerial Conference juga dalam deklarasinya membentuk sutau
strukiar barg vaitu Trade Negotiations Comminge yang benbgas mengawasi
selurah proses perindungan Dobe dengan kewepangan di bawah Dewsn Umum
{Gerwral Councily, dan untuk bidang pertanian kewenangan negosiasi dilakuakn

melelud Commiittee on Agricadture Special Session !

Pembemukan Trade Negotiations Committee terdapat dalam pasal 46 Doha
Ministerial Declaraiion, Nomoer WIMIN(GIVDEC/H, tertanggal 20 Movember

2001, yang menyatakan:' 2

46. The overall conduct of the negoriarions shall be supervised by a Trade
Negotiations Uemmiliee under the authorvity af the General Council,
The Trade Negotiarions Casunittee shodl hold its first meeting not laier
then 31 Januwary 2002 I shall establish approprivie negotiating
mechanisms as requived and supervise the progress of the negotictions.

T Lihat Tim Poryusn Diecklorat Perdagongan, Perindusivir, Invesiast dun HKI Direiiora
Jenderal Riallilatersl Depantemeon Luar Weperd, Sekifas WTCQ (World Trade Oryanizarion).
Eisi Keempal, Op. Ciz, bl 16,

Y ihal Sekretarias WO, Doha Ministeriaf Declaration, Op, (i, pasal 16,
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Konferegnsi Tingkat Menteri (Ministerial Conference) WTQO ke yang
berlangsung di Hongkong pada tanggal 13-18 Desember 2005, menghasilkan
Dekiarasi Menterl vang menjadi momentum  penggerak  jalannys proses
penyelesaian perondingan putaran Doha. Deklarast Menteri ini menjadi araban
dan batas waktv bagi tiap isu yang dirundingkan dalam Putaran Doha'"
Deklarasi Menteri dalam perternuan di Hongkong discbut Dioha Work Progranume

Nomor WIT/MIN(OSYDEC tertanpgal 22 Desember 2008,

Negosiator dalam perundingan membutuhkan wakty lebth dart 3 tahun
untak snenyetujui framework yang ada dalam Doha Work Programme MNomor
WT/MIN(OSYDEC tertanggal 22 Desember 2005, Deklarasi tersebut disepakati
pada bulan juli tahun 2004 di Hongkong, dan saat Ini kesepakatan tersebut
menjadi panduan dafam mejakekan negosiasé perdagangan di bidang pertanian,
dan menjadi dasar vang koat untuk metakukan analisa dalam penetusan pilihan

yang polensial bagi angpota dalam bernegosiast selama putaran Doha. '

H1L3.2 Chairptan Text pn Agricaliare

Commiitee on Agriculture  Special  Sessipn  mengeluarkan  sebuah
Chuiemon Text Teatang Revised Draft Modalities jor Agricuityre, MNomor
TN/AGIWARey.) tertangeal 8 Februari 2008, Chairmerr Text ini berisi enfang
perubahan modalitas terkait dengan proses negosiasi di bidang pertanian. dan di
dalam Chairarenr Texi pada prinsipnya telah tercapai kesepabaman antlar anggota
WTO mengenat usukan perabahan  Agreement on Agricudnoe, namun peneniuan

modaiiling masih menjadi penghambat fercapainya kesepakatan,

Kemudian seielah dilaksanakanaya Green Roomr Mini Ministerial di
Jencwa bulan 20-30 joli 2008 Commitive on Agricvdtre Specicd Session

mengeluarkan sebuah Chairinan Text Tentang Revised Drafi Moddlities jor

M Lihat i Penyusun Direktoral Perdagangan. Perindusteian, fnvestasi dun 1K) Dircliorai

fendersl Muoltibworsl Depaciomen L Negert, Sekilox 376 {World Trade {rganization).
Fahisi Keempat, O, € hal. 86,

W Libal Byre Anderson dan Will Martin, dgricultre. The Key to Swtcess of the Dol Rownd,
dalam ~Fraea, Beha, end Deveiopment: 4 Windew inte the Issues”, Edilor Richard Newlarmer,
Washingion DC; The Waorld Raok, 2006, kai, 77-78.

Universitas Indonesia

Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH Ul, 2008



61

Agricviogre, Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008, Chairswsn Toxt
ini merupakan hasit dari negosiasi lanjutan vang vand didalamnya telah
menyepakati beberapa poin tentang modalitas dalam penentuan Special Products
{SP} dan juga Special Safeguard Mechaniss {SSM).

Chairman Text int terus dibahas lebih lanjot dalam putaran perondingan
Dioha karena besarnya perbedaan dalam penentuan modalitas antar negara yang
berkepentingan dalam negosiasi. Oleh karena itu, negosiasi vang lebih intensif
dan juga komprehensif antar anggota W10 terutama dari negara berkembang dan
negara maju sangatiah diperlukan agar perubahan Agreement on Agriculture
menyangkut usulan Special Products (SP) dan juga Special Safeguard Mechanism
(SSh4} tidak terhambat karena modalitas vang berbeda antar Negara maju dan
berkembang,

HE4 Peranan Indonesin Dalam Negosiasi Konsep Special Products (8P}

Indonesia merupakan pegara yang aktif dalam hebungan luar neger: terkait
dengan dalam perundingan perdegangan iniermasional. Hal ini dapat dilihat dan
keikutsertaan Indonesia dengan kelompok-kelompok negara di WTO terkalt
dengan perundingan perdagangan pertanian.

¥ - v s i5
indonesia ikut serta dalam keanggotaen dalam Cuirny Gromp'™ yang

merupakan Kelompok perundingan yang anggotanya gabungan arlara negara
beckembang dan negara maju, umuminya pegara net eksporiic pangan. Kelompok
int didirikan 41 kota Cairns, Ausirahia sada tahun 1986, beberapa buian seholum
dimulainva Putaran Urnguay {({rrguay Round) Kelompok ini dimotori oleh
Australia, dibantu olch Selaadia Bary dan Kasada, Cairns Growp sangat ofensif

L . . M . 114
dalam negosiagi, lerutama dalam mendorong Rberalisast perianian.

Y5 Anggets Cawirns Groep sai ini adalah Indosesia, Auslialia, Argentiaw. Botivin, Beasil. Konada,
Chith, Kolombia, Kosariva, Fiji, Dumemsis, Malaysia, Seladia Baru, Paramuny. Filipina,
Adfrika Selatan, Thatlend, dun Urugusy.

Ry bt M. usein Sawil, Liberalisasi Pangan: Ambisi dune Reoksi dafan: Pidaran Dohg WTO,
O it bl 80,
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Cairns Group didirikan untuk menjadi kekuatan ketiga diantara Amerika
Serikat dan Masyarakat Eropa (Ewrope Union) yang tetap ingin melanjutkan
subsidi, kelompok ini berupaya mendorong liberalisasi perdagangan di bidang
pertanian. Kelompok ini memiliki peranan penting dalam menyiapkan suata
agenda negosiasi di bidang perdagangan pertanian dan turut serta berpartisipasi

dalam negosiasi.'"’

Indonesia juga ikut bergabung dengan G-20'1% yang merupakan salah satu
keberhasilan yang paling penting dalam perkembangan negosiasi di bidang
pertanian. G-20 merupakan aktor utama dalam negosiasi pertanian di Cancun.
Proposal dan juga kontra-proposal yang diajukan G-20 merupakan hasil penelitian
yang baik dan juga terkoordinasi dengan baik secara internal yang didirikan pada
bulan Agustus tahun 2003. Kelompok ini memperlemah Cairns Group karena
anggotanya yang termasuk kategori Nepgara berkembang seperti Indonesia,
Argentina, Brasil, dan Thailand bergabung dengan G-20, sehingga Cairns Group

tidak dapat lagi mengklaim mewakili Negara berkembang.'"”

(G-20 dimotori oleh Brasil, kelompok ini berjuang secara ofensil terkait
dengan akses pasar dan juga sccara defensif terkait dengan keengganan kelompok
G-20 untuk meliberalisasi sejumlah produk, terutama pangan. Perjuangan G-20
dalam negosiasi tidak terbatas pada pilar akses pasar, tetapi juga terhadap pilar
dukungan domestik dan subsidi ekspor. G-20 sangal berpengaruh dalam ncgosiasi
di Konfercnsi Tingkat Menteri (Ministerial Conference)} ke-3 di Cancun,
Konferensi Tingkat Menteri (Ainisterial Conference) ke-6 di IHongkong, serta

. 120
pertemuan lain setelahnya.

"7 1.ihat Rashid S. Kaukab, Coafitions and Alliance Strategies for Developing Countries in The
Doha Round of Agricultural Negotiations, dulam “Reforming Agricultural Trade For
Developing Countries”, Editor Alex F. McCalia dan John Nash, Washington DC: The World
Bunk, 2007, hal. 140.

"8 Anggola G-20 saui ini (vang keanggotuannya (idak selalu 1cpat berfumlah 20 anggotu) adalah:

Indonecsia. Argentina, Bolivia, Brasil. Chili. China. Cuba, Mesir. Guatemala. [ndis. Mexico.
Nigeria, Pakistan, Paraguay, Philipina, Afrika Selatan, Tanzania. Thailand, Uruguay.
Venezuela, dan Zimbainve,

"% Lihat Rashid S. Kaukab, Op. Cir.. hal. 141-142.
128 Libat M. Husein Sawit, Op. Cit, hal. 69.
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G-33"" werupakan aliansi negara berkembang yaag dipimpin oleh
Indonesia dan Filipina. Kelompok ini berfokus kepada beberapa elemen utama
yaitu agenda mengenal Specind Products (SP) dan The Speciel Safeguard
Mechanism (SSM). Kelompok ini awalnys disebut sebagai Alansi SP/SSM
(SP/SSM Atliance)™ vang merupakan lanjutan kelompok informal di WTO yang
disebut Friends of Development Box'™™ yang akif di awal negosiasi bidang
pertanian WTO pada tahun 2000 dan 2001, kelompok ini mengajukan proposa!
penciptaan kotak pembangunan (Development Box) yang menyediakan perlakuan

khusus (special and differeniial freatment) bagi negara berkembang. ™

Kelompok ini tetap terjaga dengan baik dalam kelompok negara G-24
dikarenakan G-20 tidak berhasil untuk mengambif stkap vang kual dalam
mendukung konsep Special Products (SP) dan The Special Sufeguard Mechanism
(55M) karena pengarvh vang kuat dari anggota (5-20 yang beroricntasi ﬁksgzorm,
Walaupun pada awainya G-20 menawarkan kesempaten untuk menjadi aliansi
yang kuat dengan posisi yang komprehensil dalam selurch permasalahan yang

dinegosiasikan di bidang pertanian, '

Indonesig iglah dipilili sebagai juru bicara G-33 sebelum Konferensi
Tingkat Menteri {Minisrerial Conference} ko3 di Cancun. Peran ini secara tidak
regmi saat ini felah dikonsolidasikan menjadi koordinator kelompok G-33.

Indonesia telab menunjukkan kepemimpinan yaag berkomitmen dan juga telah

B angnoty Ge33 seat ied adatab: Indenesia, Filiping. Acdgus dan Barbudn, Barbados. Relize,
Henin. Roiswans. Chirg, Kongs, Panat Gading, Kuba, Republik Dominika. Granada. Guyana,
Hail, Honduras, Indiz, Jamiks, Kenva, Repubiik Koras, Mauritius, Madapaskar, Mongolic,
Mezambik, Nikoragua, Nigeria, Pakisian, Pasonm, Peru, Ssine Kiss dan Noevis, Saint Lugia,
Saint Vincent dan The grenadines, Senegal, Sei Lanks, Buviname, Tanzania, Trinidad an
Tobago, Turki, Uganda, Yonczuels, Zambia, dan Zimbabwe,

" Negara anggotu Allansi SP/SM (PSS Alance} adaloh: Indonesiz. Keba Nigeria, Pakistn,
Filipina, din Venezuela)

B pviends of Developmoent Box yang meajadi sponsor proposal developmeni bex di WTG ndulsh:
Kuba, Republik Dominika, Ef Savador. Huiti, Honduras., Kenva, Nikamagua, Pakisimn $6
Lanka. Uiganda. dan Limbabwe.

FEg that Hashid 8. Kaukab, Op €7, hat, 143-144.

5 angpon U320 vang berorientast skspor adalabi Argenting, Uhili, dan Kostarika.

125 iha Rashid S. Kauksb, Op. Ci, hal, 144,
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menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di Jakarta pads periengahan fahun
2005."

indonesia melali G-33 berhasil mengusulkan suatu kerangka konsep
Special Products (8P} dan Special Safeguard Mechanisme (SSM} bagi negara
berkembang pada Pertemuan Dewan Umum {General Comuncify WYO 2004 dan
pade Konferensi Tingkat Menteri (Ministerial Conferencey WTO di Hongkong,
2005, Konsep init merupakan penjabaran S&D {Special and Differential
Treatment) untuk mewujudkan kebutuban pembangunan (developrien! needs)
bapi negara berkembang seperti ketshanas pangan {ood security), dan
pembangunan pedesaan (el development). Konsep SP adalah fleksibilitas
dalam hal tingkal penurunan tarif sedangkan SSM dimaksud sebagai imstrumen
untuk menjaga kinega produk perianian dari gejolak impor (import surge) dan

harga yang dlakibatkan oleh impoe.”*"

G-33 berperan  dengan  aklif dalam  Konferensi Tingkat Menteri
{Mirsterial Carferencgy WTQO di Cancun, G-33 mempresentasikan groposal
Special Products (SP} dan The Special Safeguamd Mechanism (8SM) yang saat inf
tengah dinegosiasikan dan mengadakan beberaps penjelasan kepada media
Annex dari Framework Agreement pada tahups 2004 yang memulal keashals

negasiasi Putaran Doba (Doha Rownd), mencakup 2 (dua) konsep tersebut.'*

(G-33 mongaivkan Y13 Propasal on The modalities for the Designation
o Treatment of Auy Agricetural Product as « Special Product (5P) by Any
Developing Country Member”, nomor JOB{O3)304 tertanggal 22 November
2003, proposal Ini disirkulasikan pada Conuntiitee on Agricuiture Special Session
atas permintean Indonesia, Propose! ini berisikan modalitas dalam penentuan

Speeial Product (SP) bagi anggota negara berkembang dengan dilengkapi dafiar

' thid.

O ihar Delima Has Azaburi dan Iekandar Paniuiton. Pertanion hidonesia detam peyyodingan
siiran perdagemgun iiernagionat. dimual delew Juraal Hukom Ielersasional Volume 3
Momer 3 Apni 2007, Depolr Lembupa Penghaiisrn Melom Inwerpusional Fakullas Hukwn
Universitas indonesiu, hal 4352

12§ ihat Rashid 8. Kaukab, Gp. iz, hal, {44,
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Hustratif dalam penentuan Specind Product (SP). Indikator tustratif penentuan

Special Froduer (SP), dinyatakan dalam anmex:'™

(i} The product is identified as a staple food or as part of the basic food
buske! of the developing country Member through lows and
regidations, including adminisirative guideiines.

(ii} () A significarnt proporiien of the domestic conswanption of the
product in its nmural unprocessed or processed form is met

through domestic production in the developing country member
concerned; or

i) Total domestic production of each jood class Gn rerms of
carbohydrates, fats and proteins or any other jood closs)
accounts for a significant proportion of the total normative
requivement of that food class in accordance with the diztary
preferences; or

fc) The preduct contribuies ta a significant proporiion of the total
calorific intake per capita per day.

(iif) () A significarnt proportion of the totdl food expenditure, or of the
fotal income, at the hauschold level in the developing couniry
Meuiber concerned is spent on the product; or

(b} A significant proportion of the total agricultural income =t the

household level in the developing country Member concerned is
derived from the production of the product.

(v} Domestic consumption of the product in the developing cowniry
Member is gignificani in relation io total world exporis of thai
product.

) A significont proportion of total world exports of the product is
aveaunted for By the lovgest exporting couatry.,

i} fap A significani proportion of the fotal domestic produciion of the
product s produced on farms or operational fond heldings of 28
hectares vr of average farm size gf the developing couniry
Aember conperned or less in size; or

(b A significont proportion of the farms or operational land hotdings
producing the product wre of 20 hectares or the average furm
size of the developing country Member or lexs in size,

YOy ihen 0323 Proposal on The modalities for the Designation and Treatment of Auy Ayricultural
Produst ay a Speched Proguct (SP} iy Any Bevelaping Country Member™, oomor JGB{GEY304
tertangaal 22 November 2008, aonex.
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{vil} A significont proportion of the producers engaged in the production
of the product are low Income, resouree poor and subsistence former
or tisudvantaged producers.

feilt) (o) A relatively high absolute number of people are dependent on the

produci; or
(b} A significars proportion of the total agricultyral papulation ov
riral labour force is employed in the production of the product,

{ix) A significant proportion of the gross arable land is under cultivation
of the product.

ix} A significant proportion of the domestic production of the product,
Including a product produced from tivestock is produced in drought-
prone or Hiifly or mountainous regions.

(i) A significan: praportion of the demestic production of the product is
produced by vulverable populations such as wibal communities,
ethnic groups, women, aged people, or disalvantaged producers.

ixity The productivity per worker or per heciwre of the product in the
developing country Member is relatively low as compared o either
the avarage productivity B tie world or the highest productivity level
achieved in any counisy.

(xifi) A relatively fow proportion of the product is processed in the
developing country Member as compared to the world average.

{xiv) The product contributes to iniproving the living standards of the rurad
population divectly and ihrough its linkages fo non-farm rural
seanpmic aoiviries, inchuding kandicrafis ond cottage industries or
any osther form of rural vatue addition.

fxv} A significam proportion of the iotel value of agricultural production
or agricatiural GOF or agriculmral income is contributed to by the
product.

fxvi) A stenificant proportion of the enstoms tariff revenue is derived from
the product in a developing cowry Member.

fxvifi a. A sigaificant proportion of the agricuftural income or agricudiusal

production is derived from the production of the livesiock
productis}, or

b, 4 significan: proporiion of the agricuitoal popalation or rural
labour is employed in the production of the Hvesiock produci(s).

Komudian jerkan dengan Speckd Safeouard  Mechanisme (8850 G-33
mengajhan “Proposal on Arsicle 38M Sfor Developing Cowney®, noaue 10B (06)/64

tertanggat 25 Maret 2006 pada Comuiitive an Agriculture Spectad Sesxion. Proposal
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ini berisi tentang ketentuan SSM secara jelas sesuai dengan kepentingan negara
anggota (3-33.

Konsep Special Products (SP) berhasil dimasukan ke dalam kedalam pasal
41 Ammex A Doha Work Programe No. WT/5/579 tectanggal 2 Agustus 2004 yang
telah diadopst oleh Dewan Umum {Genered Comncil) WTO pada tanggai
Agustus 2004, yang mcnyatakazz:m

41, Developing country Members will kave the flexibility to designate an
appropriote number of products as Special Products, based on
criteria of food security, livelihoad security and rural development
needs, These products will be eligible for more flexible treaiment.
The criteria awd trectiment of these productz will be firther specifted
during the negoliation phase ond will recognize the fundamenial
imporance of Special Producis to developing comilries.

Sedangkan untuk Special Safeguard Mechanisme {55M) bagi negara
berkembang berhasil dimasukan ke dalam kedalam pasal 42 Annex A Doha Work
Programe No. WTV3/379 tertanggal 2 Agustus 2004 vang (clah diadopsi oleh
Diewan Ussum (General Cormetty WTO pada tanggal | Agustus 2004, yang

menyatakan: -

42. A Special Safegnard Mechunism (SSMy will be established for nse by
developing counfry Members.

Indonesia telah berhasil memperiuangkas sgjumlah kepentingan antara
lain pengecuatian prodok pertamian (special products) dari pemotongan bea dalam

TG Mini Ministerial yang membahas Defue Developmient Agesdu yang

U ihat Sekretariat WO Doka Work Progroreme Ni, WYST0 feranggal 2 Apusivs 2504
vaay diadopsi oleh Dievas Uowm {Geaere! Councily WO pada lanpgal T Agustay 2004,
Amex A pugal 41

MR fhid, Asnex A pasal 42,
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berlangsung i Jenewa pada tanggal 20-30 juli 2008. Indonesia telah berhasil
memperjuangkan sejumlah kepentingan antara lain pengecualian produk pertanian
{special producis) dari pemotangan bea, Keberhasilan perjuangan Indonesia
tersebut mengandung arti bahwa sejumlah produk sensitif Indonesia seperti beras,
gula, jagung dan kedele telah terlindungi, yaitu tidak terkena potongan bea masuk
apa pun dibandingkan dengan komitmen kita sebelumnya {(bound uruguay round
rates). Dalarn pelaksanaan nantinya, maka bilamana diperlukan guna melindungi
petani kita, untuk beras Kita dapat mengenakan bea masuk tertinggi berdasarkan

komitmen kita vang laly, atau sampai dengan 160%. %

Fokus resistensi negara eksportic dalam WTO Mini Ministerial bealih
kepada Speciud Safeguard Mechonisme (SSM}. Amerika Serikat tetap tidak dapat
menerima frigger dibawah 140% dan fetap memaksakan frigger yang tidak

reasorable

Indonesia  sangat  berperan dalam menggarisbawahi | pentngnya
keseimbangan antara mekanisme pengamanan yang efektif dan disiplin sehingga
tidak menghambal perdagangan di satu sisi dengan keaktifan berpartisipasi dalam
mencari komproms yang beriimbang di sisi lain. Indonesia dan Kelomnpok (G-33
telah berjuang dengan gigih menolak teks mengenai mekanisme pengamanan
perdagangan pertamiate SSM. (Special Safeguard Mechanism). Indonesia sangat
keras dan konsisten memperlahiankan bahwa mekanisme S5M yvang ditawarkan
dalam teks, sangat tdak sensitif rerhadap kepentingan negara sedang barkembang.
Bagi Indonesia, S5M merupakan lial yang sangal prinsip yang tidak dapac ditawar
yang sangat diperfukan wtuk melindungt julaan petani kecil kita dan petani kecil

lain di nogara sedang berkembang.

ToLiba Shwsn Pos Depariemen Perdagangen Republik Indonesis, Perwndingen loha

Brevetopment Agende (MAMETOG - indonesio don (G-33 tetap Beridum dae Mo Blok Heosit
Negogiasd,  diskses  dwd hwp/fews depdug.go id/indes phpZopten=siscan_persduask
derii& =344, tangpal 72 Aguestus 2008,

PR ] : . 4 )
Pt PTRL Jenews. He fnparan Rangkalan Perundingan Horvisemad Tiaghor dfonteri

Priqaran DOHA TG, Jenewa 20431 judi 2008, wenanppal 31 Juli 3004,

PP Likac Siaran Pers Depoartemen Purdugongan Republik Indonesia, Perwndingon Doko

Developmend Ageada (DDARVTO  hufonesio dan G-33 retap Hertahan dax Ment-Blok Hasil
Negasiasi, Op Cii.
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BABIV
KONSEP SPECIAL PRODUCTS (8P) SEBAGAI PERLINDUNGAN
TERHADAY PERDAGANGAN PERTANIAN INDONESIA

IV.1  Konsep Special Products (SP)

Konsep Special Products (SP} diajukan oleh negara berkembang yang
tergabung dalam G-33 sebagai bentuk spesifik dari Special and Differential
Trecimert dalam kerangka pilar Akses Pasar (Morket Access). Konsep ini
diajukan karena Special and Differential Treaiment yang selama ini diberikan
kepada negara berkembang dalam WTQ Adgreement on Agrvicuiture divasakan
belum mampu memberikan hasil yang baik, terutama dalam hal pola perdagangan
vang yang berimbang antara negara berkembang dengan negera majy, Selama ind
Special and Differential Treatment hanya efekil bagl negara berkembang terkait
dengan jangka wakiu pencrapan ketentuan-keteniuan yang ada di dalam WTO
Agreement on Agriculture yang lebih lama, dan tingkat peourunan tarif yang lebih

rendat jika dibandingkan dengan negara maju. 8

Negara berkembang menginginkan agar sejumiah produk  pertanian
{maksimal 20% dari total pos tarif) uniuk smiemperoleh feksibilitas dalam
penuranan tari ataupun dalam pembebasan torlf vang berbeda dengan ketentuan
umum. Dengan  fleksibilitas  ini diharapkan  negara berkembang dapat
menyesuaikan  dirl, dan mampu pola mendorong pembangunan  pedesaan,
mengurangi jumiah orang miskin dan memperkuat ketshanan pangan (food

security, Hvelthood security and vivad developmensy.

P Liha M, Husein Sawit, Op. Cir, hal. 104,

Y7 Linat Anion Aprivameno (Memerd Peranian RI), Kegentingat Pertention Indonesia Balant

Perdagangen Mmieraasionad, dima dolasy Joragl Hubum inressasionsl Voluma J Nemar 3
April 2607, Op. Cir, hal. 455,

65
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Aspek-aspek  tersebut adalah won-trade concerns yang juga
dipertimbangkan dalam WTQ Agreement on Agriculture, namun belum
mendapatkan tempat yang layak dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil
dan berorientasi pasar. Hal inilah yang menjadi dasar, proposal tentang Special
Products (SP) yang dirancang oleh G-33 dan disampaikan pada berbagai

pertemuan formal maupun informal WTO."*

Konsep Special Products (SP) sebagai Special and Differential Treatment
dalam pilar Akses Pasar (Market Access) yang diusung oleh G-33 telah disepakati
secara prinsip dan dimasukan ke dalam kedalam pasal 41 Annex A Doha Work
Programe No. WT/5/579 tertanggal 2 Agustus 2004 yang telah diadopsi oleh
Dewan Umum (General Councily WTOQ pada tanggal | Agustus 2004, yang

9
menyatakan:lJ

41.  Developing country Members will have the flexibility to designaie an
appropriate number of products as Special Products, based on
criteria of food securiry, livelihood security and rural development
needs. These products will be eligible for more flexible treatnient.
The criteria and treatment of these products will be further specified
during the negotiation phase and will recognize the fundamental
importance of Special Products to developing countries.

Selanjutnya konsep Special Products (SPY ini dipertegas dalam Clirman
Texr Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008. Hal ini merupakan
sebuah kemajuan yang berarti bagi negara berkembang dalaim negosiasi pularan
Doha, agar tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap sektor pertanian
mereka dan juga memberikan perlindungan kepada petani di negaranya dapat

tercapai.

B8 1gid., hal. 455-156.

" Lihat Sekrelariat WTOQ, Doha Work Programme No. WT75/579 lertanggal 2 Agustus 2004, Op.
Cit., Annex A pasal 41,
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Pasal 120 sampai dengan 122 Chaeirman Text Chairmon Text Nomor
TNAG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008, menyatakan: *°

120. Developing country Members shall be entitled to self-designate

121

i22.

Special Products guided by indicators' based on the eriterta of
Jood security, livelihood security and rural development. There
shall be 10-18 per cemt of tariff lines avatloble for selfs
designation as Special Products. Up to 6 per cent offno fines
may have no cul. The overall averoge cut shall, in any cose, be
i0-14 parcent.

in e cuse of ymull vulnerable econonsizs, Icluding ihose
among them which are ceifing binding and homogenmunly low
binding couniries, they may, i they cheose o do so, apply the
moderated tifl tered formumio for SVEs provided for in
paragrapl Error! Reference source not jound. above plus the
Special Produer entidlement cuilined above, Alternatively, they
may chose not to apply the tiered formula but simply meet an
overall average cut of 24 per cent through having in effect opted
to designate as many tariff lines as they choose s Special
Products.  The rariff lines 30 choxen need not be subject to any
mininin gulff et and reed not be guided by the irdicators.

fr the cose of RAMS, the maximum tariff line entithuenis 1o
Special Products shall be ore - tenth gregier Thon the avinisds
specified in puragraph {20 above and the overall average vt v
be achieved for the designared rariff iines map be fiwther reduced
by une jenth

8 sekretarist WO, Chairmon Texe Nomor TNJAG/WHRev3 teranpeal 10 Ll 2008, Pasal

128123,
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Footnote
¥ Qer Anmex F.

" Below this level, the developing country Member concerned need
nor resort fo guidance by those indicators. In the case of RAMs, the
invesholid level above which indicators are not regquired {o be used
shail be 1 percentage point higher.

Berdasarkan ketentuan di atas terlibat dengan jelas bahwa negara
berkembang diberikan bak untuk menentikan sendiri produk pertanian kKhususnya
Bpecial Products) dengan panduan dari indikator yang diatur dalam amnex F
aturan inl, Penyusunan Speefal Products bagl negara berkembang ini didasarkan
pada ketahanan pangan, kehidupan dan pembangunan pedesaan. Batas tarif vang
dapat diambil oleh negara berkembang adalah sebesar 10-18% dari batas tariff
vang tersedia, dan rata-rat secara keseluruhan pemotongan tarif adalah sebesar
10-14%.

Small vulnerable economics dan negara anggota baru WTQ (Recently
Aveeded Membars/RAMs) dapat juga menggunakan Special Products vntuk
perlindungannya. Special Products bagi Small vulnerable economizs pasal 121
Chairman Text Nomor TN/AGHW/4/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008 merupakan
pilihan yang dapat dilakuken secara alternatil’ dengan keteniuan pasal 65 yang
mengatar wehgenal hak mercka untuk melakukan pemotongan batas tarif vang
kbt moderal dibanding negara berkembang, serta tidak perlu untuk mengitun
keteatuan indicator dalam armex F Texs Nomor TNVAG/W/4/Rev.3, teranggal 10
Juli 2008,

Sedangkan bagt nepara anggola bart WTO {(Recemly Aceedsd
MembersiRAMs) penggunsan konsep Specid Products diatur lebib boswy dalam
penentusn batas wanfaya (bound Terif). Bagi mereka berdasarkan pasal 122
Chairman Text Nomor TN/JAG/W/4/Rev. 3. Tertanggal 10 Jull 2008, batas tarifing
menjadi /10 aturan pasal {20, dan pemotongan farif keseluruhon secars rata-rata

yang harus dicapai adalah sebesar {710,
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Annex t Chairmuan Text Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Terangeal 10 Jub

2008 merupakan daftar dlustratil mengenai indikator penentuan Special Products

{SP) dalam bidang perianian. Amex F menjadi indikator penentu dalam rangks

penentuan Speorad Products (8P), dalam Annex F dinyatakan:

141

The groduct is a staple food, or is a part of the basic food basket of the
developing country Member through, inter alia, lows and regulaions,
including adminisirative guidelines or national development plan or
poticy or historical usage, or the product contribuies sigafficantly 10
the nutritional or calaric intake of the population.

A significant proportion of the domestic consumption of the product in
its natural, unprocessed or processed form, in a particular region or &
a national level, is mer through domestic production in the developing
courdry Member concerned

Domestic conswmption of the product in the developing country
Member is significant in relation to totel world exports of that product;
or a vignificant proportion of tetal world exports of the product are
accounted for by the largest exporting country.

A significant proportion of the letal domestic production of the product
in a particular region or gt the national level is produced on farmiy or
opevarioned land holdings of up 10 and including 10 hectares, or ix
produced on farm or operational land holdings which are of o size
equal ta ar fexs than the average fom size of the developing couniry
Member concerned, or a significant proportion of the farmy or
operational fond holdings producing the producr are up o and
incinding 10 lectoves in size or of the average form size or fess of the
developing couniry Member concerned.

A significant proportion of the total agricithwral population or nvdaf
faubor Jorce, i o pasticular region or af Hw sational level is
gmplayved in the preduction of the preduct.

A significamt proportion of the producers of the product, in o
particular yegion or of the netional fevel, are low income, reseuree
poor, or subsisience farmers, inciuding disadvantaged or valperabic
conpmunities wd women or g significont proportion of the domesric
production of the product is produced in disadvantaged regiony and

M Selrotarior WO Op Cir, dmmex P
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areas including, infer alia, droughi-prone or hilly or mouniginous
reginns.

A significant proportion of the totd value of agriculiural produciion or
agricultural tncome of households, in a particular region or af the
national level, Is devived fran the production of the product,

A4 refatively fow proportion of the product is processed in the
developing country Member as compared 1o the world average, or the
product contributes « relatively high proportion to valne addition in
the rural areas, in a particular region or at the national level, through
its linkages to non-farm rural economic activities, including
handicrafis and cottage industries or any other form of rural value
addition,

4 significant proportion of the agricultural customs tariff revenue is
derived from the product in a developing couniry Member.

10, A significant proportion of the total food expenditure, or of the total

A5

12

income, of households in a particlar region or ot the notional level in
the developmg country Member concerned, is spent on the pradict.
The product in respect of which product specific AMS or bive box
support has beer notified by any WTO Member and which has been
exported by that notifying Member during any year from 19953 to the
starting date of the implementation of Dohu Round,

The productivity per worker or per heciare of she produci in ihe
developing country Mewber, in a particular region or of the national
fevel, is relatively v as compared 1o the average provuctivity In tie
waorld

tedikator ilustratif int muemiliki kesamaan dengan yang digjukan ofeh G-33
dalam “33 Proposel on The modalities fer the Desigration and Treatment of
Any Agricultural Praduct as a Specied Product (SP) by Any Developing Counny
Member”,

nomor JOB (05)/304 tertanggal 22 November 2003. Hal ini

menunjukkan babwa usulan G-33 mengenai daflar ilustratif terakomodisasi
dengan baik dalam Ohwdrman Texr Nomor TWNAG/WMA/ev . eranggal 8
Februart 2008. G-33 telah berhasil ontuk memainkan perannya dalam negosiasi
terkait dengan daflar Hustratif dao ielap konsisien dengan komitmennva dalam

usulan Special Produces (3P,

[ndikator dalam droney F menjadi dasar bagi negara berkembang maupun

Small vulnerable economies dan negara anggota bary WTO (Recently Acceded
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Members/RAMs) uniuk menerapkan konsep Special Products {SF) pada sektor
perdagangan pertaniannya. Indikator ilustratif diatas, akan dijadikan acuan dalam
penentuan Special Products (5P} dan ferdapat 12 indikator yang hatus dipenuhi
oleh suvaty negars yang termasuk dalam kriteraia negara berkembang, Smafl
vulnerable econumizs dan negara anggota baru WTO {Recently Acceded
Members/RAMs) agar produk pertanian negara mereka bisa dikateporikan sebagai
Spreial Prodycts (SP) sehingga dapal memeperoleh kehususan dalam perlakuan
batas tarif.

Setelah berlangsungnya W10 Mini Ministerial yang berlangsung pada
tanggal 20430 juli 2008, terjadi perkembangan dalam konsep Special Froducts
(SP). Saat akan dilangsungkan pertemuan menteri anggota G-7'* yang
berlangsung secara informal, Indonesia selaku koordinator kelompok G-33 yang
pada awalnya ferindikast akan dilibatkan dalam pertemuan menjadi tidak
dilibathan karena adanya keberatan darl nepara tertentu yang menganggap
perandingan akan meajadi tidak seimbang. Hal ini dikarenakan G-33 diangzap
sudab diwakili oleh China dan India dalam perteruan negara G-7 tersebut.
Walaupun dalam pertemuan mentert anggota G-7, Indonesia tetap rendaptakan
laporan ringt fentang hasil pertemuan khosusnys dari China dan India, kedua
negara tersebut meminla pandangan Indonesia mengenai fangkah selanjutaya

yang harus diambil dalam menanggapi persolan yang muncul.'™®

Dalam rangks mendembatani perbedaan posisi negara majo dap negara
herkembang, Pascal Lamy mengusutkan jumiah total SP°s sebesar 2% dari rotal
pos tarif dengan pomotongan rad-rata sebesar 1156, akhitraya posisi forsebut
bergerak menjadi Jumiah total SP’s nalk meniadi [5% dan total pemotongan rata-
rata turun memadi 11%. Hal it eradi setelab mendapatken masukan borupa
Joim Sinement yang merclleksikan pergerakan posisi mengenai SP's dan SSM

sebagat bentuk feksibiliatas konstruktif kelompok untuk mendorong kemajuan

B Ge7 merupehan Megars peroats stama & WTO vang terdiet dari Amerika Serikal. Austealia,

Rrazil. MasyaruRet Trope. Jepany, dun China,
B Likat, PTRY Jenewa. O Ci,
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yang diusulkan oleh negara-negara anggota kelompok G-33,  African Growp'™,

Africa Carribean Pacific Growp'” dan Small and ¥uinerable Economies’. 'V

Pengamandemenan WTQO Agresment on Agriculture untuk memasukan
konsep Special Producis (8P} menurut pendapat penulis merupakan bentuk dari
penghilangan  jarak {(gap) akibat tidak terwakilinya kepentingan negara
berkembang dalam forum WTO karena kekuatan ekonomi yang tidak kuat, hal ini
sejalan dengan pemikiran Frank § Garcia dalam Globdalization and The Theory of
International Law. Selain itu mewujuk Theory of Justice dari Frank Carcia, akan
menjadi penyeimbang bagl negara berkembang dalam perdagangan intormasional
melalui Special omd Differential Treatment schingge negara berkembang
mendapatkan the 2ame playing fleld dengan negara maju di bidang perdagangan

pertanian,

™ Sast ind lerdapat 41 aegara anggols WTO yang moasuk keangpotaan Affican Gronp, yaitu:

Angola, Berin, Boiswans, Burking Faso, Bunundi, Kamerun, Republik Afriks Tengah, Chad,
Kongo, Republik Demokeatik Kongo, Djibouit, Pantat Gading, Mesir, Gabon, Gambin,
Ghana, Guines, Guinga Bissau, Kenya, Lusotho, Madagaskar, Muli, Malawi, Mauritanin,
Mauritius, Maroko, Mozambigue, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Senega), Sicrra Leone,
Adrika Sclatan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunmish, Ugands, Zambia, dun Zimbabwe.

Africa Carribean Pacific Growp (ACPY lerdin! dari 79 nepars, dimana 84 negara snggow ACP
merepakan angpa WO, anggoln ACE vaile: Angela, Antipus and Barbuds, Belize, Ompe
Yerde, Comoras, Rohames, Barbadog, Bealn, Boetswana, Berking Fasa, RBoruadl, Comoraon,
Hepublk Afrika Tengsh, Chad, Kongo, Republik Demokraiik Konge, Unok Jofand Pantal
Gading. Kuba, Dilbouti, Republik Dominika, Fritrea, Ethiopis, Fiff, Gabon, Cambia, (hana,
Grenada, Repubdic of Guinen, Cudnga-Biswse, Egustorial Guisea, Guyasa, Holi, Jumgics,
Kenva, Kiribatl, Lesotho, Liberia, Maodapaskar, Malawi, Mall, Marshel! Islands, Meuriiania,
Mauritios, hMicronesiy, Mozmnbique, Namibia, Naury, Miger, Migeeia, Miug, Palos, Papus
Mew Quinea, Rwardz, S Kistz esd Nevis, 54 Lpels. St Vieceny gud the Grenadines,
Ssalumen 1siands, Samoy, Sa0 Tome and Peiocipe, Senegal, Beychelles, Sivrey Leone, Somalia,
Afrika Selptan, Sudan, Suriname, Swiarlland, Teezania, Tioor Leste, Togo, Tonga, Trinkdad
den Tobagao, Tuvalu, Ugsneda, Vanuniy, Zambia, Zimbabwe,

Y Jsiilah Smatl and Vufierable Economies dikeluarkan di WO dalam pasal 33 wentang “Swall

Econamizs™ Dohu Minestrial Declaration nomor WTIMINQ ¥Dee/ L tanggal 20 November
2061, merupakon negars yong  rapuh dalam strubiur ekonominya, don mesorut UNUTAD
terdapal 92 wegars yang mwnwnehl Koteea i), diantaranya: Algheniston, Angola, Bunin,
Burking Fuse. Rolivie Borumd. Komboe, Uape Verde, Republib Afrika Tengeh, Republiik
Demokratik Konge, Diibesi, Goinea. Haitd, Madugeskes, Malawi, M, Magritanta, Nopal,
Miger, Rwmnch, Sucsn, Thnor-Lasic, Toge, Ugsnds. Taozanis. Vemsie Yomen, Zambie
#epublil Dorsinksa, Gabon, Honduras, Nivtregee, Paragueay. dan Suadan,

BT Uiha, PTRY Jenews, Op. Cit,
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Pengamandemenan ini menurut penulis terkait dengan pendapat Hunter
Nottage dan Thomas Sebastian dalam “Giving Legal Effect To The Results OF
WTO Trade Negotiatios: An Analysis Of The Methods Qf Changing W10 Law”
berisikan perubahan Retentuan perjaniian multilateral WTQ, babkan WTO sebagai
organisast internasional dapat diganhi dengan organisasi baru jika dirasa periu,
Terkalt dengap efek hokum dalam  pelaksanaan hasil amandemen maka
membutuhkan kesepakatan sesuai ketentuan WTO mengenai  Amandemen,
Namun jika tidak dapst disepakati, maka hasil amandemen terhadap WTO
Agreement on Agricultyre dapat dijadikan sebagai Phailateral Agreement yang
akan memberi efek hukem bagl anggota WTO vang menyepakati hasil
amandemen WTO Agrecnient on Agriculture dimaksud sesual dengan ketentuan
pasal [ avat {1} Marakesh Agreement Establishing The World Trade

Organization,

V.2 Special Safeguard Mechanisine  (SSM)  Sechagai  Perlindungan

Terhadap Perdagangan Produk Pertanian

Special  Safeguard  Mechanisme (SSM)  adalah  suatu  mekanismi
perlindungan sementara akibat serbuan impor (surge /v import) atay kejatuban
harga {decling in price}. Peclindungan ini diperuntukan untuk negara berkembang,
dan  perindungsn s has  fleksibel  schingga meajadi cfekifl  apubila

dilaksanakan oleh negara berkembang. ™

Specicd  Safeguard  Mechanisme (SSM) merupakan pengubahan  dard
peraturan safcgoard dalam pasal 3 Agreainent on .fig;-:‘{rzz:’zzfrem‘ Dengan konsep
vang dinegosiasikan dalam proposal yang diajukan negara berkembang, maka
akan terjadi perubahen artikel 5 Agreemery on Agrieniture torsebut. Safeguard
akan dibagl I meojadi Specidd Agricviimal Safegmead (8SGY dan Special
Sufeguard Mechmdsm (S8M) untuk negara berkembang yang merupakan bagian

duri konsep Speciaf ond Differemind Treatment WTO,

PR Lo M, Musein Sawh, O, O hal, 177,

B9 Lihat Bab 1 lentang Tinjauan Umum Mengenai Agreemand on Agricudtare. hal 29-34,

Lniversitas Indonesia

Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH Ul, 2008



78

Spacial Safeguord Mechanisme (SSM) bagi negara borkembang secars prinsip
telah berhasil dimasukan kedalam pasal 42 Awnex A Doha Work Programe o, WTISIS79
lertanggal 2 Agustus 2004 vaug tweiah diadopsi oleh Dewan Umum {Genera? Corncil
WTO pada tanggal | Agusiug 2004, vang menyatakan:™

42. A Special Safeguard Mechunism (SSM) will be established for use by
developing country Members.

Selaniutnya dalam Chabman Text Nomor TNJAG/W/E/Rev 3, tertanpggal
10 Juli 2008, diatur dengan jelas pembagian Special Agricultvral Safeguard
{SSG} meniadi 2 bagian vaity Speciaf dgricultural Safeguard (S8G) dan Special
Safeguard Mechavivm {S5M). Hal wi mwropakan sebush keberhasian bag G-23

untuk melindungi produk perianian dalam negeri dari serbuan produk impor,

Pasal |17 sampat dengan 119 Chairman Fext Nomor TN/AG/W/4/Rev 3.

tertanggal 10 Juli 2008, mengatur mengenai Special Agricuingal Safeguard
(S3G), dalam pasal ini dinyatakan:'*!

137, Developed country Members shalf
Either

eliminate the S85G

Or

veduce to 1.3 per cert of scheduled rarilf fines the number of Hines eligibie
Jfar the 856G,

118, For developing country Members

Either

the terms and conditions of the SSG shall remain unchanged from the
URAA terms and conditions excepr that the tariff vutes corcerned shioll be
updated o reflect the ewcome of the Dolia Rownd negotiations.

9 Lihat Sckeewriat WO, Datw Hork Prograsme No. WT/3/379 wrtanggal T Agusius 2004,
Op. Ciz, Aspex A pasal 32

B ihat Sekretarint WTO., Op O, pasal 1119,
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Or

the S8G eovgrage sholl be reduced to no more than 3 per cent of tarif]
lings and the s and condivions of the SSG shall remain wnchanged
Jrom the URAA terms aned conditions except that the tariff vaies concerned
shall be wpdated 1o reflect the outcome of the Doha Round negotigtions.,

119, driiele 5 of the Agreement on Agricvlture sholl be amended
accordingily (o reflect these modalities.

Aturan dalam Chofrman Texi Nomor TN/AG/W/4/Rev.3, Tertanggal 10
Juli 2008 menyatekan adanya Z {dua) kemungkinan aturan mengenai S8G.
Kemungkinan pertaprg, dalam pasal 117 dinyatakan bahwa aturan pasal 3§ WTO
Agreement on Agriculture harus dihapuskan bagi .aegara maiy, dan demungkinan
kedua adalah diharuskan menurunkan tarif yang telah didaftarkan dalam
skedulnys kedalam SSG menjadi 1,5%.

Sedangkan bagi negara berkembang sesuai pasal 118 Chairnrnr Text
Nomor TN/AG/W/ARev.3, Tertanggal 10 Juli 2008, aturan kondisi dan
persyaratan mengenal SSG dalam WTO dgreement on Agricufture totap tidak
berubah, kecuali mengenal tarif harus disesuaikan sesual perkembangan negosiasi
putaran Doha, atan lngkup S8G vang diterapkan dikurangi menjadi 3% dan bates

fari.

Konsep Specicd Safeguard  Mechanism (SSA sebagal Speeial and
Differential Troabmen digtur dalam dalam passi 123 sampat dengan (37
Chalrman Text Nomor TN/AG/ W &A/Rev.3, Tertanggal 10 Juli 2008, dalam pasad

ini dinyatakan:'*

123, The SSM shell have wo o priori product Timitations os (o sis
everifability, ie it cem be invoked jor all jariff fines in princigle. A
price-based wmud o volwne-bosed SSM sirdl be availoble. In no
cireumstarees may any product be, however, sulject to the

4 ihat Sekeetariat WD, Op O, pasal 123-137
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1286,

&0

simultaneons application of price- and volume-bused safeguards.

Nor shall there he application of either of these measures [f an SSG,

a mieasure under GATT Article XIX, or a measwre under the

Agreement on Safeguards is in place.

As regards the volume-based SSM, it shal! be applied on the bosis of

a rolling averuge of imports in the preceding three-year period

thereafter “hase imports"). On this basis, the applicable riggers

and remedies shall be szt as follows:

() where the volume of imporis during any year exceeds 110 per
cent but does not exceed 113 per cent of base imports, the
maximwn additional duty that may be imposed on applied
tarifix shall not exceed 23 per cent of the current bound taviff
or 23 percentage points, whichever is higher,

b where the volume of imports during any year exceeds 115 per
gent but does not exceed 135 per cemt of base imporis, the
maximum additional duty thar may be imposed on applivd
&riffy shedl mot exceed 40 per cent of the current bound tariff
or 40 percentage points, whichever is higher;

{c) where the volume of imperts during any vear exceeds 135 per
cent of base imporis, the maximum additional duty thar may be
impased on applied tarifis shall not exceed 30 per cent of the
current bound toviff or 30 percentage points, whichever is
highar;

fd)  where, formafly, these iviggers could be met, bui the absofute
fevel of impovis s manifestly negligibfe in velation to domestic
provivction and consenipiion, remedies wenld not be applied,

. haports under oy scheduled foriff raie quota commritnent iy be

connted for rthe purpose of determining Dw vohone af imporis
reguired for invoking the volume-based SSM fexcept where o volume
incregse iy amively auribuweble 1o o scheduled tarifl vare guota
increase wnder Doba implementation phasingl, bur no pdditionad
duty shall be imposed on imporis within such (wriff rare guots
COmBIMEnIs,

As regards the price-based SSM, it shall be applicable where th
CLf kmport prfc-:r‘?@ of the shipment entering the customs lervirory
of the developing country Member, expressed in terms of its domesiic
currency falls below a irigger price™ equal 1o 83 per cent of the
average monthly MFN-sowrced price™ for that prodict for the most
recent threg-year period preceding the year of importation for which
data are availuble, provided that, where the developing country
Member’s domestic currency hos af the time of importation
deprociared by ar least 10 per cent over the preceding 12 months
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128,

129,

130.

132,

81

against the imernational currency or currencies against which it s
rormally valued, the import price shall be compured using the
average exchange raie of the douiestic currency against such
frternational  curvency oF cuwrrercies for the three-year period
referved to above,

The prive-based SSM remedy shail apply on o shipment-By-shipment
basis.  The additionad duty shall not exceed B3 per cent of the
difference between the impor! price of the shipmemt concerned ond
the trigger prive.

Developing country Members shall not normally toke recourse to the
price-based SSM where the volume of fmporis of the produgis
concersed in the current year is manifestly declining, or is at a
munifestly repiigible level incapable of undermining the domestic
price level,

The caleriation of velume or price triggers, and the application of
measures in aveordanes with the relevant provisions of this section,
shail be on the basis of MFN trade only.

Any shipments af the product in question which, before e
improsition of the additionaf duty, have been contracied for and were
en rowte affer completion of custom clearance procedures in ihe
exporting conntry, either under the prices or volume-based SSM.
shall be excwmpted from any such additional duty, provided that
where o volune-based SSM may be applicable in the next bwelve-
month period, the shipmient of the product in question may be so
counted in that period for the prrposes af triggering the S§M.

. The volume-based SSM may be maintained for a maxinan period of

{2 months from the initial fnvocation of the measwre, unlesx a
secsonal product Is invelved, i which case the SSM shatl apply for o
nivcinnm of six mondhs or te cover the period of actudl seasonality,
whichever is the longer. For the rext immediale tconsecntive)
paripd, the three year rolling wverage shait be inchusive of thot
immedintely preceding period of imports when the S3M was in place.
However, where iz would hoave the effect of lowering the three year
rolling average below the feval which trigeered the SSM in the initicd
period, the trigger fevel for the mitiad periad sholl apply. No
product shall be subject ro the volume-based SSM consecntively for
ware tan mio perfods aond where sucht consecuiive application has
oecrred his siay vot be resoried to again before the clapse of o
furdther twa consecitive periods.

The operation of the SSM shall be carried owr o a transparens
manner und ihe basis upon which ongoing calculations of roliing
averages of import volumes and prices shall be aeeessible (o alf
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134,

133,

E37.

82

Members so that they can be fully informed of the hasis upon which
any potential actions muay be taken. Any developing country Member
taking action shail give notice in writing, indicating the tariff lines
affected by the additional S5M duty and including relevent data, to
the Committee on Agricelre 0s for in advance o may be
practicable or, where this is not possible, no later thon 15 days after
the implemertation of such action. The Member taking aetion shall
afford any inicrested Members the opportunify fo consult with it in
respect of the conditions of application of such action.

The above provisions on triggers and remedies apply subject o the
limitation that the pre-Loha bound tariff is respected as the upper
fimit and shall prevail as sach.

For least-developed country Members they muy, nevertheless, apply
the maxinuen remedy provided for obove ever if this would otherwise
entet! breack of a pre-Doha bound tariff, provided that the maximum
increase over a pre-Doha bound iariff does not exceed 40 ad
vatorem percentage poinis or 40 per cent of the curvent bound ariff
whichever is higher. This would be provided that all ether relevant
conditions for application of the measure have been met.

[In the cave of SVE's referved to in fooinote 10 to these modalities,
they may apoly the niaximum remedy provided for above gven if this
would otherwise entail breach of a pre-Doha bound taryff, provided
tha the wicdmum increase over a pre-Doha bound tariff does not
exceed 20 ad volorem percentege points or 20 per cent of the current
bound tariff, whichever is higher, for up to a maximum of (16-15) per
cent of wriff tings in way given period. This would be provided that
all vther relevont conditions for application of the measmre huve
feen met.

. Far developing country Members other than these reforred w in the

precuding pavagraph, they may apply the maximuns vemedy provided
Jor gbove even i this would otherwize entail breach of a pre-Livha
bound tariff provided that {0} the maximum increase over the pre-
Dioka bowund tarifs would B2 no wore than 15 ad yalorem percentuge
points or 13 per cemt of e ewrenr bound tariff, whichever is the
higher; i1 the maximuse number of preducis for which this provizion
wanld be invoked wardd be vo more than 2-67 in any given period:
cned (o) thix woudd not be permissible for nve conseeutive periads. Al
wther provisions would be applicadle.f

The relevann Ariiclex of the Agreement on Agriculture shatl be
amended to reflect e above modalities.
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Footnote:

% Hereafler the “inport price™

2 A shipment shall nor be considered for purposes of paragraphs 135
and 137 uniess the volume af the proditct included in that skipment is
within the range of normal commercial shipments of that product
entering inio the customs rerritory of the importing developing country
Member. )

The trigger price shall be publicly disclosed and available to the extent
necessary to ollow other Members to assess the additional duty that
may he levied,

Hereafier the “reference prive”. The reference price used to invoke the
provizsions of this puragraph shall be the average movihly ¢ i) wiit
werfue of the product concerned.

For the purposes of this pravision o “product” is identifinble ot the 6-
digit evel of the Harmonized System (HS) nopeacianers, bui with the
understonding thar this can entail o maximun: of [4 - 8] tariff Lines per
product below that 6-digit level

a2

23

Fad

Berdasarkan pasal 123 Chairmean  Text Nomor TN/AG/W/4/Rev.3,
Teranggal 10 Juli 2008, SSM dapat tidak memiliki batasan uniuk keterscdiaanya,
pada prinsipnya SSM dapat diterapkan untuk semua batas farif. SSM dilakukan
berdasarkan price-hased dan volume-based. Dalam hal tertentu produk tidak dapat
menjadi subyek untuk aplikasi safegumrds berdasarkan price-based dan vohone-
based secara simullon. Atau jika S8G, tindakan berdasarkan GATT dricle NIX
atau tindakan berdasarkan Agreemen on Safeguardy duerapkan maka S5M ndak
dapat diterapkan,

Berdasarkan pasal 132 Chairman Texi Nomor TR/AG/W/A4/Revd,
Terlangga! 10 Juli 2008, SSM harus diterapkan secara transparan dan dala
penghitungan vang menfadi dasar penerapan harus dapat diakses oleh anggota
WTO. Negara betkembang yang menerapkan SSM o harus melaporkan secart
tertulis dalans 15 hari kepada Conmittee on Agriculinre dan harus menyiapkan
konsultasi dengan anggote yang lerkait dengan pencrapan SSM. Penggunaan
tanda kurung kotak ([ D dalam fooruore 24 menunjukkan babwa besaran batas

tarif maksimum sebesar 4-8 aniuk tiap produk belum disepakati
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Bordasarkan pasal 119 dan 137 Chairpian Texi Nomor TNJAG/W/4/Rev.3,
Tertanggal 10 Jull 2008, maka Pasal 5 WTO Agreement on Agricuduwe yang
mengatur mengenai Special Agricullural Safeguard (SSG) hatus diamandemen.
Pengamandemenan ini dilakukan untuk mengubah ketentuan Special Agriciltural
Safeguard (S8G) yang ada menjadi ketentuan vang lebih spesifik sesuai dengan
hasil perundingan Dohe menjadl Speciel Agricuitural Safeguard (SSG) dan
Special Safeguord Mechanism (SSM).

Datam perkembangannys negosiast Special Sofeguard Mecharizm {S8M)
di dalam BT Mini Ministerial yang berlangsung pada tanggal 20-30 Juli 2008 di
Jenewa menjadi perdebatan yang panjang antar anggatz WTO. Teks negosiasi
Spevial Safeguerd Mechomism (S5M) yang ingin disepakati menurut negara
herkembang diangegap tidak sesual dengan mekanisme yang mudah diterapkan
untuk mengenakan safegeard atau tambahan bea masuk yang sesval guna
mengamankan produk lokal terhadap impor produk pertanian yang masuk
kedalam pasar dalam negeri. Teks tersebut mensyaratkan tambahan bea masuk
baru dapat diterapkan apabila volume impor telah mencapai kenaikan 40 persen
dari total lpar dan harga mengalami penurunan. Secara konsisten Indonesia
bertahan, didasari pertimbangan bahwa dengan jumlah kenaikan impor sebesar
4% terscbutl dan apabila harus menunggu harga produk pertanian dalam negeri
turan, meka sudah ferlambal untuk menggunakan instrumen Specied Safeguard

Mechanism (SSM) dimaksud, karena petani sudah tidak dapat Iagi bertaban.'™

Special Safegrard Mechanism (SSM) yang ditnginkan oleh indonesia dan
3-33 adalall sustv mekanisme pengamanan yang mekanismenya ymudah uniuk
diltnplementasikan sehingga  depat  melindungit petani di  negara-negara
berkembang lerhadap masuknya sejumiah Impor yang dapat langsung merugikan
mercka, Speciel Safeguord Mechardsm (SSM) dalam konteks produk pertanian
tidak soport yafepiard bissa 81 selior industri. Menunat Indonesia dan G-33 di
sekior idustr, untuk sementara mesin bisa dimatikan jika ada gangguan wmpor,

tetapt petant vang jumishayva banyak tidak bisa diminta vatuk berhenti kerja,

PoLmt Stsn Pars Departgmen  Pordagangan Republik Indonesia, Perandingan Doba

Bpvetopnreni Agende (EV- WD - Indonesio dan (-1 terap Beriahun doy Shem-Blok Hagit
Negosani. Op Civ,
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karena tanaman sudah tertanam, selain itu hasil panen para petani juga tidak dapat

disimpan untuk jangka walkty lama."™

Walaupun mendapat tekanan dan bahkan di anggap menghalangi hasil
negostast pada W70 Mini Ministerial, Indonesia dan G-33 torus bertahan dengan
argumentasi mereka mengenal teks Speciad Safeguard Mechanism (SSM). Hal in
dilakukan untuk melindungi sektor pertanian negara-negara berkembang dan juga
untuk memberikan perlindungan kepada petaninya terhadap serbuan Impor produk
pertanian negara maju. Bahkan sikap Indonesia dan (-33 ferhadap teks Speciaf
Safeguard Mechorism {(SSM) ini mendapatkan dukungan vang besar dar negara-
negara anggota WTO yang tergabeng dalam Africar Group, Africa Carribean
Pacific Group dan Small and Vulnerable Economies. Adinya bampir seluruh
negara sedang berkembang anggota WTO atau lebil dari 100 negara, bertahan

untuk mengutamakan kepentingan petani di negaranya.”>

Pengubahan ketentuan ini menurut pendapat penulis merupakan bentuk
darl penghilangan jarak (eap) akibat tidak terwakilinya kepentingan negara
berkembang dalam forum WTO karena kekuatan ekonomi yang tidak seimbang
dengan negara maju, hal ini sejalan dengan pemikiran Frank J Garcia dalam
Clobalization and The Theory of Internarional Law. Selain itu mernjuk heory of
Justice darl Frank Garcig, hal ini akan menjadi penyeimbang bagi negara
berkembang dalam perdagangan internasional melalui Special and Differential
Trearmernt sehingga negara berkembang mendapatkan the samie plaving field

desgan gegara maju.

Y thid
Y4 Siaran Pers Depastemen Perdagangan Republik indoenesic. FPerundingan  fiolm
Bwvelopment Agende (B0AFTO © Indonesia dan G-33 ietap Bertahon das 8em-Fich Hasil

Magoviasi, Dp. Ol
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IV.3 Proposal Special Products (SP) Sebagai Perlindungan Kepentingan

Sektor Perdagangan Pertanian Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara eksportir sekaligus importir
komoditas pertanian. Di pasar internasional, komoditas Indonesia menghadapi
proteksi, sedangkan di dalam negeri komoditas substitusi impor menghadapi
ancaman masuknya komoditas asal negara lain. Liberalisasi perdangan dapat
memberikan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan komoditas

pertanian Indonesia.'*®

Neposiasi konsep Special Products (SP) dan juga Special Safeguard
Mechanism (SSM) diharapkan mampu memberikan Indonesia kesempatan untuk
meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan taraf hidup petani dan
mengembangkan pembangunan pedesaan Indonesia. Pemerintah Indonesia harus
mempersiapkan sektor pertanian dalam rangka pengaplikasian kensep tersebut,

jika sudah berhasil disepakati dan memiliki efek hukum bagi anggota WTO.

Pemerintah Indonesia telah menentukan berbagai produk pertanian yang
dapat menjadi andalan/prioritas Indonesia. Produk andalan/prioritas  ini
diharapkan dapat mcnjadi persiapan bagi Indonesia terkail dengan penentuan
Special Products (SP) di bidang pertanian yang tengah dinegosiasikan di forum
WTO.

Departemen Pertanian telah mempublikasikan dan mensosialisasikan 17
komoditas andalan/prioritas dalam kerangka Revitalisasi Sektor Pertanian, yang

disebut dengan Produk Strategis (PSP) Revitalisasi Pertanian, yang terdiri dari:'*’
(2} Komoditas pangan (beras, jagung, dan kedelai);

(b} Hortikultura (jeruk, pisang, bawang merah, anggrek. dan tanaman

obat);

(c) Perkcbunan (gula, kakao, karcl, kelapa sawit, kelapa, dan cengkeh);

B Lihat Anton Apriyvanteno (Mcnleri Pertanian RI). Kepentingan Perianian Indonesia Dalam

Perdagangan internasional, dimual dalam Jurnal Hukum Internasional Yolume 4 Namor 3,
April 2007, Op. CiL, hal 456-437.

137 Lihat M. Husein Sawit, Op. Ciz hal. 119,
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{d) Peternakan {unggas, domba, dan sapi);

Selain itu terdapat Produk Steategis (PSP} Renstra {Rencana Strategis)

Pertanian yang terdiri dari 36 komoditas, yaitu:'™

{2} Tanaman pangan {padi, kedelal, jagung, ubi Rayn, dan Kacang wnah)y;

(b} Tanaman hortikultura, kelompok sayuran {bawang merah, kentang,

dan cabe merah);

{c) Tanaman hortikoltura, kelompok buah/tanaman hias (eruk, pisang,

mangga, manggls, durian, angprek, dan rimpang);

{d) Tanaman hortikultura, kelompok tanaman obat {ahe, kunyit, temu

lawsak, kencur, pala, dan lada};

{c} Tanaman perkehiman (tebu, kelapa sawit, karet, kelaps, kakeo, kopi,

fambu mete, tanaman serat {kapasframi), tembakau, dan congkehy;
(f} Peteraakan (sapi potang, kambing, domba, babi, ayam buras, dan itik}

Terdapat produk pertanian fain yaitu susu dan produk olahannya yang
diusuikan menjadi prioritas bagl produk perianian karcna mendapatkan dukungan
dan desakan politis vang kuat dari masvarakat luas wntuk mesjadi Specia/
Produeis (SP). Walaupun kriteris emplopment 1 jula grang tidak terpenuhi, Susu
dan produk olabannya dimasukan menjadi priositas dalam penentusn produk

Special Prodeects (8P) Indonesia,”

Pemerintah Todonesia selama ini dalam program perlaniannya berusahs
untuk menciplakan sasaran-sgsaran yang ingin dicapsi dalam jangka panjang.
Secara ununn sasaran pembaungunan pertanian jangka panjang Pemerintah
Indonesia sampai dengan tabun 2025 adalah: !5

(&) ierwujwdnya pertanian industrial yang berdaya saing;

{b) mantapnya ketahanan pangan secara mandiri;

R unnr wall 1194125,

3

Litt M. Husein Suwit, Op Ok, bal, 121,

W Libwt Revitalisasi Pertesiun Porfkaven dan Kehwenan (RPPK3 3005, diperaieh dari

v deptan. za.id,

Universitas Indonesia
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(¢) tercapainya kesempatan kerja penuh bagi rmasyarakat pertanian; dan

(d) terbapusnya kemiskinan di  sektor pertanian dan  tercapainya

pendapatan petani sebesarUS § 2500/kapita/tabiun,

Dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, pemerintah telah
menetapkan kKebijakan untuk memfokuskan pengembangan pangan pada lima
komoditas pangan strategis, yaitu: padi, japung, kedelai, tebu, dan daging sapi.
Dalam jangka pendek, komoditas ini diharapkan dapat mencapai tingkat
swasembada schinggs Ketergantungan terhadap pasar impor dan kemungkinan

gangguan instabilitas penyedizannya dapat diimrangi.w

Berkurangnyva lshan pertanian di Indonesia dalam kuron waktu terakhir
telah menjadi salab satu Baktor berkurangaya hasil pertanian Indonesia, Untuk
mengantisipast berkurangnya lshen pertanian tersebut Pemerintah melakokan
beberapa langkab puntuk pengembangan lahas pertanizn. Pemerintah Indongsia
datam rangke revitalisasi pertanien berusaha melakuvan pengembangan lshse

v P b ]
pertanian melatui: '

(2) Reformasi keagrariaan untuk meningkatkan akses petani terhadap

Fahan dan air serta meningkatkan rasio luas lahan per kapita;

{b) Pengendalian konversi lzhan pertanian dan pencadangan fahan abadi

uiiuk pertanian sekitar 1S juta Ha;

{c} Fasifitas) ferhadap pemanfzatan labian {pombukaan lahan porianian

baru}; soria

{d} Penciptaan suasana vang kondusif untuk agroindusiri pedesaan
sebagat penyedia kapangan keria dan peluang peningkalan pendapaten
serta kesejahteraan keluarga petand;

Selatn itu [hdonesia juga periu untuk menentukan pifihan produk  yang

berfaku bagi SSM sebab proposal G-33 untuk menerapkan SSM pada semua

I Lihal Anton Apriyanteno. Gp. Cit.. bal. 460.

B2 1hid
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produk masih ditolak oleh negara maju, Menurut Husein Sawit, ada 3 pilthan yang
dapat difakukan;'®

(a) Semua produk PSP (Produk Strategis Pemerintah) seperti yang tertera
pada Rencana Strategis Pertanian yang jumlahinya 36 (plus | yaitu

susu/slahannya) memperoleh perlakuan SSM;

(b) Kalau hal iw terlale banyak, maka produk SSM dapat dikurangi, vaitu
minimal S8M adalah produk yang tertera dalam P8P vang tertuang
dalam Revitalisasi Pertanian yang jumlahnya 17 komoditas {plus 1

yaitu susu/olahannya);

{£) Apabila kedua pilihan di atas tidak berhasil, maka paling rendah adalah
memperjuangkan semua produk Special Products (SP) mendapatkan
periakuan SSM;

Penentuan komoditas pertanian Indonesia yang akan dimasukan dalem
konsep 5P dan $8M harus terkait crat dengan prioritas dan strategi pembangunan
pertanian di dalam negeri. Demikian juga kebijakan perdagangan internasional
haruslah terkait erat dengan pernbangenan pertanian dan pedesaan, bukan berdiri
sendiri. Apapun yang dirancang di forum WTQ, Indonesia harus mampu
memperivangkan kepentingan pembangunan dalam negerd, bukan semala-mata

mencapal kesepakatan, '

Semua hal tersebat terkait dengan pengembangan pertanian Indonesia
harus secars konsisten dilakukan olek pemerintah agar produk pertanian Indonesis
mampu memiliki daya saing dan produkif dengan produk pertanian asgars maju,
Schingga diharapkan tisgkat hidup petani di Indonesia meningkat menjadi lebih
sciahiera, teesedianva stk panean nasional dap fercapainvs pembangunan

pedesaan yang lebib baik.

B3 Lihar ML Husein Sawit, Op Gir, hal. 190,

104

Likut Anton Aprivantono, Op. Cit, hal. 439,
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BABY
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembabasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

Berikut:

i.

Konsep Specfal Products {SP) dalam neposiasi Agreement on Agriculture
{AcA} adalsh pilar Akses Pasar (Marker Access) dengan menerapkan batas
tarif guna melindungi pertandan negara berkembang. Penyusunan Speciad
Products bagt negara berkembang ini didasarkan pada ketahanan pangan,

kehidupan dan pembangunan pedesaan.

Mekanisme pemberian statug hokum bagi proposal Special Products (S5P)
dalam ncgosiasi dgreement on Agriculmre (AoA} adalah melalui ketentuan
mengenai  amandemen  yang diatur pasal X Marakesh Agreement

Establishing The IWorld Jrade Organization.

Mekanisme perlindungan yang dapat digunakan untuk melindungi produk
pertanian adalah melalud Safeguard yang dibagi 2 menjadi Speciad
Agricultwral Sufeguard (SSG) dan Special Safegnard Mechanisin (SSM)
untuk  negara  berkembanp. Porlindungan  ini dilakukan  untuk
mengantisipast fonjakan impor skibat masukaya produk pertanian dari luar

negeri kedalam pasar domestii negara berikembang.

Konsep Special Products {SP) yang seyogyanya maups melindung
kepeplingan nasional adalah vang sesval dengan kemampuan pertanian
dalam negerd dan yang mampu memberikan perlindupgan bagi petani
Indonesia. Okeh karona #tu Pemerintab Indoncsia harss mulai melakukan
langkah-langkah vang signifiken dan Kkonsisten guna memanfaatkaan
konsep Special Products {SP} agar tercapai ketahanan pangan, kehidupan
dau pembangunan pedesaan,
98

tUiniversitas Indonesin
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9

Saran

Negara berkembang yang tergabung dalam G-33 harus lebib intensif
dalam negosiasi dengan negara iaju agar proposal Special Products (SP)
segera dapat disepakati menjadi aturan baru di bidang perdagangan
pertanian, dan agar segera dapat diterapkan sehingga negara berkembang

mampu bersaing dalam perdagangan pertanian..

Indonesia harus mempersiapkan sekior pertanian secara leblh spesifik agar
pertanian Indonesia stap untuk mengaplikasikan konsep Special Products
{8P), schingga tercapal ketzhanan pangan, kehidupan dan pembangunan
pedesaan, yang tentunya akan meningkatkan kesejahleraan petani dan juga

meningkatkan Pendapaton Nasional Indonesia.

Lniversitas Indonssia
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Spociaf Agriculural Sofeguard (S84G)

117 Developed country Members siall

Either

climinate the 88G.

Or

reduce 1 1.3 per cent of scheduled tariff lines the nomber of lines eligible for the 88G,
118,  For doeveloping country Members

Either

the terms and conditions of the B8G shall remain unchanged from the URAA terms and conditions
except that the tariff rates concerned ghall be updated to reflect the outcome of the Doha Round
negotiations,

Or

the 88G coverage shall be reduced o no more than 3 per cent of tarif lines and the terms and
eandifions of the 858G shall romain unchanged from the URAA tenns and conditions except that the
tariff rates concernad shall be updated 1o reflect the ouicome of the Dioha Round negatiations.

19, Article 5 of the Agreement ou Agriculture shall be amended accordingty to reflect these
medukitics,

D. SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT
Special Produciy

120, Developing country Members shall be entitled to self-designate 8pecial Produsts guided by
indicators™ based on the criteria of food seeurity, livelihood security and rural ée%?céameat. These
shall be 10-18 por cont of tariff lines avatiable for self-designation as Special Froducts™. Up 10 6 per
cend offne Hnes may eve no cul The averall averaze cut shall, in any case, be 18«04 percent,

123, In the casc of smail vuinersble economies, including those among thent which are ceiling
binding and homogenousty low binding countrics, they may, if they choose o do se, apply the
maoderated tari{f tizred formula for SVEs provided for in paragraph 65 above plus the Special Product
entitlenent outlined above, Alternatively, they may chose not to apply the tiered formula but simply
meet an overall average cut of 24 per cent through haviag in effect opted 1o designate as many tarit
lines as they choose as Special Products. The tasiff fines so chosen need not be subject to any
it tariff cul and need not be guided by the indicators.

122, In the case of RAMS, the mumdmum taniff line entitlements fo Special Froducts shall be ong -
tomth gremter than the amounis specifisd in parageaph 120 above and the overnll average cut to be
achieved for the designated tarifY Hines may be further reduced by one tenth,

P Gee Annex F.

" Below this level, the developieg country Member concerned need nol resort o guidance by those
indicators, in (he case of RAMSs, the threshold level above which indicatars are not required to be used shall
be 1 percentage point higher,

Proposal Special..., Sigit Nugroho, FH Ul, 2008



TNFAGIW/ARey ]
Page 21

Special Sefeguard Machadsm (S5M)

123, The S5M shall have no a prierd product limHatiens as © U5 svaliability, i.e. it can be invoked
for 28 0] Hines in principle. A price-based and a volume-based SSM shall be available. In no
clrcumstances sy any product be, bowever, subject to the simuitangous application of price- and
volume-based safeguards, Nor shall there be application of either of these measures W an 884G, &
measure under GATT Article XIX, or 2 measure under the Agreament on Safeguards s in place.

124, As regards the volume-based §8M, it shall be applicd on the basis of 3 roiling average of
imporis in the preceding three.yesr period (hereafier “base imporis™), On this basis, the applicable
iriggers and remedies shall be set 23 Hllows:

{a} where the volome of imports during any year excesds 114 per ceni but does nat
sxceed §15 per cent of base imports, the meximum additional duty that may be
imposed on applied tariffs shall not exceed 25 ser cent of the carrent bound tarifY or
25 persentage points, whichever is higher;

{h) where the vojume of impords during any year exceeds 113 per cent but doss not
exceed I35 per cent of base imports, the maximom additional duty that mey be
imposed on apphied tanffs shall oot exceed 49 per cent of the curvent bound tanft or
4 percentage points, whichever is higher;

(¢} where the volume of imports during any year exceeds 135 per cent of base imports,
the maximum additional duty that may be imposed on applied tariffs shall not
exceed 50 per cent of the current bound tariff or 50 percentage points, whichever is
higher,

{d) where, formally, these iriggers could be met, but the absolute level of imports is
manifestly negligible in relation (o domestic production and consumption, remedies
would not be applicd.

125 Imports usder any schedoled tariff rate quota commitment may be counted for the purpose of
determinding the volome of imports reguired for invoking the volume-based 88M (except where a
volume increase is entirely ativibutable to a scheduled teriff rale guota increase under Tloha
implementation phasingd, but no additiona) duty shall be imposed on imports within such tarif¥ rate
QueHa commitimenis.

126, As regards the price-based S8M, it shall be applicable where the c.i.f import price™ of the
si}ipmﬁ:m” entering the customs territory of the developing country Member, expressed in terms of it
domestic currency falls below a tigeer price™ equal to 85 per cent of the average monthly
MFN.sourced price™ For that product for the most recent three-year period preceding the year of
impornation for widch daw are available, provided that, where the developing country Member's
domestic currency has st the time of bnporiation depreciated by ot least 10 por cent over the preceding
12 months againg the international curreney or currencies against which it is normally valued, the

* Heraller the "impont prict”,

¥ A shipment shall ner be considered for purposes of paragraphs 135 and 137 woless the volume of the
product included fo tha shipmen by within the ronge of normul commerciat shipments of that product cateriag o the
gussommy wrriiory of the impening dovdoping coury Member.

# The wigpee prive shall be publicly disclosed and available to the extent necesaary to atiow other Membars
to ausesy the sdditienal duty that may bie levied.

¥ Hereafter the "reference price”. The reference price used m invoke the provisions of this pasagraph shall
be the average manthly 1.1 unit valuc of the produst concemned.
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import price shall be compited vsing the sverage exchange rate of the domestic currency against such
intarpational currency or currencies for the three-year period referred 1o above.

127, The price-besed S8M remedy shall apply on a shipment-by-shipment basis. The additionsd
duty shall not exceed 85 par cent of the difference between the import price of the shipment
concerned and the ngger price.

128,  Developing couniry Members shall not normally take recounrse o the price-based §8M where
the volume of imports of the products voncerned in the current year is manifestly declining, or s at 2
manifestly negligible level Incapable of undermining the domestic price level,

129, The calculation of volume or price triggers, and the application of wmeasures in accordance
with the relevant provisions of this section, shall be on the basis of MFN frade only,

130, Any shipments of the product in question which, before the imposition of the additional duty,
have been contracted for and were en route after completion of custom clearance prosedures in the
exporting country, either under the price- or velume-based SSM, shall be sxemptled from aay such
additional duty, provided that where a volume-based SSM may be applicable in the next twelve-
month periad, the shipment of the product in guestion may be so counted in that periad for the
purposes of triggering the SSM,

131, The volume-based SSM may be maintained for a maximum pericd of 12 months from the
initial invocation of the measure, unless a seasonal product 18 involved, in which case the §8M shall
apply for & maximuem of six months or (o cover the peried of actual seasonality, whichever is the
fonger, For the next immediate (censecutive) period, the three year roiling average shall be inclusive
of that immediately preceding period of imports when the SSM was in place. However, where this
would have the effect of lowering the three year rolling average below the level which triggered the
SSM in the initial period, the trigger level {or the initial period shall apply. No product shall be
subject to the volume-based SSM consecutively for more than two periods and where such
consecutive applicatian has oecurred this may not be resorted to again before the elapse of & Rarther
two consecutive periods,

132, The operation of the S5M shall be carried out in a transparent manner and the basis upon
which ongoeing calculations of rolling averages of import volumes and prices shaif be aceessible to all
Members so that they can be fully informed of the basis upan which any polential actions may be
taken. Any developing country Member faking action shall sive rotice in writing, indicating the tariff
lines effected by e additionsl SSM duty and includiag relevant daia, fe the Cemmittes on
Agricullure as far in advance as may be practicable or, where this is not pessible, no later than 15 days
after ihe implementation of such action. The Member daking action shali afford any interested
Members the opportunity o consult with it in respect of the conditions of application of such action.

133, The above provisions on triggers and remedies apply subject to the limbtation that the pre~
Doha bound tasiff is respected as the upper limit and shall prevail as such,

134, For leastdeveloped country Members they may, severiheless, apply the maximum remedy
reovided for above pven if this would otherwise smail breach of 3 pre-Doha bound tarilf, provided
ihat the maximum increase over a pre-Doha bound teriff does not excoed 48 ad valorem purcentage
points ot 40 per cent of the current bound tariff, whichever is bigher, Thix would be provided that all
other relevant conditions for application of the measure have been mot.

i35, [in the cnse of SVE’s referred 1o in fooinete 10 to these modaiities, they may apply Hhe

maximum remedy provided for above even if this would otherwise entail breach of z pre-Doba bound
tariff, provided that the maximum increase over a pre-Dioha bound tariff does not exceed 20 #d
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valorem percentage points or 20 per cent of the current bound tariff, whichever is higher, for up to a
maximum of (10-15) per cent of tariff lines in any given period. This would be provided that all other
relevant conditions for application of the measure have been met.

[36.  For developing country Members other than those referred to in the preceding paragraph, they
may apply the maximum remedy provided for above even if this would otherwise entail breach of a
pre-Doha bound tariff provided that (a) the maximum increase over the pre-Doha bound tariffs would
be no more than 15 ad valorem percentage points or 15 per cent of the current bound tariff, whichever
is the higher; (b} the maximum number of products for which this provision would be invoked wouid
be no ore than 2-6* in any given period; and (c) this would not be permissible for two consecutive
periods. All other provisions would be applicable.]

137.  The relevant Articles of the Agreement on Agriculture shall be amended to reflect the above
modalitizs.

Fullest liberalization of trade in tropical and diversification products

138.  For those tropical and diversification products attached in Annex G, the following modality
shall be applied over and above that which would otherwise result from application of the tiered
formula.

139.

Either: Where the scheduled tariff is less than or equal to 25 per cent ad valorem, it shall be reduced
to zero, Where it is greater than 25 per cent ad valorem the applicable rariff cur shall be 85 per cen.
There shall be no sensitive product treatment for any of the products appearing on the annexed list.
The implementation of the cuts concerned shall be in four equal annual steps for all developed
country Members.

Or: Where the rariff is greater than or equal to {0 per cen, it shall be reduced by the percentage cut
specified in paragraph 61 (d) above, except for tariffs in the top band which shall be reduced by the
tariff escalation fariff cut for that band increased by 2 ad valorem points. Where the tariff is less than
10 per cent, it shall be reduced to zero.

The reductions concerned shall be implemenied by developed country Members in accordance with
the general tarifl reduction implementation pericd. Developing country Members declaring
themselves in a position o do so are encouraged to make additional efforts on tropical products
beyond what would be required under the tiered formula,

Long-standing preferences and preference erosion

140.

Either: For the products listed in Annex H, there shall be no tariff cuts on the items in that list for
10 vears. Tariff cuts shall commence only after that point and shall be implemented over five years in

equal annual instalments thereafter.

Or: For those products fisted in Annex H, where:

* For the purposes of (isis provision a “product” is identiftable at the 6-digit level of the Harmonized System
(HS) nomenclature, but with the understanding that this can cntail a maximum of [4 - 8] tariff lines per product below
that 6-digit level,
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ANNEX K

ILLUSTRATIVE LIST OF INDICATORS FOR THE
DESIGNATION OF SPECIAL PRODUCTS

The product is a staple food, or is a part of the basic food basket of the developing country
Member through, infer alia, Taws and regulations, including adminisirative guidelines or
national development plan or policy or histarical usage, or the produet contributes
significantly to the nutritional or caloric intake of the population,

A significant proportion of the domestic consumption of the product in it matural,
unprocessed or processed form, in 5 particalar region or at 2 nationa! level, is met through
domestic production in the developing country Member coneerned.

Domestic consumption of the product In the developing country Member is significant in
relation o total world exporty of that product; or a significant proporiion of wial world
exporns of the product are aconunted for by the largest exporting country,

A sigaificant proportion of the total domestic production of the product in 8 particular rogion
or at the national fevel is produced on farms or operational land holdings of up to and
including 10 heatares, or is produced on faom or operational fand hoidings which 2re of a size
equal to or kess than the average farm size of the developing country Mamber concerned, or &
significand proportion of the Faoms or operational land heldings produciag the product are up
to and including 10 hectares in size or of the average farm size or less of the developing
country Member concerned.

A significant proportion of the total agricultural population or rural labour force, in a
parficular region or st the nationa) level, is employed in the production of the product.

A significant proportion of the preducers of the product, in a particular region or at the
national feved, are losy income, resource paor, or subsistence farmers, including disadvantaged
er vulserable communities and woemen or a significant propordion of the demestic production
of the produst is produced in disadvantaged regions and areas inciuding, infer alia, drought-
prone or hilly or mountainons regions.

A significant proporticn of the tolal value of agriculiural production or agriculiural income of
houscholds, in a particular region or at the national level, is derived from the produstion of
the product,

A reiatively low proportion of the produst is pracessed in the developing countey Mumber as
cornpared to the world sverage; or the product comtributes a relatively high proportion o
value additon in the ruml areas, in & particuiar region oc at the nafional tevel, through s
lirkages 1o non-farmn rural economic aclivities, including handicralts and cottage industries or
any other form of mual value addition.

A significant proportion of the agriculteral customs tariff revenue is derived from the produst
in a developing country Member,

A significant proportion of the total food expenditure, or of the total income, of households in

a particular region or at the national level in the developing country Member concerned, 5
spent on the praduct,
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Il

i2

The pradoct in respect of which product specific AMS or blue box support has been notified
by any WTO Member and which has been exported by that netifying Member during any
yedr from 1995 to the stagting date of the implementation of Dobha Round.

The productivity per worker or per hectare of the preduct in the developing country Member,
in & particular region or at the national level, is relatively low gy compared o the average
praductivity in the world,
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EXECUTIVE SUNMMARY

1.

Rangkaian perundingan horisonial tingkat menteri Pularan Doha WTO berlangsung
mulai tanggal 20-30 Juli 2008 di Markas Besar WTO, Jengwa. Berbagai pertemuan
mulai dari bilateral, kelompok, Green Room Mind Ministerial, Ministerial Signaliing
Confarence, serta pertemuan Trade Negoliations Commiftee (TNC) dizdakan untuk
mendorong kesepakatan modalifas pesiamian dan NAMA, Delri dipmpin langsunig
oleh Menteri Perdagangan Rl dengan anggeta terdinn dari pejabat Departemen
Perdagangan, Departemen Perlanian, Departemen Perindustrian, Deparfemen
Keuangan, Qegaﬁemen Luzr Negeri, Bank Indonasia serta unsue FTR| Jenewa,

Setelah perundingan berlangsung secara inienst selama sembllan han, pada
tanggal 22 Juli 2008, Perundingan Putaran Dobha WTO ekhimya . mengalami
kegagalan. Hal ini dikarenakan sebagian negara G-7 (AS, UL, Australia, Jepang,
India, Brazi, China) telap tidak mau bergerak dari pesisinva, khususnya dalam isu
special safeguard mechanism yang diperjuangkan livdanesia bersama-sama G-33
sglama int, '

Finger pointing game yang telah dimulal AS pada Perternuan informal TNC ngoal
28 Juli 2008 membuat atmosfir perundingan menjach tidak kondusi dan mendorong
negara tainnya (China dan indigl meagambil sikap keras dan aefensd AS
menganggap SSM sebags! siumbirg block peninaingan dan menuduh mekanisms
tersebud sebagai langkah mundur proses fberalisasi.

indonesia sebagai Koordinator G-33 selais menegaskan bahwa S5M tidak ditujukan
untuk menghambst aormal trede, melainken #5lul melindung! pelani lemah dan
miskin dan lonjakan impor dan penurunan harga secare drastis. SSM jugs bukan
merupakan satu-satunya isu yeng belum dapat diselesakan. sy Kapas, lfariff
Simpdification, preferance  erasicn, opical products, serta  seeforal dan anii-
concerdration NAMA adulah sebagianp isu vang belurs danat disepakail.

Indonesia dan Kelompok 3-33% juge berkomiimen unigk berunding seria bersikap
fisksibel dan konsiruktif dalam membahas sy 8SM. Mamun, pembahasan isu int di
pariemuan G-7 tanpa melivatken Koordinator G-33 {yang mewakill 45 negara
arggota WTO) telah menjadiken proses pembahasan isu S8M menjadi tidak inklusii,
Kekecewaan Indonesia dan G-33 atas hal inf teleh disampaikan dalam berbagal
kesempatan baik Periemuan [nformal TNC maupun konferensi pers.

Ralam Perlemuan Formal TNC tanggal 30 Jull 2008, seluruh figgara menyatakan
kekecewaannya atas kegﬁgalun proses perundinpan. Namun jugsa diskul bahwa
proses negosiasi draft modalitas pertanizn dan NAMA yvang fzlah dimuial secara
intensif sejak tahun lalu telah menghasilkan bebgropa kemajuan. Negara anggots
berharap agar kKegagalan proses perundingan fdak menmhikan hakbal yang lelah
dapat disepakati sebelumnya.
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Sebagal refleksi atas capaian serta sfale of play terakhir perundingan, masing-
masing Ketua CoA-88 dan Ketua NG NAMA akan menyusun laporannya. Hasil
Miristerial Signafiing Conference telgh dilaporkan Dirjen WTO dalam dokumen
JORIOBYS3 (terlampir). Ssedangkan laporan Ketua NG lainnys fetap tidak berubah
sebagaimana telah disampaikan sebelum proses pertemuan horisontal dimulal
tanggal 21 Juli 2008,

Belum terdapat arah yang jelas mengenai kapan dan bagaimana proses
Ferundingan Doha akan dimuiai kembali. Dalam Pertemuan General Council {GC)
tanggal 31 Jull 2008, Difgen WTO menyampaikan rencananya untuk mengadakan
proses konsultasi mengenai langkah perundingan ke depan, namun belum dijelaskan
mengenai format dan waktu pelaksanaannya.

PROSES PERUNDINGAN

9.

10

11

12.

13

Rangkatan pertemuan horisontal “W7TO Mini Minislerfal® diadakan secars informal
datam format :

s Poertemnuan G-7, melibatkan para Menteri dart negara pemain utams (A8,
Australia, Brazil, EC, India, Jepang dan China);

¢ Pertemuan “Green Reom Mini Ministerial”, melbatkan para Menteri/Wakil Menier
darn sekitar 30 negara; dan

« Pertemuan TNC yang melibatkan seluruh negara anggota WTO.

« Perternuan kelompok/beberapa negara yang dipimpin oleh Ketua Negotiating
Groups.

Pertemuan G-7 berupaya mencarn konvergenst atas su-isu uiama yvang sulit untuk
diselagakan, Kesepakatan atau hasil pembicargan dalam G-7 kemudian skan
dibawa ke kelompok yang lebil besar, yaitu “Creen Room Mini Ministerisi” vang
melibatkan para Mentert dari sekitar 30 regara, lermasuk indonesia. Seluruh hasi
pembicaraan maupun proposat yang muncul datam G-7 dan Gresn Room kemudian
akan disampaikan dalam informal TNO datam rangka transparansi dan mendapatkan
reaksi dar seluruh negars anggola.

Semula terdapat indikasi bahwa Indonesia, selaku Koordinator Kelompok G-33, akan
dilibatkan dalam proses G-7 {G-7+1) yang membahas masalah Special Products
{SF) dan Special Safeguard Mechanism {(S8M). Namun mengingat ada keberatan
dar negara tertentu yang memandang perundingan akan menjadi tidak berimbang
karena sudah ada China dan India dalam G-7, rencana tersebut fidak dapat
tertaksana,

Meskipun Hidak terlibal dalam periemuan G-7, namun Indonesia selaku Roordinator
Kelompok G.33 selalu mendapatkan laporan ringl, kKhususnya dari India dan China,
mengenal perkembangan yang lerjadi dalam G-7. Kedua negara fersebul meminta
pandangan indonesia mengenal langkah selanjulnya yang harus diambil dalam
meEnanggapi proposal yang muncul,

Disamping ftu, Indonesia juga menerima dan bertemu dengan para Menterd dari
negara pemain  ulama yang berupaya melakukan lobby untuk dicapainya
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14.

15,

konvergensi mengenal BP dan SSM, maupun isu-isu ferkailt lainnya. Dalam kaitan
ini, Indonesia melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan AS, Australia,
Brazil, Belanda, Ching, EC, Ingia, Jepang, Korea, Meksiko, Selandia Baru, dan
Swigs. Selain masalah-masalah perundingan DDA, dalam perfemuan dengan
Belanda, Meksiko, Selandia Baru dan Swiss tersebut juga dibahas isu-isu bilateral.

Sebagai Koordinator (3-33, selama proses “Green Room Mini Ministerial” Indonesia
setiap hari mengadakan periemuan kocrdinasi Kelompok G-33, Pertemuan ini selain
sebagal de-briefing proses Green Room juga bertujuan untuk merumuskan strategi
serta posisi substansi G-33 ferhadap isu SPs dan SSM.

Pertemuan-perternuan lain terkait perundingan DDA yang dihadiri Mendag Rl serta
anggota Delrl antara lain;

Fertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal WTO

Partemuan Kelompok G-20

Pertemuan Cairns Group

Pertemuan Kelompolk NAMA-11

Pertemuan ASEAN

Pertemuan dengan wakil-wakil dari NGO dan kalangen media massa.

. % O 4 ¥ =

SUBSTANS] PERUNDINGAN

16,

17,

i8.

19

Fokus pertemuan honsonial adalagh menyepekall modalitas perianian dan NAMA
mengingal kedua isu i meniadl baromeler level of ambition. Namun uniok
membenkan comfor! serta kepaslion bahwa isu single-underisking lainnya juga
mengalami kemsjuan, eiah diadakan AMinistonal Signaling Conlerence untuk isu
jasa, serta proses konsultasi isu TRIPs vang dilakukan oleh Menlu Norwegia atas
nama Qirjen W10,

Pertanian

Mengenai modalitas pertanian, AS tanggal 22 Juli 2008 telah menyatakan kesediaan
untuk menurunkan tingkat overall trade distorting subsidies {OTDS) menjadi USD 16
milyar dari kamitmen semulta USD 17 milyar {hasil Pertemuan G4 d Potsdam).
Dalam perundingan berikutnya, AS mengindikasikan untuk kembali itrun menjadi
USED 14.86 milyar. Namun, hal ini dengan syarat bahwa A8 harus mendapatkan
pembukaan pasar secara signifikan baik di negara maju maupun berkembang. AS
juga meminie ‘peace clause” yang baru untuk menghindar tuntutan di Dispufe
Seftlement Mechanism (D5B) atas program Farm Bifl- nya.

Negara anggola WTO menanggap! secara skeplis lawaran AS ini mengingat lingkal
pengeiuaran OTDS AS pada tehun 2007 dipredikasi hanya sekiiar USD 7.8 milyar.
Tuntutan mengenal ‘peace clause’ uga dianggap sebagal bentuk perlakuan khusus
terhadap AS mengingat aluran ‘peace clause’ (Pasal 13 Agreement an Agnicuiiure)
sebenamya telah berakhir tahun 2004,

UE teiah mengindikasikan kesediaannya untuk melakukan pemotongan tarf ratavata

sebesar 60%, bergerak dari nilal pemoiongan yang ditawarkan dalam drall leks
perianian yaity 54%, Namun sebagaimana diklarifikasi oleh UE kermudian, hal ini
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20.

21

23.

24,

25,

8.

sebenarnya tidak merefleksikan pergerakan posisi mengingat fingkat pemotongan
fropical products juga turut diperhitungkan dalam pemotongan ratarata 60%
tersebut.

Atas dasar pergerakan posisi tersebut, AS mendesak agar emerging developinig
countries dapat membuka akses pasarnya secara signifikan. Dalam hal ini SPs dan
SSM dianggap sebagai penghambat akses pasar dan bentuk kemunduran proses
kreralisasi. Dibanding negara eksportir G-7 lainnya, AS muncul dengan posisi yang
keras dan idak flzksel terutama atas isu SSM.

Pada tangoal 25 Jull 2008, Pascal Lamy menvempaikan teks baru (terlampir) untuk
menjembatani perbedaan posisi Teks fersebul mencakup isu OTDS, sensifive
products, SPs, 88M, $8G, koefisien dan fleksibilitas NAMA serte seclorals.
Diusulkan bahwa jumiah total SPs adalah 12% dan lotal pos farf dengan
pemotongan rata-rata sebesar 11% ({single tier), 5% Iofal pos tanff dapat
menggunakan pemotongan 0%.

Mengenai SSM yang dapat melewati Uruguay Bound level, Pascal Lamy
mangusulkan frigger sebesar 140% dari base impuorts, dengan remedy sebesar 15%
dari current bound farfif atayu 15 ad valorem points, Jurniah maksimum pos farif vang
dapat melewati Uruguay Bound sebesar 2.5% dalam periode salu tahun. Selain #u.
S5M hanya dapat digunskan jika pada saat yang sama harge mengalami
peEnurunan.

Sebagai langgapan atas usulan Pascal Lamy, G-33 felah menyampakan Joint
Stefernent bersama-sama dengan Kelompole African Group, Small and Vulnerable
Economies (SVEs) dan African, Carribbean, and the Pacific (ACP) — terlampir. Joini
Statement ini merefleksikan pergerakan posisi mengenai SPs dan SSM sebagai
beniluk fleksibilitas kanstruldif kelompok untuk merorong kemajuan.

Pergerakan posisi tersebut adalah diterimanya konsep single Her dan angka 5% dari

iotal pos tanf untuk zero cul dengan calatan:

« Jumish total SPs nalk dart 12% menjadi 15%.

« Total pemotongan rata-rafa turun menjedi 8% dari usulan Lamy 11%.

« Jumiah pos {arif untuk remedy S8M yang dapat melewas Uruguay Bound naik
menjadi 7% dari iolal pos tarif, dibanding usuian Lamy 2.58%,

Namun fokus resistensi negara eksportir telah baeralih pada S5M. AS tetap hdak
gapat menerma trigger dibawah 140%. Prinsip remedy tidak dapat melewati
Uruguay Bound dipandang sebagal masalah ideclogy’ bagh AS sehingga nagara
tersebut tetap mengajukan tigger vang tidak reasonable.

Usulan leks mengsnai S8M dari india yang kemudian diperbaiki oleh Pascal Lamy
serfa usulan leks dari UE derampin} juge Kembal ditclak AS. Hal ini mendorong
terjadinya deadiock proses Green Room Mini Ministerial pada tanggal 29 Juli 2008
maiam hari.

NAMA

lsu utama dalam perundingan non-agricultural market access/NAMA  (produk
industriy yang konfroversial adalah mengenai koefisien formula penurunan tarif,

t
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28

28,

30.

31,

32.

33

fieksibilitas bagi negara berkembang, klausul anli konsentrasi dan pengkaitan
sektoral dengan ambisifformula penurunan farf. Negara maju bersatuy menjadi
demandeur usulan besaran angka yang rendah untuk koefisien dan flieksibilitas bagi
negara berkembang seria kKlausul anti konsentrasi dan sekioral, Ant konsentrasi
dimaksudkan untuk membatasi jurmnlah produk sensitif yang dapat dimasukkan dalam
fleksibilitag, sementara proposal sektoral dimaksudkan untuk meminia jaminan
parlisipasi negara herkembang dalam aliminasi tarif di seklor-sektor tertentu dengan
imbalan penurunan vang lebih rendah (dibanding negara berkembang lain} dalam
formula penurunan tarif urnum,

Secara Keseluruhan usuian negara maju tersebyut pada akhirnya akan meningkatkan
ambisi penurunan tarif produk industri di negara berkembang.

Dalam perundingan di antara G-7, muncul usidan teks dart Direktur Jenderal WTO
yang menceba mencari “ialan tengah” atas rentang angka koefisien, fieksibilitas dan
anti konsentrasi dan teks mengenai sektoral yang ada dalam Draft Modalitas yang
disusun Ketua NG NAMA. Tampzknys ferdapat flieksibilitas dari negara anggota
yang tedibal daiam G-7 maupun green room uniuk memperlimbangkan secara serius
feks usulan Dirjers WTO mengenal koefisien, fieksibilitas dan anli konsentrasi.

Sementara unfuk sektoral, negara berkembang tidak dapat menerima usulan uniuk
menjamin komitmen parfisipasi dalam sedikitnya dua sektor maupun penglkaitan
sektor dengan formuia. Negara berkembang menginginkan agar modalitas sektoral
tetap berpegang pada mendat di Hong Kong bahwa sekioral merupakan modalitag
tambahan yang bersifat suka rela. Oleh Karena itu, negara berkembang tidak bisa
“dipaksa” unbuk Derpartisipasi agar lercapai “critical mass” bagi pemperiakuan
gliminast tanf ¢i sekior-sektor terfentu.

Perundingan di G-7 dan green room secara keseluruhan lebih banyak dihabiskan
untuk membahas sy pertanian, terutama S8M. Pembahasan mengenal NAMA
sendiri, pada akhirnya lebih banyak tersita untuk isu sekloral, tanpa cukup waktu
uriuk membahas isu-isu NAMA fainnya secara memadal.

Ministerial Signailing Conference

Sebagal bagian dari Green Room Mini Ministerial Mesting, tangga! 26 Juli 2008
ditangsungkan Ministerial Signaiiing Conference (MSC) yang dilkuti tiga puluh negara
yang selama ird aklif dalam proses perundingan di sektor jasa. Ketiga puiuh negara
tersebut di antaranya adalah Amerika Serixal, Uni Eropa, Jepang, Kanada, Auslralia,
RRC, Brasil, India dan indonasia,

Peremusn yang dipandu oleh Direkiur Jenderal WTO, Pascal Lamy, berfujuan
menghasifkan kejelasan mengenai rencana offer negara-negara anggota dalam
rangka komitmen fiberalisast perdagangan sekior jasa yang akan diikat {bound} di
WTO, Untuk i, masing-masing Menteri/Wakil negara anggota vang berpariisipasi
dalarm MEC diberikan waklu sekitar 10 menit untuk menjelaskan rencana
pembukaan pasar pada masing-masing seklor jass yang akan di-bind dalam
Schedute of Commitment.

Pada kesempatan tersebul negara-negara maju menyampaikan keinginannys agar
negara-negara berkembang dapat memberikan peningkatan offer-nya, khususnya
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35.

38.

37

38.

berkaitan dengan seklor-sekior yang menjadi kepentingannya, seperl. financial
services, plecommunication services, compuler and related services, consiruction
and engingering services, energy servives, disltribution services, Darl request negara
maju fersebut pada umumnya permintaan pembukaan pasar dikaitkan dengan mode
3, khususnya peningkatan batas penyertaan modal asing (foreign equily
parficipation) dan pengikatan ketentuan-ketenfuan yang tefah beriaku ke dalam
schedwle of commitment.

Terhadap kepentingan negara-negara berkembang, vaily pada mode 4, nsgarg-
negara maju pada umumnya mengindikasikan aken meningkatkan offer mereka
pada sektor tersebut, baik dalam secluraf coverage-nya ataupun kedalamannya.

Dalam MSBC tersebul, Meniern Perdagangan RI felah menvampaikan indikasi akan
meningkatkan offer indonesia dalam ssktor-sekior berliut:

¢ Environmental Services (Waste Water Management Services, Solid Waste
Disposal Services, Air Pollution Control dan Laboratory Services for Environment)
- mode 1, 2 dan 3.

Distribuion Services (Direct Belling/Multi-level Marketing} - mode 1 dan mode 2.

« Maritime Services {Vesss! Salvage and Re-floaling Bervices) - mode 2 dengan
panvertaan modal asing makgimal sebesar 49%,

s Towsm and Travel Relaled Services, di mang Indonesia akan mempsriuas
wilayah-wilayah yang akan diperbolebkan bagl pendirian hotel dengan
penyertaan modal asing yang ditetapkan.

» Indonesia juga memperbaiki  komitmen horisontalnya  berkaitan  dengan
peribahan Ketentuan Keimigrasian yang berpengaruhi terhadap mode 4, yang
akan mengijinkan business visitor dapat tinggal di Indonesia selama rmaksimum
180 harl (sebelumnya 60 har] dan Intrra Corporate Transferee selama
maksimum selama 6 tahun (Sebstumnya 3 fahun),

s indonesta juga menyampaikan mengenai improvement yang skan diiakukan pada
sekior telekomunikast — mode 3,

Indonesia dan negara-negara berkembang lzinnya teiah memanfaalkan MSC writuk
menyampaikan reguest Kepads mitra-mitra dageng utama agar lebih membuka
pasar sekior jasa mereka, khususnya "Mode 4" {peningkalan akses bagi Service
Supplier dan Independent Professional dari negara berkembang). Secara khusus,
Indonesia menyampaikan sekior-sekior yang dinginkan, yaiu, Human Health
Services, Computer and Related Services, Construction and Related gngineering
Services, Hotel and Restaurant Services dan Agriculiural, Mining and Manufacturing
Services,

Pada akhir MSC, Direkiur Jenderal WTO, Pascal Lamy, menvimpulkan bahwa
penyelenggaraan MSC lelah mencapal tujuan yang diharapkan, yaitlu memberikan
kejelasan tentang komitmen negara-negara anggota WTQ dalam rangka Schedulling
untuk fiberalisasi perdagangan sekfor jasa. Pascal Lamy mencatat hasi-hasil
perundingan ini dan melaporkannya ke seluruh negara anggota WTO melalui Sidang
TNG dan GC.
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40.

41.

TRIPs

Difjen WTQO telah meminta Menlu Morwegia untuk mengadakan proses konsuliasi
informal mengenai ketiga fsu utama TRIPs yaitu Gl register, Gl extension dan TRIPs
and CBD. Proses konsuitasi ini melibatkan negara-negara demandsur untuk masing-
masing isu.

Mengenal isu Gl register, Meniu Norwegia menyampaikan bshwa perbedaan
pandangan masih terdapat pada elemen legal effeci. Sedangkan pada isu Gl
extension dan TRIPs and CBD, belum lercapai konvergensi mengenai mandat
perundingan kedua isu tersebut. Namun luga disampailtan bahwa mayoritas negara
anggota dapat memahami urgensi pembahasan isu TRIPs and CBD.

Sampal terjadinyg deaddiock pads tanggal 29 Jull 2008, proses konsultast TRIPs
tetap tidak msnunjukkan kemajuan yang signifikan. Isu G extension dan TRIPs and
CED teiap Hdak dapat disepakal menjadi bagian isu single underfaking sehingga
proses lexl-based negoliaions sebagaimana didesak oleh aliansi Gl extension -
TRIPs and CBD (yang didukung oleh lehih 100 negara) tetap tidak fercapai.
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, alianst tersebut telah menyampaikan
draft modalitas isu TRIPs pada tanggal 189 Jull 2008 {dokumen TN/OMNIS2).

PENGAMATAN DAN SARAN

42,

43,

44,

45.

48.

Terdapal upaya untuk menjadikan isu S8M sebagal sfumbling block proses
perundingan. Hal ini terlinat antara lain dari kekakuan posisi AS sehingga membuat
proses G-7 menjadi berlarut-larut dalam membahas isu ini. Pertemuan G~7 akhimya
tidak sempat membahas secara detit isu-isu penting lainnya.

Disamnping isu SSM, ssbenarnya masih terdapat isu-isu iain yang masih sulif dicapai
kesepakatan, yaitu antara lain isu coffon serta ant-conceniration dan sectorsis
NAMA, Isu coffon merupakan isu yang sensitif bagi AS karena terkalt dengan tingkat
subsidi OTO8nya sehingga AS enggan membahas isu ini.

Jika dilihat dari kekakuan posisi AS yang kemudian cenderung menjadi tidak
reasonable pada isu SBM, kemungkinan besar AS memang tidak menginginkan
terjadinya kesepakatan mengingat situasi politik domestik AS yang tidak mendukung
Mandat Trade Promaotion Authorly (TPAY yang telah berakhir serta US Farm Bi
yang tidak seialan dengan fevel of ambifion draft modalitas pertanian membuat ruang
negosiasi Pemeriniah ADB c.q. Ketua USTR, Susan Schwab menjadi sangat terbalas.

Diperkirakan USTR akan sulit meyakinkan Kongres AS (yvang dikuasai Partsl
Demokrat) jika terjadi kesepakatan modaltas pertanian dan NAMA. Kongres AS
akan menilai bahwa konsesi yang diberikan dalam hal pemotongan OTDS tidak
sebanding dengan pembukaan akses pasar yang signifikan di pertanian dan NAMA
Testebih isu sevioraf yang didesak AS mendapat tentangan yang besar dari anggota
G-7 negara berkembang vaity india, China, dan Brazil

Narming and Blammng yang dimulal AS pada perlemuan informal TNC langgal 28 Jull

2008 teiah membuat atmosfir perundingan menjadi tidak kondusif. Hal ini mendorong
India dan China, yang ditudubh berlindung di balik negara negara kecil dan miskin,
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47,

48.

49,

50,

51.

52,

menjadi bersikap semakin keras dan defensif. Keadaan ini kemudian menjadi salah
satu penyebab terjadinya deadlock pada satu hari sesudahnya,

Seiurun negara anggofta WO menyadan bahwa kegagalan proses perundingan
Putaran Doha kali i tidak saja akan mengurangi kredibilitas WTO dalam mengawal
sistemn perdagangan multilateral, namun juga akan mengitimian sinyal negafif
kepada ekonomi dunia yang sedang mengalami krisis pangan dan energi. Oleh
karena itu, pada Ferternuan Formal TNC tanggal 30 Juli 2008, negara anggota
menahan diri untuk tidek melanjutkan finger poinfing game.

Pada Pertemuan tersebut, pernyatazn negara anggotas bermuansa positif vaitu
menekankan sgar apa yang telah fercapai selama proses Green Room Mini
Ministeriaf dapat tetap dijaga. Sedangkan isu-isy yang belum disepakati agar segera
difgkukan proses pembahasan selanjulnya. Namun sampal saat inl memang belum
terdapat kejelasan mengenal kapan dan bagaimana proses perundingan skan
dilaniutkan kembali,

Terdapat pandangan bahwa proses perundingan akan menunggu sampai pemilibian
presiden AS yang baru. Pandangan igin menyatakan bahwa proses perundingan
memeriukan wakiu 12 tahun lagi untuk dituial kembali {mengacu pada pengalaman
perundingan Putaran Uruguay semasa kepemimpinan Arthur Dunkel), Terdapat puia
desakan agsr perurgdingan dapat dimulat secepaltnya pada bulan Seplember 2008,

Melihat pengalaman semasa pericde Suspension perundingan tahun 2006,
kemungkinan akan terjadi gquite dipiomacy diantara negara-negara uiama untuk
mendorong Kembali proses perundingan. isu-isu yang secara politis sulit untuk
diselesaikan akan memadi prioritas pembahasan (dimana S5M akan menjadi salah
satunya}),

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Tinnas PP dapat melakukan
kajian dan pembahasan alas hasil-hasil yang dapast dicapal selama proses Gregn
Room Mini Ministorial, Teks Pascal Lamy langgal 25 Jull 2008 diperkirakan fetap
akan menjadi basis pembahasan selanjuinya. Sedangkan laporan Ketus CoA-88
dan Ketua NG NAMA, jika telah dikeluarkan, akan segera kami sampaikan pada
kesempatan pertama. Kedua laporan tersebut juga dapat menjadi acuan
pembahasan.

Sedangkan mengenai isu SPs dan khususnya SSM, kitanya pembahasan dapat
mengacu pada berbagal usulan yang leiah digiukan yailu teks Pascal Lamy tanggal
25 Juli 2008, Joint Stefement G-33, AG, ACP dan SVEs, serta lsks SSM usulan dari
ingdia, UE dan Pascal Lamy. Kiranya diharapkan Satgas .33 dapat mencari
terobosan baru mengenai isu SSM yarg dapat diterima cleh negara opponents tanpa
mengorbankan posisi bottom line yaitu mekanisme SSM yang efeklif dan mudah
dioperasikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih,

Proposal Special..., gigit Nugroho, FH Ul, 2008





